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RINGKASAN

Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan sistem zonasi dalam PPDB.
Implementasi sistem zonasi dalam PPDB merupakan peraturan dari pemerintah
yang mewajibkan sekolah yang diselenggarakan oleh daerah wajib menerima 90%
peserta didik baru berdasarkan domisili atau radius zona terdekat dari sekolah. 10%
lagi yaitu 5% untuk jalur prestasi dan 5% untuk jalur perpindahan orang tua. Tujuan
adanya sistem zonasi dalam PPDB ini untuk pemerataan kualitas pendidikan dan
akses pendidikan.

Penelitian ini mengunakan jenis penelitian deskriptif dengan pedekatan
kualitatif yang berlokasi di SMA Negeri 1 Grati. Sumber data yang digunakan
adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui
observasi, wawancara, dokumentasi. Analisis data dari Miles and Huberman.

Hasil penelitian implementasi Permendikbud No 14 Tahun 2018 tentang
sistem zonasi dalam PPDB di SMA Negeri 1 Grati menunjukan bahwa
pelaksanaannya sudah berjalan sesuai tujuan. yaitu pendaftaran PPDB sudah
berjalan secara obyektif, transparan, akuntabel dan tidak diskriminasi. kemudian
keberhasilan implementasi juga dapat dilihat dari 4 faktor yaitu: 1) komunikasi
yang sudah terlaksana dengan baik, dari Dinas ke sekolah sudah dilaksanakan
dengan baik dan sekolah kepada masyarakat masih belum baik. 2) sumber daya
yang ada sudah memadai dan mecukupi 3) disposisi sudah terlaksana dengan baik,
hanya saja sekolah tidak memiliki kewenangan sendiri dalam mengambil keputusan
PPDB. 4) struktur birokrasi, sudah terdapat SOP yang berbentuk juknis (petunjuk
teknis) dan adanya fragmentasi dalam SK Kepanitiaan. Faktor pendukung antara
lain adanya sumber daya manusia dan fasilitas sudah memadai, terdapat pos
pelayanan informasi pendaftaran PPDB dari Cabang Dinas, adanya sikap disposisi
dari panitian dan masyarakat. Faktor penghambat berkaitan dengan indikator
komunikasi yaitu waktu pemberian juknis yang tidak sesuai jadwal, ada sebagian
masyarakat yang kurang paham dengan zonanya. Kurangya Administrasi terkait
KK, kemudian dari indikator disposisi yaitu terdapat kecurangan dari masyarakat
yang memalsukan SKTM, adanya unjuk rasa yang mengakibatkan pendaftaran
PPDB diberhentikan sementara oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

Kata kunci :Implementasi, Sistem Zonasi, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Vi
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SUMMARY

This study discusses the implementation of the zoning system in PPDB.
PPDB zoning system implementation in a government regulation that requires
schools organized by the region must receive 90% of new students based on
domicile or the closest zone radius of the school. 10% more that 5% to track
achievements and 5% for the transfer of parental lines. The purpose of the zoning
system in this PPDB to equalize the quality of education and access to education.

This study used descriptive research with a qualitative approach which
located in Grati 1 senior high school. Source data used primary and secondary data.
Collected by observation, interviews, and documentation. Analysis of the data from
Miles and Huberman.

The results of the implementation study Permendikbud No. 14 of 2018
concerning the zoning system in PPDB at Senior High School 1 Grati shows that
its implementation is going according to destination. namely PPDB registration is
already running in an objective, transparent, accountable and discrimination. then a
successful implementation can also be seen from four factors: 1) the communication
that has been performing well, from the Agency to the school has been executed
and the school to the community is still not good. 2) the existing resources are
adequate and supplicants 3) disposition already performing well, it's just school
does not have its own authority in making decisions PPDB. 4) bureaucratic
structure, there have been shaped SOP guidelines (technical directive) and their
fragmentation in SK Committees. The supporting factors include the existence of
human resources and facilities are adequate, there are postal services PPDB
registration information from the Branch Office, their attitude and disposition of
panitian society. Factors inhibiting communication relating indicator that the timing
of the guidelines that are not on schedule, there are some people who are less
familiar with the zones. Lack related Administration KK, then of indicators that are
fraudulent disposition of people who falsify SKTM, the protests resulted PPDB
registration suspended by the East Java Provincial Education Office.

keywords: implementation, zoning sytem, new student acceptance (PPDB)
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan memang mempunyai peranan yang amat penting, Karena begitu
Indonesia meraih kemerdekaan pada tahun 1945, salah satu tujuan nasional yang
dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan
bangsa. Hal ini menjadikan pendidikan sebagai pusat perhatian dari tahun ke tahun
untuk selalu diperhatikan baik bagi kalangan pemerintah maupun masyarakat.
Bahkan dalam pasal 30 UUD 45, dinyatakan bahwa “setiap warga negara berhak
mendapatkan pendidikan”. Sejatinya, yang diinginkan para pendiri negara setelah
kemerdekaan adalah pendidikan yang berkualitas dan demokratis, mampu
mengangkat harkat dan martabat bangsa Indonesia dimata internasional modern.

(Masutuhu, 2004) dalam Syafaruddin,2008:6).

Pendidikan merupakan kebutuhan sangat mendasar bagi setiap warga
negara. Pendidikan harus dikonseptualisasikan sebagai suatu usaha dan proses
pemberdayaan, yang benar-benar dan harus disadari secara kolektif, yang perlu
dilakukan oleh individu, keluarga, masyarakat, dan juga pemerintah dalam rangka
melakukan inventarisasi masa depan bangsa (Rahardjo,2010: 44). Oleh karena itu
sebuah kewajiban pemerinah untuk memberikan kesempatan kepada semua warga
negara untuk memperoleh pendidikan yang layak, Untuk memenuhi hak-hak dasar

manusia yang dilindungi oleh undang-undang, pemerintah berkewajiban untuk



menyelenggarakan pelayanan pendidikan yang bermutu secara adil dan merata
bagi seluruh warga negara (Suryadi,2014: 4). Karena dalam UU tentang HAM
(1999) menyebutkan, bahwa pendidikan adalah hak asasi setiap manusia dan

pendidikan bermutu adalah hak asasi setiap warga (Rahardjo,2010: x).

Menurut pandangan Freeman Butt dalam Anwar (2015:24) pendidikan
sebagai suatu proses penyesuaian diri secara timbal balik (memberi dan menerima
pengetahuan), dengan penyesuaian diri ini akan terjadi perubahan-perubahan pada
diri manusia. Karena orang yang hidup dan bergaul di masyarakat selalu berusaha
menyesuaikan diri dengan lingkungannya. maka pendidikan mengandung tujuan
yang ingin dicapai yaitu individu yang kemampuan dirinya berkembang sehingga
bermanfaat untuk kepentingan hidupnya, baik sebagai seorang individu maupun
sebagai warga negara atau warga masyarakat (Anwar,2015:25). dengan kata lain,
perubahan-perubahan yang sifatnya permanen dalam tingkah laku, pikiran dan
sikapnya. Menurut Jalahuddin dan idi (2016:162) Tugas pendidikan adalah
membimbing manusia dan mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan
manusia dari tahap ke tahap kehidupan anak didik sampai mencapai titik
kemampuan yang optimal. Oleh sebab itu semua pribadi yang terkait dengan
pendidikan harus memandang bahwa perubahan pendidikan merupakan
keharusan bagi merespon kebutuhan bangsa, pemerintah dan pihak terkait

(Syafaruddin,2008:52).

Di sini tampak ada keinginan pemerintah penyelenggara pendidikan yang
memperhatikan tidak hanya pemerataan tetapi sekaligus peningkatan kualitas

pendidikan (Syafaruddin,2008:12). Dalam upaya meningkatkan kualitas lembaga



pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah maka ditetapkanlah kebijakan
pendidikan, kebijakan sendiri mengacu kepada cara-cara dari semua bagian
pemerintahan untuk menjalankan dan mengelola kegiatan mereka. Abidin (2006)
dalam Syafaruddin (2008 : 75) menjelasakan bahwa kebijakan adalah keputusan

pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk semua anggota masyarakat.

Salah satu upaya pemerintah dalam menyelengarakan pendidikan dapat kita
lihat dari perkembangan sekolah itu sendiri. Apabila masih banyak peserta didik
yang tidak dapat ditampung di lembaga pendidikan karena kurangnya jumlah
sekolah tesebut. Maka akan menimbulkan masalah dimana peserta didik tidak
mendapatkan pendidikan. Namun di Indonesia sendiri, jika dilihat dari
perkembangan sekolahnya setiap tahun semakin bertambah, Berikut ini

merupakan jumlah data pendidikan jenjang SMA di Indonesia sebagai berikut:

Tabel. 1 Jumlah lembaga Pendidikan SMA di Indonesia

Status Sekolah | Siswa baru | Siswa
Negeri

2014 6.232. 1.068.490 3.140.513
2015 6.355 1.145.174 3.174.888
2016 6.567 1.219.300 3.416.755
2017 6.732 1.182.687 3.495.570
Swasta

2014 6.281 369.808 1.092.059
2015 6.334 39.722 1.137.519
2016 6.577 427.465 1.242.787
2017 6.763 431.292 1.288.075

Sumber : Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan
Oalahan Penulis ,2018

Menurut data tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah sekolah dan jumlah
siswa setiap tahun bertambah, untuk jumlah sekolah swasta lebih banyak di

bandingkan sekolah Negeri. Namun jika dilihat dari jumlah siswa, sekolah negeri



lebih banyak dari pada sekolah swasta. Karena sekolah negeri lebih banyak
peminatnya dari pada sekolah swasta. Sementara pada jumlah siswa baru dari
tahun 2014 sampai tahun 2016 semakin banyak, hanya saja pada tahun 2017
mengalami penurunan siswa baru yaitu dari 1.219.300 menjadi 1.182.687.

Dunia  pendidikan  Indonesia  memperkenalkan  penyelenggaran
penyelenggara sekolah unggul (Syafaruddin,2008:145). Dalam hal ini adanya
kompetisi antar sekolah semakin meningkat. Kompetensi tersebut utamanya
terlihat pada saat penerimaan peserta didik baru pada awal tahun pelajaran. Di sisi
lain, setiap tahun muncul sekolah unggulan atau sekolah favorit. Ada pula sekolah
terpadu yang menawarkan program dan fasilitas pembelajaran lebih baik dan
lengkap dari sekolah-sekolah yang sudah ada sebelumnya. Kualitas bukan saja
pada unsur masukan (input) tetapi juga unsur proses, terutama pada unsur keluaran
(output) atau lulusan (syafaruddin,2008:20). Peserta didik merupakan salah atau
input yang menentukan keberhasilan proses pendidikan. Menurut Ardhi (2015)
Kesalahan dalam penerimaan peserta didik baru dapat menentukan sukses
tidaknya usaha pendidikan di sekolah yang bersangkutan. Oleh sebab itu dalam
Penerimaan peserta didik baru ini dilakukan bukanlah hal yang mudah. Sekolah
harus menyiapkan strategi-strategi yang tepat dalam menjalankanya, supaya dapat
menarik calon peserta didik yang berkualitas yang mana input sekolah juga lebih

baik sehingga proses belajar bisa maksimal dan kualitas sekolah meningkat.

Penerimaan peserta didik baru adalah proses seleksi yang akan menentukan
siswa yang diterima di suatu sekolah. Seleksi Penerimaan peserta didik

merupakan kegiatan pemilihan calon peserta didik untuk menentukan diterima



atau tidaknya calon peserta didik menjadi peserta didik di lembaga pendidikan
(sekolah) tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku (Ardhi,2015). Hal tersebut
dilakukan menjelang tahun ajaran baru yang dilakukan oleh satuan pndidikan agar

sekolah tetap bisa menjalankan sistem pendidkannya.

Salah satu upaya pemerintah agar semua sekolah memiliki kualitas yang
sama yaitu Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta
Didik Baru (PPDB) tersebut mebuat kebijakan baru yang mengatur adanya sistem
zonasi yang harus diterapkan oleh sekolah dalam penerimaan calon peserta didik
baru (PPDB). Proses ini diharapkan dapat berjalan secara objektif, akuntabel,
trasnsparan, dan tanpa diskriminasi. Menurut muhadjir effendi tujuan dari sistem
zonasi ini, diantaranya menjamin pemerataan akses layanan pendidikan bagi
peserta didik, mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga,
menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah (khususnya sekolah
negeri), membantu analisis perhitungan kebutuhan dan distribusi guru. Sistem
zonasi ini merupakan suatu sistem yang mengharuskan sekolah untuk menerima
calon peserta didik yang mendaftar sesuai zonasinya. Hal tersebut dibenarkan oleh
Mendikbud dalam siaran pers BKLM yang mengatakan bahwa sistem zonasi lebih
menekankan pada jarak/radius antara rumah siswa dengan sekolah, dengan begitu
siapa yang lebih dekat dengan sekolah maka dialah yang berhak mendapatkan

layanan pendidikan dari sekolah.

Menurut Muhadjir mengatakan bahwa ketentuan zonasi ini berlaku untuk
siswa SD, SMP, dan SMA. Untuk SMK masih dibebaskan zonasinya, karena

harus menyesuaikan dengan program bidang dan keahlian yang menjadi pilihan.



Sistem zonasi PPDB merupakan kebijakan yang telah berjalan sejak tahun 2017,
pada tahun 2017 sistem zonasi masih dalam tahap adaptasi sehingga dalam
prakteknya belum semua sekolah menerapkan sistem zonasi ini, sementara tahun
pada 2018 ini diberlakukan ke seluruh sekolah yang di selenggarakan oleh

Pemerintah Daerah (Wahyuni,2018) .

Sistem zonasi dibuat untuk memeratakan kualitas sekolah negeri sehingga
kedepannya tidak ada lagi sekolah dengan predikat unggulan dan non-unggulan.
(Wahyuni,2018). Harapan menteri Muhadjir Effendy dalam Setyono yang di
unggah pada garta.com, mengatakan bahwa dengan adanya sistem zonasi ini
mampu menghapuskan sekolah yang berstatus favorit, karena sistem zonasi ini
merupakan bentuk pertanggung jawaban negara dalam pemerataan keadilan di
bidang pendidikan sehingga setiap anak bisa mendapatkan hak yang sama dalam
bersekolah dan sama-sama berprestasi. Wahyuni (2018) mengatakah bahwa
Kemendikbud berpegangan pada prinsip pemerataan kualitas pendidikan, artinya
anak-anak Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk mengakses

pendidikan yang bermutu.

Menurut dirjen Hamid dalam siaran pers BKLM, mengatakan bahwa
apabila dalam satu zona kelebihan kuota, atau daya tampungnya tidak mencukupi,
maka Dinas Pendidikan wajib mencarikan sekolah. Jangan sampai membiarakan
anak dan orang tua merasa kesulitan karna tidak bisa bersekolah. Diharapkan
dengan adanya kebijakan sistem zonasi ini dapat menerima peserta didik yang
tidak berprestasi dapat melanjutkan pendidikan di sekolah yang terdekat dengan

domisilinya. Hasbullah, kabid pendidikan dasar pada Dinas Pendidikan



Kabupaten Pasuruan, mengatakan bahwa Dengan adanya Sistem zonasi ini dapat
menghidari parktik jual beli kursi siswa di sekolah favorit, sebab sering kali
orangtua memaksakan anaknya untuk masuk ke sekolah favorit dengan cara

pintas.

Kebijakan Sistem zonasi merupakan salah satu strategi percepatan
pemerataan pendidikan yang berkualitas (Wahyuni,2018). namun pada
kenyataanya sistem zonasi dalam PPDB terdapat berbagai masalah disejumlah
daerah, karena zona yang ditetapkan tidak sebanding dengan populasi peserta
didik. kebijakan sistem zonasi dalam PPDB ini diberlakukan di seluruh Indonesia
tanpa mempertimbangkan data yang cukup. Retno dalam Mediani pada
unggahannya di cnnindonesi, berpendapat bahwa adanya ketimpangan atau tidak
meratanya jumlah sekolah negeri di suatu wilayah mengakibatkan anak-anak di
wilayah yang tidak ada sekolah negeri terdekat akan kehilangan hak bersekolah di
sekolah negeri. tidak hanya itu saja, sistem zonasi juga menyebabkan calon
peserta didik yang berprestasi tidak dapat diterima di sekolah yang diinginkan
karena berdomisili jauh dari sekolah tersebut. Hal tersebut menyebabkan calon
peserta didik merasa kesulitan untuk masuk ke sekolah karena berada di zona
yang berbeda yang padat populasinya. Di sisi lain juga terdapat sekolah yang
mengutamakan nilai yang menyebabkan masyarakat protes karna merasa anaknya
tersisinkan dimana anak mereka tidak dapat bersaing dengan calon peserta didik

yang nilainya lebih tinggi (Andina,2017).



Tidak hanya itu saja dalam penerapan kebijakan sistem zonasi juga terdapat
beberapa kecurangan yang dilakukan oleh masyarakat, menurut Putsanra dalam
unggahannya di tirto.id yaitu masyarakat memalsukan surat keterangan tidak
mampu (SKTM), kecurangan ini di buat agar masyarakat dapat memenubhi kriteria
aturan PPDB sistem zonasi, dimana masyarakat yang menggunakan SKTM
memiliki kuota sebesar 20%. Hal tersebut sesuai dengan penyataan Muhadjir
Effendy dalam Pratama dari unggahannya di tribunnew.com, bahwa masih ada
kecurangan yang menyalahgunakan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari
orang tua siswa. hal tersebut menyebabkan ketidak adilan bagi peserta didik yang
benar-benar dari keluarga tidak mampu dan keluarga yang berpura-pura tidak
mampu. karena mereka yang tidak mampu lebih berhak diterima dan bersekolah

terdekat dengan domisilinya.

Berdasarkan Permendikbud No 14 Tahun 2018 Tentang PPDB pasal 16
yang berbunyi:

(1) dikatakan bahwa dalam menerapkan sistem zonasi PPDB, yaitu sekolah yang
diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik
yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit 90%
(Sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang
diterima.

(2) dijelaskan mengenai domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada
kartu keluarga (KK) yang diterbitkan 6 (enam) bulan sebelum pelaksanan
PPDB.

Kemudian dari total keseluruhan peseta didik yang diterima maka 10% nya
lagi diperbolehkan dapat menerima peserta didik berdasarkan 2 kriteria yaitu,

() jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari sekolah paling
banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang
diterima.

(b) jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili diluar zona terdekat dari
sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orangtua/wali



peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial, paling banyak 5% (lima
persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

Sementara berkaitan dengan radius zona terdekat disini ditetapkah oleh
Pemerintah Daerah yang sesuai dengan dengan kondisi di daerah masing-masing
berdasarkan.

@ keterbsediaan anak usia sekolah di daerah sesuai dengan kondisi di daerah
tersebut.

(b) jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-
masing sekolah.

Pembagian zona PPDB SMA 2018/2019 untuk siswa SMA di Kabupaten
Pasuruan terbagi menjadi lima zonasi PPDB. Adapun zonasi dalam PPDB

2018/2019 Kabupaten Pasuruan sebagai berikut:

Tabel. 2 Pembagian Zona PPDB SMA 2018/2019 Kabupaten Pasuruan

Zona | Kecamatan Nama sekolah
1 Bangil , Beji , Kraton , Rembang | SMA Negeri 1 Bangil
2 Gempol, Pandaan, Prigen SMA Negeri 1 Pandaan

3 Kejayan, Pohjentrek, Purwodadi, | SMA Negeri 1 Purwosari
Purwosari,  Sukorejo,  Tutur, | SMA Negeri 1 Kejayan
Wonorejo
4 Gondangwetan, Grati, Lekok, | SMA Negeri 1 Grati
Nguling, Paserepan, Puspo, | SMA Negeri Gondangwetan
Rejoso, Winongan
5 Lumbang, Tosari SMA Negeri 1 Tosari
SMA Negeri 1 Lumbang
Sumber : https://www.giriwidodo.com,2018

Pada tabel di atas di dapat di jelaskan bahwa zona di Kabupaten Pasuruan
terbagi menjadi 5 (lima) zona, zona itu merupakan perhitungan zonasi yang
ditetapkan oleh Dinas Pendidikan atas masukan dari cabang Dinas yang

dikelompokan berdasarkan kecamatan yang ada di kabupaten pasuruan.
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Sekolah SMA Negeri 1 Grati sendiri merupakan sekolah yang telah terpilih
oleh pemerintsah daerah untuk menerapkan sistem zonasi dalam PPDB ini,
karena sekolah SMA negeri 1 Grati ini termasuk sekolah favorit di kalangan
bagian timur Kabupaten Pasuruan, seperti yang dikatakan oleh Ibu Yuli sebagai
guru di SMA Negeri 1 Grati yang mengatakan bahwa untuk wilayah timur
memang sekolah SMA Negeri 1 Grati ini terkenal favorit dan masih diatasnya
kejayan dan gondangwetan hanya saja kalau di bandingakan bagian wilayah barat
itu berbeda. Sekolah SMA Negeri 1 Grati juga mempunyai prestasi yang tinggi
seperti pada tahun 2018 terdapat peserta didik yang memenangkan juara tingkat
dunia yaitu juara 11 dalam 2" Phase of Southeast Asia Creative Camp Multimdia
Augmented reality Stem (SEA Creative Cam 2018).

(https://www.pasuruankab.go.id)
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Berikut jumlah rombel (rombongan belajar) di SMA Negeri 1 Grati tahun
2016-2018 .

Tabel. 3 Rombongan Belajar SMA Negeri 1 Grati

Tahun | Jumlah | Jumlah | Jurusan/program Jumlah | Jumlah
rombel | peserta | peminatan rombel peserta
didik per didik  per
jurusan | jurusan
[Imu Budaya dan
Bahasa (1BB) ! 27
11 Matematika dan lmu
2016 kelas 393 Pengethauan  Alam 5 193
(MIPA)
Ilmu-1lmu Sosial (11S) 5 173
llmu Budaya dan
Bahasa (I1BB) . 31
11 Matematika dan llimu
2017 kelas 366 Pengethauan Alam 5 172
(MIPA)
Hmu-1lmu Sosial (11S) 5 163
llmu  Budaya dan
Bahasa (IBB) 1 33
11 Matematika dan llimu
2018 kelas 388 Pengethauan Alam 5 178
(MIPA)
Ilmu-Ilmu Sosial (11S) 5 172

Sumber : Dokumen SMA Negeri 1 Grati
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa sebelum SMA Negeri 1 Grati
Menerapkan sistem zonasi dalam PPDB jumlah siswa sebanyak 393 pada tahun
2016, kemudia di tahun 2017 SMA Negeri 1 Grati menerapkan sistem zonasi
dalam PPDB yang membuat penurunan jumlah siswa yaitu sebanyak 366,

kemudian jumlah siswa meningkat sebanyak 388 di tahun 2018.
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Berdasarkan paparan yang telah diuraikan dia atas, maka penulis tertarik
untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Permendikbud) Nomor
14 Tahun 2018 Tentang Siatem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik

Baru (Studi pada SMA Negeri 1 Grati Kabupaten Pasuruan)”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian permasalahan yang ada di latar belakang, maka rumusan
masalah yang akan di angkat sebagai berikut:
1. Bagaimana implementasi Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018
tentang sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru.?
2. Apa saja faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam
pelaksanaan penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi?
C. Tujuan
Sesuai rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya , maka tujuan di
adakannya penelitian ini adalah:

1. untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Permendikbud
Nomor 14 Tahun 2018 tentang sistem zonasi dalam penerimaan peserta
didik baru.

2. untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor apa saja yang menjadi
pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan penerimaan peserta

didik baru melalui sistem zonasi.
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D. Kontribusi penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa kontribusi

secara :
1. Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan teori tambahan
dan informasi sehingga menambah pengetahuan pembaca dalam hal tema
yang berkaitan.
2. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pustaka di bidang pendidikan

yang dapat memberikan bahan dan masukan serta referensi bagi peneliti

selanjutnya dengan permasalahan dan tema yang sama.

E. Sistematika Penulisan

Dengan maksud agar dalam penyusunan laporan penelitian nanti lebih

sistematis dan terfokus pada satu pemikiran, maka peneliti menyajikan

sistematika pembahasan sebagai gambaran umum penulisan laporan penelitian

sebagai berikut: Pertama adalah bagian formalitas yang meliputi halaman sampul,

daftar isi.

BAB |

: PENDAHULUAN

Bab ini dijelaskan mengenai latar belakang yang berkaitan
dengan tema yang akan di angkat oleh peneliti dan yang akan
dicapai serta didapat melalui penelitian, perumusan yang
dijabarkan, tujuan yang diharapkan, kontribusi yang akan

diperoleh dari hasil penelitian, serta sistematika penulisan dari
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penelitian sehingga dapat dengan mudah pembaca dalam

memahami penelitian ini.

: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan definisi dan uraian teori teori yang
berkaitan dengan tema utama dari penelitian yang dilakukan.
Teori-teori dalam tinjauan pustaka digunakan sebagai landasan
atas pemecahan masalah yang akan di angkat oleh peneliti, teori-
teori yang mendukung penelitian yaitu : administrasi pendidikan,
kebijakan pendidikan, implementasi kebijakan pendidikan,
penerimaan peserta didik baru, sistem penerimaan peserta didik
baru, dan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru.
METODE PENELITIAN

Bab ini mengruraikan tentang bagaimana penelitian ini
dilakukan yang mencangkup jenis penelitian, fokus penelitian,
lokasi dan situs penelitian yang akan dijadikan sebagai objek
penelitian, sumber data dan jenis data yang digunakan, teknik
pengumpulan data yang digunakan sebagai alat untuk
mendapatkan informasi data, instrument penelitian, keabsahan
data, dan analisis data yang dapat mempermudah dalam proses

penyusunan penelitian ini.
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BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB V

Bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian
khususnya sekolah SMA Negeri 1 Grati serta penyajian data yang
bersumber dari hasil penelitian. penyajian dan pembahasan pada
bagian ini bersumber dari rumusan masalah dan fokus penelitian,
kemudian di analisis dan diintrerprestasikan sehingga pembahasan

dapat dengan mudah dipahami bagai pembaca.

: KESIMPULAN

Bab ini merupakan kesimpulan serta saran yang menjadi bab
akhir dari penelitian ini, kesimpulan pada bagian ini menjadi
kesimpulan akhir yang berisi pemikiran, pendapat serta solusi atas
penelitian yang dilakukan. Saran dan hasil penulisan ini
diharapakan dapat bermanfaat bagi pihak yang terkait dalam

penelitian ini.
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TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Pendidikan

1.

Pengertian Administrasi

Istilah administrasi berawal dari kata latin “ad +ministrate” yang
mempunyai pengertian dalam Bahasa Indonesia membantu, melayani, dan
atau memenuhi (kata sifatanya administrarivus, dan kata bendanya
administration). Adminsitrasi merupakan sasaran pemikiran manusia
untuk menggerakkan berbagai aktivitas dengan menggunakan sumber-
sumber kekuatan organisasi. Karna efesien, efektif dan produktivitas
organisasi yang mencapai tingkat setinggi-tingginya merupakan tujuan
utaman administrasi (Makmur,2012: 60)

Administrasi merupakan proses kenseluruhan yang melibatkan
semua pihak yang mewujudkan cita-cita bersama. Dikatakan Waldo
(1955) dalam Ali (2015: 187) mengatakan bahwa konsep awal
Administrasi merupakan kerja sama manusia yang di dasarkan atas
pertimbangan rasional guna mencapai tujuan secara bersama.

The Liang Gie yang dikutip Darmadi dan Sudikin (2009) dalam
Aiska, (2017:46), administrasi adalah segenap rangkaian perbuatan
penyelengaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk

mencapai tujuan tertentu. Manusia memiliki potensi secara rasional dapat
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membentuk hubungan kerja sama antara sesamanya ketika tujuan yang
hendak mereka capai memiliki kesamaan.

Manusia adalah mahluk yang paling istimewa dari seluruh ciptaan
maha pencipta, manusia memiliki kelebihan yang perlu dibanggakan dari
ciptaan lainnya yaitu mempunyai akal atau pikiran yang dapat mengontrol
dalam melakukan suatu tindakan. Dalam Kegiatan manusia mencangkup
seluruh aspek usaha pencapaian tujuan hidup. Pencapaian tujuan hidup
setiap manusia sangat penting, akan tetapi cara pencapaian tujuan tersebut
tidak boleh bertentangan dengan martabat dan harga diri manusia. oleh
sebab itu manusia sebagai pelaku administrasi yang harus mempunyai pola
pikir dan wawasan yang luas dari berbagai aspek kehidupan, serta
ketepatan dalam menentukan strategi untuk mencapai tujuan yang telah di
tentukan.

Administrasi merupakan satu pilihan dimana keputusan-keputusan
dalam pencapaian tujuan dari berbagai bidang kehidupan akan dapat
terlaksana secara efesien dan ekonomis. Menurut Sergiovanni dan Carver
(1975) dalam Daryanto (2014: 17) menyebutkan ada empat tujuan
administrasi  yaitu; efektivitas produksi, efesiensi, kemampuan
menyesuaikan diri (adaptiveness), dan kepuasan kerja. Dalam melakukan
kegiatan administrasi yang ditentukan oleh proses manusiawi, pada
hakikatnya tergantung pada hubungan insani dengan perilaku dari

pelakunya itu sendiri.
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Adminsistrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua
orang atau lebih yang di dasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai
tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Siagian,2003: 2).

Terdapat beberapa hal yang terkandung dalam administrasi yaitu :

a. Administrasi sebagai seni adalah suatu proses yang diketahui
hanya permulaanya sedang akhirnya tidak diketahui

b. Administrasi mempunyai unsur-unsur terntentu, yaitu adanya dua
manusia atau lebih, adanya tujuan yang hendak dicapai, adanya
tugas atau tugas-tugas yang harus dilaksanakan, adanya peralatan
dan perlengkapan untuk melaksanakan tugas-tugas itu. Ke dalam
golongan peralatan dan perlengkapan termasuk pula waktu,
tempat, peralatan materi serta saranan lainya.

c. Administrasi sebagai proses kerja sama. Proses adalah sesuatu
yang permulaannya diketahui akan tetapi akhirnya tidak
diketahui.

Pengertian Pendidikan

Secara bahasa (etimologis) pendidikan berasal dari kata yunani
“educare” yang berarti membawa keluar yang tersimpan, untuk dituntut
agar tumbuh dan berkembang. Dalam Bahasa Arab dikenal dengan istilah
“tarbiyah” berasal dari kata “raba-yarbu” yang berarti mengembang,
tumbuh. Seperti satu benih yang menumbuhkan tunas dan kembagnya,
makin mengeras dan kokoh batangnya hingga mengagumkan bagi banyak

petani.
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Secara umum, pendidikan sesungguhnya dapat dipahami dalam dua
pengertian yaitu secara luas-tidak terbatas dan secara sempit terbatas.
Pendidikan secara luas adalah hidup. Pendidikan segala pengalaman
belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup.
Sementara menurut Mudyahardjo (2002:3) pendidikan adalah segala
situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan individu. pengertian ini
menyiratkan bahwa pendidikan telah dimulai sejak manusia berada di
muka bumi, atau bahkan sejak dalam kandungan. Umur pendidikan sama
tuanya dengan kehidupan manusia. Maka pendidikan pada pengertian luas
ini adalah berlangsung seumur hidup dalam setiap saat selama ada
pengaruh lingkungan. Lingkungan pendidikannya berlangsung dalam
segala lingkungan hidup, baik yang khusus diciptakan untuk kepentingan
pendidikan maupun yang ada dengan sendirinya. Maka pendidikan
mengembalikan jati diri manusia sesungguhnya sebagai manusia yang
merdeka, berhak untuk hidup, tidak ditindas, tidak diperlakukan secara
sewenang-wenang (Yamin ,2013:131)

Pengertian secara sempit atau sederhana adalah persekolahan.
Pendidikan adalah pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai
lembaga pendidikan formal. Pendidikan adalah segala pengaruh yang
diupayakan sekolah terhadap anak dan remaja yang diserahkan kepadanya
agar mempunyai kemampuan yang sempurna dan kesadaran penuh
terhadap hubungan-hubungan dan tugas sosial (ibid:6). sementara menurut

Hasbullah (2005:1) yang mengartikan pendidikan sebagai usaha manusia
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untuk membina kepribadianya sesuai dengan nilai-nilai di dalam
masyarakat dan kebudayaan.

Pengertian pendidikan secara sempit ini mempunyai Kkarateristik
tententu, yaitu masa pendidikan. Pendidikan berlangsung dalam waktu
yang terbatas yaitu masa anak dan remaja. Jenjang pendidikan, yaitu pra-
sekolah, sekolah dasar, menengah, atas dan pendidikan, tinggi. Pendidikan
berlangsung dalam lingkungan pendidikan yang diciptakan khusus untuk
menyelenggarakan pendidikan. Secara teknis, pendidikan dilaksanakan di
kelas. Bentuk kegiatan atau isi pendidikan tersusun secara terprogram
dalam bentuk kurikulum. Kegitan pendidikan teratur, terjadwal, dan
terdapat guru-guru mata pelajaran yang mempunyai peranan sentral dalam
proses pendidikan.

Menurut UU No 20 tahun 2003, menjelaskan bahwa:

“pendidikan adalah usaha secara sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik
secara aktif mengembangkan potensi dirinya unutk memiliki kekuatan
spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak
mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan
negara.”

Sedangkan secara umum pengertian pendidikan menurut Rohman &
Amri (2012: 13) pendidikan memilki 3 ciri-ciri yaitu:

a. Pendiidkan mengandung tujuan vyaitu kemampuan untuk

berkembang sehingga bermanfaat bagi kepentingan hidup.

b. Kegiatan pendidikan dilakukan untuk mengembangkan potensi

peserta didik melalui proses pembelajaran.
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c. Kegiatan pendidikan dilakukan dalam lingkungan keluarga,

institusi sekolah dan masyarakat (formal dan nonformal).

Sementara menurut Ary H. Gunawan dalam Yamin (2013: 2)
berpendapat bahwa pedidikan dapat diartikan sebagai proses sosialisasi,

yaitu sosialisasi nilai, pengetahuan, sikap dan keterampilan.

Pendidikan harus diorientasikan pada pembangunan yang
berwawasan kemanusiaan yang menekankan pada perhatian terhadap
individu manusia secara utuh, tidak hanya terbatas pada dimensi
psikologis, motorik atau pengetahuannya saja namun pada keutuhan
antropologis anak didik sebagai manusia dalam arti sebagai pribadi dengan
segala karateristik fisik dan psikisnya serta karakter sosial budaya (Djohar

dalam Yamin ,2013: 203).

Menurut Ki Hadjar dalam Yamin (2013:195) menyampaikan bahwa
pendidikan yang menghargai perbedaan dan keberadaan budaya perlu
ditingkatkan  dengan sedemikian  progresif.  Seluruh  lembaga
penyelenggara pendidikan dan satuan pendidikan mulai tingkat dasar
hingga tingkat tinggi pun harus menghormati segala perbedaan yang ada
di setiap lokalitas-lokalitas tertentu sebab itulah pendidikan sejati dan
sesungguhnya. Bukan lagi harus menutupi segala perbedaan dan
keberadaan tersebut untuk dihadirkan atau menyeragamkan segala materi

pendidikan dari pusat.
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Pengertian Administrasi Pendidikan

Administrasi  Pendidikan merupakan ilmu yang membahas
pendidikan dari sudut pandang kerjasama dalam proses mencapai tujuan
pendidikan. Semua proses usaha kerjasama dalam mencapai tujuan
pendidikan dilakukan dengan melibatkan semua aspek yang dipandang
perlu dan positif dalam usaha untuk mencapai tujuan. Seperti yang
dikatakan oleh M. Ngalim Purwanto dalam Rohman dan Amri (2012: 283)
bahwa administrasi pendidikan adalah segenap proses pengarahan
pengintegrasian material yang bersangkut-paut dengan pencapaian tujuan

pendidikan.

Sedangkan menurut Depdikbud RI dalam Rohman dan Amri (2012:
283-284), menjelaskan administrasi pendidikan adalah suatu proses
kegiatan bersama dalam bidang pendidikan yang meliputi perencanaan,
pengorganisasian,  pengarahan,  pengawasan,  pengkoordinasian,
pembiayaan dan pelaporan dengan menggunakan atau memanfaatkan
material yang tersedia baik personil, material maupun spiritual untuk

mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efesien.

Sejalan dengan yang di jelaskan oleh Satori (1980) dalam Mahidin
(2017) mengatakan bahwa administrasi pendidikan sebagai keseluruhan
proses kerjasama dengan memanfaatkan semua sumber personil dan
materil yang tersedia dan sesuai untuk mencapai tujuan pendidikan yang

telah ditetapkan secara efektif dan efesien.
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Kemudian menurut Sutisna (1989) dalam Mahidin (2017)
menyatakan bahwa administrasi pendidikan hadir dalam tiga bidang
perhatian dan kepentingan yaitu: (1) setting administrasi pendidikan
(geografi, demograpi, ekonomi, ideology, kebudayaan, dan
pembangunan); (2) pendidikan (bidang garapan administrasi); (3)
substansi administrasi pendidikan (tugas-tugasnya, prosesnya, asas-
asasnya, dan perilaku administrasi), hal ini makin memperkuat bahwa
adminstrasi pendidikan mempunyai bidang dengan cakupan luas yang
saling berkaitan, sehingga pemahaman tentangnya memerlukan wawasan
yang luas serta antisipatif terhadap berbagai perubahan yang terjadi di
masyarakat sampai pendalaman dari segi perkembangan teori dalam hal
adminsitrasi. Oleh karena itu Administrasi sangat diperlukan bagi
kelangsungan proses belajar mengajar dalam dunia pendidikan (Rohman

& Amri,2012:278)

Selanjutnya menurut Daryanto (2014:12) mengatakan bahwa
administrasi pendidikan adalah tindakan mengkoordinasikan perilaku
manusia dalam pendidikan, agar sumber daya yang ada dapat ditata sebaik

mungkin sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara produktif.

a. Dasar dan Prinsip Administrasi Pendidikan
Terdapat beberapa dasar yang perlu diperhatikan agar
administrator dapat mencapai kesuksesan dalam tugasnya, yaitu

sebagai berikut:
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Prinsip efesiensi, administrator akan berhasil dalam
tugasnya apabila dapat menggunakan semua sumber,
tenaga, dana, dan saranan prasarana yang ada secara
efesien.

Prinsip pengelolaan, administrator akan memperoleh
hasil yang paling efektif dan efesien melalui orang lain
dengan jalan melakukan pekerjaan manajemen, yakni
merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan,
mengontrol serta melakukan pengawasan.

Prinsip  pengutamaan tugas pengelolaan, bila
diharuskan untuk memilih pekerjaan manajemen dan
pekerjaan operatif dalam waktu yang sama, seorang
administrator cenderung lebih memprioritaskan pada
pekerjaan operatif. Namun seharusnya adiministrator
tidak sebaiknya menfokuskan perhatian pada pekerjaan
operatif saja, karena apabila hanya mengerjakan tugas
operatif saja, maka pekerjaan pokonya akan
terbengkalai.

Prinsip  kepemimpinan yang efektif, seorang
administrator akan berhasil dalam tugasnya apabila ia
memiliki gaya kepemimpinan yang efektif, yakni
memperhatikan hubungan antara manusia, pelaksanaan

tugas serta memperhatikan situasi dan kondisi yang
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ada. Adapun tentang gaya kepemimpinan yang efektif
yaitu kemampuan memelihara hubungan baik dengan
bawahannya. Di samping itu ia juga harus
memperhatikan pembagian dan penyelesaian tugas
bagi setiap anggota yang sesuai dengan jenis
pekerjaanya.

Prinsip kerja sama, administrator akan berhasil baik
dalam tugasnya bila ia mampu mngembangkan
kerjasama antara seluruh anggota baik secara

horizontal maupun vertical.

b. Ruang Lingkup Administrasi Pendidikan

Ruang lingkup dalam administrasi pendidikan dapat

dikelompokan dalam bidang-bidang. Rohman & Amri (2012:

282) sebagai berikut:

1)

)

Bidang administrasi material, yaitu kegiatan
administrasi yang behubungan dengan bidang-bidang
materi/benda-benda seperti; ketatausahaan sekolah,
adminitrasi keuangan, sarana dan prasarana, dan lain-
lain.

Bidang administrasi personal, yang berkaitan dengan
administrasi personal guru dan pegawai sekolah, dan

juga administrasi peserta didik.
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Bidang administrasi kurikulum, yang mencangkup di
dalamnya  mengenai  pelaksanaan  kurikulum,
pembinaan kurikulum, penyusunan silabus, pesiapan

harian dan sebagainya.

Ruang lingkup administrasi pendidikan itu meliputi segala

hal yang berkaitan dan berhubungan dengan pelaksanaan

kegiatan/ usaha pendidikan yang mencangkup pengaturan, proses

belajar-mengajar, kesiswaan, personalia, peralatan pengajaran,

sarana dan prasarana, keuangan serta hubungan masyarakat atau

humas, semua merupakan proses yang diharapkan dapat berjalan

secara teratur dan tertib untuk bisa mencapai tujuan pendidikan.

. Fungsi dan Tujuan Administrasi Pendidikan

Adminitrasi pendidikan tersebut juga mempunyai beberapa

fungsi sebagai berikut :

1)

)

Fungsi perencanaan merupakan sejumlah kegiatan
yang ditentukan sebelumya untuk dilaksanakan pada
sumber periode tertentu guna mencapai tujuan yang
telah ditetapkan.

Fungsi pengorganisasia, merupakan proses penentuan
pekerjaan yang harus dilakukan pengelompokan tugas-
tugas dan membagi-bagikan pekerjaan kepada setiap

personalia
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(3) Fungsi pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan
anggota kelompok sedemikian rupa sehingga mereka
berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran
organisasi dan sasaran anggota organisasi.

(4) Fungsi pengawasan merupakan proses pemantauan,
penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian
tujuan yang telah ditentukan.

Apabila administrasi pendidikan ini bejalan dengan baik,

maka akan lebih mudah untuk mencapai tujuan pendidikan.
Tujuan administrasi pada umumnya adalah agar semua kegiatan
mendukung tercapainya tujuan pendidikan atau dengan kata lain
administrasi yang digunakan dalam dunia pendidikan dilakukan
untuk mencapai tujuan pendidikan.

B. Kebijakan Pendidikan
Kebijakan (policy) secara estimologi (asal kata) diturunkan dari Bahasa
yunani, yaitu “polis” yang artinya kota (city). Dapat ditambahkan kebijakan
mengacu pada cara-cara dari semua bagian pemerintah mengarahkan untuk
mengelola kegiatan mereka. Dalam hal ini berkaitan dengan seperangkat
tujuan, prinsip serta peratura-peraturan yang membingbing suatu organisasi

(Syafaruddin, 2008: 76)
Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang dimaksud untuk
mempengaruhi perilaku kelompok sasaran tertentu agar melakukan tindakan

terarah pada pencapaina tujuan kebijakan (Siagian, 2003:72). Pada prinsipnya
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kebijakan tidak terlepas dari keterlibatan seluruh elemen yang ada baik itu
masyarakat sebagai bagian yang terikat dalam hasil putusan kebijakan sampai
pada tahap pemerintah sebagai badan pembuat kebijakan tersebut. Keberadaan
kebijakan begitu penting dalam suatu organisasi karena itu sebagai pedoman
perilaku dalam berbagai aktivitas strategis untuk mencapai tujuan. Kebijakan
adalah keputusan pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh
anggota masyarakat (Abidin, 2006 dalam Syafaruddin ,2008: 79).

Kebijakan juga dapat merupakan ketentuan-kententuan yang harus
dijadikan acuan, pedoman, pegangan, dan petunjuk serta cara bagi setiap usaha
dan kegiatan sehingga tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam
mencapai tujuan tententu (Siagian, 2003:72).Suatu kebijakan diperoleh melalui
proses pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan adalah terlihat sebagali
sejumlah proses dari semua bagian yang berhubungan yang berupa keputusan
yang substansinya adalah tujuan , prinsip dan aturan-aturan. Kebijakan
pendidikan adalah kebijakan publik di bidang pendidikan. Ensiklopedia
menyebutkan bahwa kebijakan pendidikan berkenaan dengan kumpulan
hukum atau aturan yang mengatur pelaksanaan sistem pendidikan, yang
tercakup didalamnya tujuan pendidikan dan bagaimana mencapai tujuan
tersebut (Nugroho ,2008:36) dalam Wibowo, 2017). Kebijakan pendidikan
dapat diartiakan sebagai suatu keputusan yang diambil antara pemerintah
dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi untuk
dilaksanakan atau tidak dilaksanakan pada bidang pendidikan bagi seluruh

warga masyarakat (Munadi dan Banawi ,2011:19)
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Menurut Mulyasana (2015:200) Kebijakan pendidikan merupakan suatu
proyeksi, pilihan, dan sekaligus kewenangan untuk menetapkan dan
melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang terkait dengan pengaturan dan
pelaksanaan tujuan, program, mekanisme, evaluasi dan pengembangan dalam
instansi pendidikan.

Kebijakan pendidikan merupakan hal yang sangat penting melihat
pendidikan merupakan unsur dasar dalam membentuk negara yang maju.
Semakin baik kualitas pendidikan masyarakat, maka semakin maju suatu
negara. Tidak hanya itu, pendidikan juga sangat dibutuhkan untuk
meningkatkan kualitas hidup masyarakat supaya dapat bersaing dengan SDM
yang lain. Maka dari itu suatu negara dituntut untuk menyesuaikan segala
kebijakan pendidikan yang dapat menjaga keutuhan dan keseimbangan
pembangunan nasional tanpa menghilangkan jati diri suatu bangsa.

Menurut Alisyahbana (2000) dalam Munadi dan Banawi (2011 :19)
kebijakan di bidang pendidikan meliputi anggaran pendidikan, kurikulum
pendidikan, rekruitmen tenaga kependidikan, pengembangan profesional staf,
tanah dan bangunan, pengelolaan sumber daya, dan juga kebijakan lain yang
bersentuhan langsung maupun tidak langsung atas pendidikan.

Menurut Hasbulah (2015: 47) bahwa kebijakan pendidikan terdapat 2
cakupan yaitu:

a. Kebijakan pendidikan di tingkat pusat, yaitu kebijakan pendidikan

yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah di tingkat pusat dan

mempunyai ruang lingkup nasional. Karena ruang lingkup
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cakupannya nasional, maka kebijakan ini akan berlaku di semua
wilayah NKRI.

b. Kebijakan pendidikan di tingkat daerah, yaitu kebijakan pendidikan
yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah di tingkat daerah dan
mempunyai ruang lingkup daerah.karena ruang cakupanya berada di
tingkat daerah, maka hanya berlaku pada daerah yang mengelurkan
kebijakan tersebut.

Menetapkan kebijakan di bidang pendidikan , Winarno maupun Dunn
(2003) dalam Munadi dan Banawi (2011 :19) menyatakan bahwa pembuatan
kebijakan pendidikan dilalui lima tahap, yaitu: Penyususnan agenda , formulasi
kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan Penilaian kebijakan.
Kelima tahap tersebut juga harus memperhatikan ketiga faktor lain yakni,
pemerintah sebagai pembuat kebijakan, aktor diluar pemerintah sebagai
kelompok kepentingan dan penekanan, juga faktor lingkungan yang dapat
mempengaruhi suatu kebijakan.

Kebijakan di bidang pendidikan telah diatur oleh pemerintah melalui
perarturan perundang-undangan. Kebijakan tersebut dapat dirumuskan oleh
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Umunya, kebijakan pendidikan
yang diatur oleh pemerintah pusat merupakan kebijakan-kebijakan yang secara
luas mengatur bidang pendidikan bagi seluruh masyarakat di Indonesia.
Sedangkan kebijakan pendidikan yang diatur oleh pemerintahan daerah lebih
menfokuskan aspek-aspek pendidikan di daerah masing-masing untuk

meningkatkan pendidikan masyarakat setempat.
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Kebijakan pendidikan menurut Devine (2007) dalam Hasbullah
(2015:60) memiliki 4 (empat) dimensi pokok yaitu:

1. Dimensi normatif, yang terdiri atas nilai, standart, dan filsafat.
Dimensi ini memaksa masyarakat untuk melakukan peningkatan dan
peubahan melalui kebijakan pendidikan.

2. Dimensi  struktural, berkaitan dengan ukuran pemerintah
(desentralisasi, sentralisasi, federal, atau bentuk lain), dan satu
struktur organisasi, metode, dan prosedur yang menegaskan dan
mendukung kebijakan bidang pendidikan.

3. Dimensi konstitutif, terdiri dari individu, kelompok kepentingan, dan
penerimaan yang menggunakan kekuatan untuk memengaruhi proses
pembuatan kebijakan.

4. Dimensi teknis, yang menggabungkan pengembangan, praktek,

implementasi, dan penilaian dari perbuatan kebijakan pendidikan.

Pengelolaan kebijakan dan program disesuaikan serta harus sejalan
dengan kebutuhan stakeholders, terutama para pengguna jasa pendidikan yang
terlibat. Serta disesuaikan dengan tuntutan perubahan, dan tangtangan masa
depa, untuk itu mengenai kebijakan-kebijakan umum dan kebijakan khusus
yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berkaitan dengan sistem tata kelola
pendidikan, mekanisme, sistem nilai dan lainya yang diperkirakan berpengaruh
besar terhadap pengelolaan dan eksitensi pendidikan yang dikelolanya. Begitu

pentingnya keberadaan kebijakan dalam pendidikan karena dapat dijadikan
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sebagai pedoman perilaku dalam bertindak, mengarahkan berbagai aktivitas

strategis untuk mencapai tujuan pendidikan.

Kebijakan pendidikan bertujuan mensejahterakan masyarakat yang
merupakan pelanggan pendidikan. Oleh karena itu, pelayanan pendidikan
menurut Sinambela ddk (2008) dalam  Naibaho (2018: 19-20) harus

memberikan kualitas pelayanan prima yang tercermin dari :

a. Transparansi, yaitu pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat
diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara
memadai serta mudah dimengerti.

b. Akuntabilitas, yaitu pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

c. Kondisional, yaitu pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan
kemampuan pemberian dan peneriman pelayanan dengan tetap
berpegang pada prinsip efesiensi dan efektivitas

d. Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta
masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang
memperhatikan aspirasi kebutuhan, dan harapan masyarakat.

e. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi
dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan,
status sosial, dan lain-lain.

f. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang
mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima

pelayanan publik.



33

Kebijakan pendidikan tidak ditentukan secara sepihak oleh para
pengambil keputusan manajerial, tapi harus dibicarakan secara terbuka dengan
seluruh aparat/sumber daya manusia yang terlibat dalam lembaga/perusahaan
itu. Dalam dunia yang semakin bebas dan terbuka, pengembangan sistem
kebijakan harus ditata secara demokratis dengan memperhatikan unsur-unsur
hak asasi manusia. Kebijakan yang dibuat oleh organisasi/lembaga pendidikan
harus mampu memberikan jaminan kepastian hukum, keadilan, dan nilai guna.
Maka dalam pembuatan kebijakan pendidikan tidak hanya direncanakan dan
dikelola oleh pembuat kebijakan pendidikan saja melainkan membutuhkan

partisipasi semua kelompok sosial.

Aspek-aspek yang tercakup dalam kebijakan pendidikan menurut Tilaar
& Nugroho yang dikutip oleh Rohman (2009:120) dalam Wibowo (2017)

sebagai berikut:

a. Kebijakan pendidikan merupakan suatu keseluruhan mengenai
hakikat manusia sebagai makhluk yang menjadikan manusia dalam
lingkungan kemanusiaan. Kebijakan pendidikan merupakan
penjabaran dari visi dan misi dari pendidikan dalam masyarakat
tertentu.

b. Kebijakan pendidikan dilahirkan dari ilmu pendididkan sebagai ilmu
praktis yaitu kesatuan antara teori dan praktik pendidikan. Kebijakan
pendidikan meliputi proses analisisi kebijakan, perumusan kebijakan,

pelaksanaan dan evaluasi.
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c. Kebijakan pendidikan haruslah mempunyai validitas dalam

perkembangan pribadi serta masyarakat yang memiliki pendidikan
itu. Bagi perkembangan individu, validitas kebijakan pendidikan
dalam pengembangan pribadinya.

. Keterbukaan (openness). Proses pendidikan sebagai proses
pemanusiaan terjadi dalam interaksi sosial. Hal ini berarti bahwa
pendidikan itu merupakan milik masyarakat. Apabila pendidikan itu
merupakan milik masyarakat maka suara masyarakat dalam berbagai
tingkat perumusan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pendidikan
perlu mendengarkan suara atau saran-saran dari masyarakat.

. Kebijakan pendidikan di dukung oleh riset dan pengembangan. Suatu
kebijakan pendidikan bukanlah suatu yang abstrak tetapi yang dapat
diimplementasikan. Kebijakan pendidikan merupakan pilihan dari
berbagai alternative kebijakan sehingga perlu dilihat output dari
kebijakan tersebut dalam praktik.

. Analisa kebijakan sebagaimana pula dengan jenis kebijakan seperti
kebijakan ekonomi, kebijakan pertahanan nasional dan semua jenis
kebijakan dalam kebijakan publik memerlukan analisis kebijakan.

. Kebijakan pendidikan pertama-tama diajukan kepada kebutuhan
peserta didik. Kebijakan pendidikan seharusnya diarahkan pada
terbentuknya para intelektual organisasi yang menjadi agen-agen

pembaruan dalam masyarakat bangsanya.



35

h. Kebijakan pendidikan diarahkan pada terbentuknya masyarakat
demokratis, peserta didik akan berdiri sendiri dan mengembangkan
pribadinya sebagai pribadi yang kreatif pendukung dan pelaku dalam
perubahan  masyarakatnya. Kebijakan pendidikan haruslah
menfasilitasi dialog dan interaksi dari peserta didik dan pendidik,
pserta didik dengan masyarakat, peserta didik dengan negaranya dan
pada akhirnya peserta didik dengan kemanusiaan global.

I. Kebijakan pendidikan berkaitan dengan penjabaran misi pendidikan
dalam pencapaian tujuan-tujuan tertentu. Apabila visi pendidikan
mencangkup rumusan-rumusan yang abstrak. Maka misi pendidikan
lebih terarah pada pencapaian tujuan-tujuan pendidikan yang
kongkret. Kebijakan pendidikan merupakan hal yang dinamis yang
terus menerus berubah namun terarah dengan jelas.

J. Kebijakan pendidikan harus berdasarkan efesiensi. Kebijakan
pendidikan bukan semata-mata berupa rumusan verbal mengenai
tingkah laku dalam pelaksanaan praksis pendidikan. Kebijakan
pendidikan harus dilaksanakan dalam masyarakat, lembaga-lembaga
pendidikan. Kebijakan pendidikan yang baik adalah kebijakan
pendidikan yang memperhitungkan kemampuan di lapangan, oleh
sebab itu  pertimbangan-pertimbangan kemampuan tenaga,
tersedianya dana, pelaksanaan yang bertahap serta di dukung oleh
kemampuan riset dan pengembangan merupakan syarat-syarat bagi

kebijakan pendidikan yang efesien.
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k. Kebijakan pendidikan bukan berdasarkan pada kekuasaan tetapi
kepada kebutuhan peserta didik. Telah kita lihat bahwa pendidikan
sangat erat dengan kekuasaan. Menyadari hal ini sebaliknya
kekuasaan itu diarahakan bukan untuk menguasai peserta didik tetapi
kekuasaan untuk menfasiliatsi dalam pengembangan kemerdekaan
peserta didik. Kekuasaan dalam konteks masyarakat demokratis
bukannya untuk menguasai peserta didik, tetapi kekuasan
menfasilitasi tumbuh kembang peserta didik sebagai anggota
masyarakat yang kreatif dan produktif.

I. Kebijakan pendidikan bukan berdasarkan intuitif atau kebijakan yang
irasional. Kebijakan pendidikan merupakan hasil olahan rasional dari
berbagai alternatif dengan mengambil keputusan yang diaggap paling
efesien dan efektif dengan mempertimbangkan berbagai jenis resiko
serta jalan keluar bagi pemecahannya. Kebijakan pendidikan yang
intuitif akan tepat arah namun tidak efesien dan tidak jelas arah
sehingga melahirkan pemborosan-pemborosan. Selain itu kebijakan
intuitif tidak perlu ditopang oleh riset dan pengembangannya.
Veritifikasi terhadap kebijakan pendidikan intuitif akan sulit
dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu sehingga bersifat sangat
tidak efesien. Kebiajkan intuitif akan menjadi peserta didik sebagai
kelinci percobaan.

m. Kejelasan tujuan akan melahirkan kebijakan pendidikan yang tepat.

Kebijakan pendidikan yang kurang jelas arahnya akan mengorbankan
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kepentingan peserta didik. Seperti yang telah dijelaskan, proses
pendidikan adalah proses yang menghormati kebebasan peserta didik
bukanlah objek dari suatu projek pendidikan tetapi subjek dengan nilai
moralnya.
C. Implementasi Kebijakan pendidikan
Upaya melihat sejauh mana efektifitas sebuah konsep kebijakan yang
ditetapkan, maka diperlukan implementasi kebijakan. Implementasi diartikan
sebagai interaksi antara penyusunan tujuan dengan sasaran-sasaran tindakan
dalam mencapai tujuan tersebut, atau kemampuan untuk menghubungkan
dalam hubungan kasual antara yang diinginkan dengan cara untuk
mencapainya (Tangkilisan ,2003) dalam Naibaho, 2018:11). Implementasi
merupakan langkah lanjut setelah kebijakan dirumuskan (Hasbullah, 2015: 51).
Implementasi kebijakan dijabarkan dalam produk-produk hukum atau intruksi-
intruksi lainya yang bertujuan mengatasi masalah-masalah yang dihadapi.
Implementasi kebijakan adalah serangkaian aktivitas dan keputusan yang
memudahkan pernyataan kebijakan dalam formulasi terwujud ke dalam praktik
organisasi (Putt dan Springer,1989) dalam Syafaruddin, 2008:87).
Implementasi kebijakan seperti yang dikemukana oleh Sanusi dalam
Hasbullah (2015:93), merupakan proses menjalankan, menyelenggarakan dan
mengupayakan alternatif yang telah diputuskan berdasarkan hukum yang
berlaku.
Implmentasi kebijakan bermakna sebagai pengembangan kriteria khusus

dalam praktik bagi pembuatan keputusan yang mencapai maksud kebijakan.
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Dalam implementasi kebijakan maka yang perlu diperhatikan adalah bagimana
prakondisi yang mempengaruhi suatu keberhasilan dan kegagalan dalam
pelaksanaan kebijakan, model Edwards 111 (1980) dalam Subarsono (2006)
mengemukakan bahwa ada 4 faktor yaitu : komunikasi, sumber daya, disposisi
atau sikap dan struktur birokrasi (Agliyah, 2018). Dengan penjelasan sebagai
berikut:
1) Komunikasi
Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi
komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti
merupakan proses penyampain informasi kebijakan dari pembuat
kebijakan (policy maker) kepada pelaksana kebijakan (policy
implmentors). Komunikasi disini berarti sebagai prakondisi sebelum
kebijakan dilaksanakan. Karena informasi kebijakan publik perlu
disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat
mengetahui, memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok
sasaran (target groups) kebijakan supaya perilaku kebijakan dapat
mempersiapkan dengan benar apa yang harus dipersiapkan dan
dilakukan untuk melaksankan kebijakan publik agar apa yang menjadi
tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang
diharapkan.
Hal ini pimpinan harus mengkomunikasikan kepada bidang
yang bertangng jawab dalam melaksanakan kebijakan supaya mereka

memahami kebijakan yang menjadi tanggungjawabnya, sehingga
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mereka yang menjalankan kebijakan mengetahui apa yang seharusya
dilakukan. Tentu saja Perlu disampaikan kepada personalia yang
tepat, kebijakan yang jelas, akurat dan konsisten oleh para pelaksanan
kebijakan.

Secara umum Edward membahas tiga hal penting dalam proses
komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan,
berikut penjelasanya:

a. Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat
mengahasilkan suatu implementasi yang baik. Yang sering
kali terjadi dalam proses penyaluran komunikasi yaitu
adanya miskomunikasi, sehingga kebijakan yang dibuat
dengan sedemikian rupa terditorsi saat sampai pada posisi
tertentu.

b. Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh pelaksana
kebijakan (street-level-bureaucrats) harus jelas dan tidak
membingungkan. Karena apabila tidak jelas akan berdampak
pada penyelewengan kebijakan.

c. Konsistensi, jika implementasi kebijakan ingin berlangsung
efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten
dan jelas, karena jika perintah yang diberikan sering berubah-
ubah, maka akan terjadi kebingungan dalam pelaksanaan

kebijakan.
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2) Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi
terhadap pendukung dan penghambat dalam melaksanaan kebijakan.
Adapun pentingnya sumber daya ini mencangkup : jumlah staf yang
tepat, keahlian yang diperlukan, informasi yang relevan tentang cara
melaksanakan kebijakan, dan berbagai penyesuaian lainya. jika
sumber daya tidak cukup, berarti kebijakan tidak akan terlaksana
karena prosedur Kerja, kegiatan yang ditetapkan tidak dapat di
kerjakan dalam memenuhi tujuan dan harapan stakeholders. tanpa
otoritas yang berasal dari kekuasaan maka kebijakan akan tetap
berupa kebijakan dan tidak ada pengaruh dari target kebijakan.

Terdapat beberapa indikator untuk mengukur sumber daya,

sebagai berikut:

a. Staf, sumber daya yang penting dalam implementasi
kebijakan yaitu staf, karena diantara beberapa penyebab
terjadinya kegagalan dalam implementasi kebijakan salah
satunya disebabkan oleh staff yang tidak mencukupi,
memadai, bahkan tidak kompeten dan kapabel yang
dibutuhkan untuk pelaksanaan kebijakan.

b. Informasi, implementasi merupakan sumber terpenting yang
kedua dalam implementasi kebijakan. Informasi mempuyai
dua bentuk, pertama, informasi mengenai bagaimana

melaksanakan suatu kebijakan. kemudia kedua, informasi
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data kepatuhan dari pelaksanaan terhadap peraturan dan
regulasi pemerintah yang ditetapkan.

c. Wewenang, sumber lain yang penting dalam pelaksanaan
kebijakan adalah wewenang. Kewenangan harus bersifat
formal dari pemerintah agar dapat dilaksanakan.
Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para
pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang telah di
tetapkan secara politik.

d. Fasilitas, fasilitas fisik bisa pula merupakan sumber-sumber
penting dalam implementasi. Keberadaan staff yang
berkompenten, mengerti apa yang harus dilaksanakan dan
memiliki wewenang yang sah dan formal serta diakui publik
sebagai pelaksana kebijakan, maka tidak efektif jika tidak
diberikan fasilitas yang mendukung.

3) Disposisi atau sikap
Disposisi atau sikap disini dimaksudkan adalah sikap
pelaksanaan kebijakan. Keberhasilan implementasi kebijakan bukan
hanya ditentukan oleh sejauh mana para pelaku kebijakan
(implmentors) mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu
melakukannya, melainkan juga ditentukan oleh kemauan para pelaku
kebijakan tadi memiliki disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang

sedang di implmentasikan (Edward Il dalam Aiska, 2017).
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Hal ini terkait dengan adanya sikap yang kuat bagi pelaksana
yang memiliki kapasitas dalam melaksankan kebijakan, itu artinya
para pelaksana kebijakan yang ditetapkan dengan kemampuannya
memang harus mendorong sepenuh hati atau memiliki komitmen
melaksanakan kebijakan. Disposisi ini  merupakan kemauan,
keinginan dan kecenderungan pelaku kebijakan untuk melaksankan
kebijakan tersebut secara sungguh-sungguh sehingga apa yang
menjadi tujuan kebijakan dapat terwujud.

Disposisi yang tinggi menurut Edward (1980) dan Van Horn &
Van Mtter (1974) dalam Aiska, (2017) berpengaruh pada tingkat
keberhasilan pelaksanan kebijakan. Disposisi diartikan sebagali
kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana
(implementors) untuk melaksanakan kebijakan. Disini diperlukan
keseimbangan pandangan bahwa kebijakan dilaksanakan untuk
memenuhi tujuan pribadi dan tujuan organisasi sehingga kebijakan
menyentuh harapan yang sejatinya adalah mencapai tujuan.

4) Struktur Birokrasi

Pelaksanaan kebijakan pasti melibatkan banyak orang, bidang
dan lingkungan yang dapat mempengaruhi kelancaran dan
keberhasilan kebijakan. Terkadang dalam pelaksanaan kebijakan
terhambat karena struktur birokrasi. Struktur birokrasi ini
mencangkup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian

kewenangan, hubungan antar unit organisasi yang ada dalam



43

organisasi yang bersangkutan, hubungan organisasi dengan organisasi
luar dan masalah koordinasi dan sebagainya.

Oleh karean itu, struktur birokrasi mencangkup 2 dimensi yaitu
yang pertama fragmatis (fragmentation) prosedur tetap (protap),
merupakan upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan-kegiatan
pegawai diantara beberapa unit kerja. Kemudian yang kedua, SOP
(Standard Operasional Procedural) suatu kegiatan yang rutin yang
memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan) untuk
melaksanakan kegiatan-kegiatan setiap hari sesuai dengan standart
yang ditetapkan atau standart minimum yang dibutuhkan. Semua itu
merupakan cara-cara Yyang ditempuh untuk memudahkan dan
menyeragamkan kegiatan bagi kelancaran kebijakan. Bagaimanapun
pelaksanaan  kebijakan ini menjadi momentum penting dari

keseluruhan kebijakan suatu oragnisasi.

Komunikasi
A
Sumber daya
A \ .
Implementasi
Disposisi /
\ 4
Struktur
birokrasi

Gambar 1. Model Implementasi George Edward I11 dikutip Subarsono (2011)
dalam Subekti (2017)
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Implementasi kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin
lebih penting dari pada pembuatan kebijakan (Udoji dan Agustino, 2008)
dalam Aiska, 2017). Tanpa suatu kebijakan hanya akan berisi impian dan
rencana ideal yang tersimpan rapi dalam arsip jika tidak diimplementasikan.
Dengan demikian, tujuan implementasi kebijakan pendidikan adalah untuk
menetapkan agar tujuan kebijakan di bidang pendidikan dapat direalisasikan

sebagai hasil dari kegiatan pemerintah (Hasbullah, 2015: 51).

Implementasi kebijakan pendidikan merupakan proses yang tidak hanya
menyangkut perilaku-perilaku badan administrasi yang bertanggung jawab
untuk melaksankan program dan menimbulkan ketaatan kepada kelompok
sasaran melainkan juga menyangkut faktor-faktor hukum, politik, ekonomi,
sosial yang langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap perilaku dari

berbagai pihak yang terlibat dalam program (Hasbullah, 2015: 92)

Menurut Grindle dalam Hasbullah (2015: 92) menyatakan bahwa
implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut-paut
dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-
prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi pendidikan, melainkan lebih dari
itu. Melaksanakan kebijakan berarti melaksanakan pilihan yang telah
ditetapkan dari berbagai alternative dalam perumusan perundangan yang
berlaku, didukung oleh personil yang profesioanl, serta sarana dan prasarana
yang tersedia. Oleh karena itu dalam implementasi kebijakan pendidikan, baik

pemerintah, masyarakat serta sekolah idealnya secara bersama-sama dan saling
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bahu membahu dalam bekerja dan melaksanakan tugas-tugasnya dan demi

suksesnya implementasi kebijakan pendidikan (Hasbullah, 2015: 92)

D. Pemerataan Pendidikan
1. Pengertian Pemerataan Pendidikan

Isu pemerataan pendidikan menurut Riant Nugroho (2008:34) dalam
Mujahidun  (2016) merupakan turunan dari isu “pemerataan
pembangunan”. Pembangunan pendidikan merupakan salah satu prioritas
utama dalam agenda pembangunan nasional. Di sektor pendidikan,
Indonesia masih mengembangkan SDM yang dimiliki masyarakat. sistem
pendidikan di Indonesia selalu disesuaikan dengan kondisi politik dan
birokrasi yang ada. Padahal yang lebih penting dalam pendidikan adalah
bagaimana pelaksanaan di lapangan, termasuk kurangnya pemerataan
pendidikan, terutama di daerah tertinggal. Permasalahan itu antara lain
mengenai keterbatasan daya tampung, kerusakan sarana dan prasarana,
kurangnya tenaga pengajar, proses pembelajaran yang konvensional, dan
keterbatasan anggaran.

Pemerataan pendidikan berkenaan dengan seberapa luas pendidikan
telah mengjangkau seluruh warga negera. Dalam hal ini pemerataan
pendidikan dalam arti pemerataan kesempatan untuk memperolah
pendidikan telah lama menjadi masalah yang mendapat perhatian, terutama
di negara-negara berkembang. Hal ini tidak terlepas dari makin tumbuhnya
kesadaran bahwa pendidikan mempunyai peran penting dalam

pembangunan bangsa. Menurut Ace Suryadi & H.A. R Tilaar, (1993)
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dalam Pujianti (2012) pemertaan yaitu pemerataan aktif dan pemerataan
pasif. Pemerataan pasif adalah pemerataan yang lebih menekankan pada
kesamaan memperoleh kesempatan untuk mendaftar di sekolah,sedangkan
pemerataan pasif bermakna kesamaan dalam memeberi kesempatan
kepada murid-murid terdaftar agar memperoleh hasil belajar setinggi-
tingginya. Riant Nugroho (2008:13) dalam Pujianti (2012) memberikan
indikator-indikator pendidikan yang dapat digunakan sebagai indikator
dasar dalam pemerataan pendidikan, yaitu meliputi jumlah sekolah per
penduduk, jumlah buta huruf, jumlah putus sekolah, jumlah siswa
persekolah , dan jumlah guru perseklah. Dalam pemahamannya seperti ini
pemerataan pendidikan menjadi luas yaitu mencangkup hal-hal yaitu
equality of access, equality of survival. equality of output, dan equality of
outcome (Mujahidun, 2016). Dengan demikian, apabila hal tersebut
dijadikan landasan dalam menyelesaikan masalah pemerataan pendidikan,
terlihat betapa rumit dan sulitnya menilai pemerataan pendidikan yang
dicapai oleh suatu daerah, apalagi bagi negara yang sedang membangun dai
sudut kuantitas maupun efektifitas.

Pemerataan pendidikan di Indonesia pertama kali secara formal
diupayakan oleh pemerintah semenjak tahun 1984 dengan program wajib
belajar Sembilan tahun mulai dari tahun 1994. tahapan selanjutnya
pemberian beasiswa dan melalui gerakan GNOTA yang melibatkan
partisipasi masyarakat. Sejalan dengan hal inu kini pemerintah juga telah

membuat program bantuan oprasional sekolah (BOS) yang tidak lain
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digunakan untuk membantu penyelenggaran pendidikan yang tidak saja
berkaitan dengan fasilitas yaitu pendidikan tetapi juga keberlangsung
pendidikan bagi peserta didik tidak berhenti di tengah perjalanan. Hal ini
menunjukan bahwa pemerataan pendidikan menuntut pendanaan yang
cukup besar tidak hanya berkaitan dengan penyediaan fasilitas tapi juga
pemeliharaan peserta didik agar tetap bertahan mengikuti pendidikan di
sekolah.
Dasar pemerataan Pendidikan

Pembangunan pendidikan merupakan salah satu prioritas utama
dalam agenda pembangunan nasional. Pembangunan pendidikan sangat
penting karena peranya yang signifkan dalam mencapai kemajuan di
berbagai bidang kehidupan, sosial, ekonomi, politik, dan budaya. karena
itu, pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak setiap warga negara
dalam memperoleh layanan pendidikan guna meningkatkan kualitas hidup
bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Naional, pasal 5 ayat 1 menyatakan
bahwa “‘setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh
pendidikan yang bermutu.” dan pasal 11, ayat (1) menyetakan “pemerintah
dan pendidikan daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta
menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga
negara tanpa diskriminasi” dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab

untuk mencerdasakan kehidupan bangsa dan menciptakan kesejahteraan



48

umum. Pendidikan sagatlah penting karena pendidikan diperlukan untuk
meraih kemajuan bangsa di masa depan.
Garis-garis besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999-2004 (TAP
MPR No.IV/MPR/1999) dalam Pujianti (2012) antara lain:
a. Mengupayakan yang bermutu dan pemerataan kesempatan
memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat
Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia yang
berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran pendidikan
secara berarti.
b. Meningkatkan mutu lembaga pendidikan yang diselenggarakan
baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk menetapkan
sistem pendidikan yang efektif dan efiseien dalam menghadapi

perkembangan ilmu pengetahuan, teknlogi, olahraga dan seni.

Pemerintah harus berupaya dalam pemerataan pendidikan sampai ke
daerah sekalipun, karena pendidikan sangat dibutuhkan untuk membangun
bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berkualitas. Pemerintah juga harus
selalu meningkatkan mutu pendidikan supaya pendidikan terus
berkembang sehingga dengan pendidikan dapat menghadapi
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang belakangan ini

berkembang pesat.
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3. Faktor Yang Mempengaruhi Pemerataan Pendidikan
Pendidikan di Indonesia sampai saat ini masih menjadi persoalan
kompleks yang belum juga menemukan solusi tepat menuju ke arah yang
lebih baik. saat ini persoalan pendidikan masih menjadi bahan perdebatan
yang tidak kunjung selesai bagi para ahli pendidikan. pemerintah telah
berupaya dengan berbagai cara untuk memajukan pendidikan di Indonesia,
namun kenyataanya pendidikan di Indonesia masih tertinggal jauh dari
negara lain.
menurut Ety Rochaety, Pontjrorini Rahayuningsih, dan Prima gusti
Yanti (2010:27-62) dalam Pujianti (2012) perkembangan dunia pendidikan
sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor
eksternal, untuk lebih lanjut akan dijelaskan faktor internal dan faktor
eksternal sebagai berikut.
a. Faktor Internal
1) Dampak Manajemen yang Sentralistik
Terjadi sentralisasi yang berlebihan pada pemerintah pusat
telah di rasakan hampir pada semua aspek manajemen
pendidikan. Beberapa prakarsa yang mengarah pada
reformasi manajemen pendidikan di masa lalu terhenti di
tengah jalan karena tercapai kesepakatan kapan langkah itu
harus dimulai. Adanya ketidakpercayaan timbal balik antara
otoritas pusat di satu pihak dengan pendanaan oleh

pemerintah.
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2) Mekanisme Pendanaan oleh Pemerintah
Dana pendidikan yang bersumber dari pemerintah
disediakan melalui alokasi langsung dan mekanisme
kompetitif untuk proyek-proyek investasi, alokasi tambahan
untuk anggaran rutin, dan usulan kegiatan yang didasarkan
atas pendapat lembaga pendidikan. Dewasa ini sebagai besar
proyek investasi disediakan untuk alokasi langsung yang
biasanya memiliki ciri-ciri tujuan kegiatannya ditetapkan
oleh pusat, perencanaanya bersifat top-down, cakupannya
sektoral atau terpilah-pilih, dinegoisasikan dengan pusat,
berbasis masukan, dan implementasinya kaku.

3) Manajemen dan Organisasi
Lembaga pendidikan di bawah naungan Dinas Pendidikan,
pemuda dan Olahraga harus tunduk pada peraturan-
peraturan yang berlaku secara seragam untuk semua
lembaga pendidikan. Kebijakan seperti ini meninmbulkan
banyak pengaruh negative terhadap kehidupan lembaga
pendidikan.

b. Faktor Eksternal

1) Globalisasi
Bersama dengan kemanjuan teknologi informasi, globalisasi
telah membawa paradigma baru dalam lingkungan

pendidikan nasional berkenaan dengan penyelenggara
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proses pendidikan nasional yang dewasa ini sedang
mengalami trasnformasi menjadi lebih komprehensif dan
multidisipliner.

Perkembangan Ekonomi Nasional

Dalam nasional pemulihan ekonomi pascakrisi, strategi
perkembangan ekonomi nasional sangat kuat dikendalikan
oleh Lembaga Moneter Internasisonal. Dunia pendidikan
harus tampil cermat mengamati dan mematau
perkembangan ekonomi nasional agar secara terus-menerus
dapat meningkatkan relevansinya.

Politik

meskipun masyarakat meragukan kemampuan pemerintah
untuk melakukan reformasi struktural, pemerintah yang
legitimate sekarang mempunyai potensi besar untuk
membawa bangsa melewati periode yang sulit. Pendidikan
sebagai salah satu alat untuk mempersatukan bengsa ini
diharapkan berkiprah banyak dalam menggalang persatuan
terutama dalam mewujudkan tujuanya, yaitu meningkatkan
kecerdasan kehidupan bangsa.

Sosial Budaya

Strategi pendidikan di Indonesia sudah sepatutnya
mengadopsi dan mengadaptasi konsep pendidikan, yaitu

spesifitas, praktikalitas, dan kapatuhan. Akan tetapi, pada
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saat yang sama strategi pendidikan juga harus mampu
menghindari diri dari semata-mata meniru budaya yang
secara histori asing bagi dunia pendidikan di Indonesia.
5) Teknologi

Era kemajuan teknologi yang sangat cepat yang belum
pernah dialami sepanjang sejarah peradaban manusia. Siklus
waktu teknologi lebih cepat dari siklus pendidikan, dampak
terhadap industri jasa pendidikan massal lebih
mengandalkan keterampilan standar yang cenderung
seragam dengan model pendidikan yang lebih fleksibel dan

menuntut Kreativitas, inovasi, dan kerjasama tim.

Dari pendapat diatas dapat disimpulakan bahwa pemerataan
pendidikan dapat dipengaruhi dari berbagai faktor, baik faktor internal
maupun faktor eksternal. faktor-faktor di atas juga dapat menjadikan
faktor mempengaruhi angka partisipasi karena dengan pendidikan dapat
menghasilkan masyarakat yang siap menghadapi kondisi apapun dan

mampu bersaing dengan negara lain.

E. Penerimaan Peserta Didik Baru
1. Pengertian Penerimaan Peserta Didik Baru
Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha
mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran yang
tersedia pada jalur, jenis, dan jenjang pendidikan tertentu. (Pergub Jawa

Timur Nomor 23 tahun 2019). Penerimaan peserta didik baru merupakan
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tahap awal yang harus dilalui oleh peseta didik dan suatu sekolah di dalam
proses pendidikan, dalam hal ini terdapat proses seleksi akademis bagi
calon siswa untuk menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dalam
pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) secara konvensional
adalah proses penerimaan peserta didik baru tanpa mempergunakan
fasilitas jaringan internet sebagai basis pendaftaran pengolahan data dan
pengumuman hasil. Kemudian menurut UU sikdiknas bahwa peserta didik
adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi
dirinya melalui proses pembelajaran yang tersedia berdasarkan jalur,
jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

Menurut Sari dkk (2016) penerimaan peserta didik baru merupakan
salah satu kegiatan yang pertama kali dilakukan dalam sebuah lembaga
pendidikan, yang tentunya penerimaan peserta didik baru tersebut melalui
penyeleksian yang telah ditentukan oleh pihak lembaga pendidikan kepada
calon peserta didik. Suryobroto (2004) dalam Ardhi (2014)
Mengemukakan bahwa penerimaan murid baru merupakan salah satu
kegiatan yang pertama dilakukan yang biasanya mengadakan seleksi calon
murid. Sedangkan menurut Hamiyah dan Jauhar (2015:44) bahwa peserta
didik adalah seseorang yang terdaftar dalam suatu jalur, jenjang dan jenis
pendidikan tertentu, yang selalu ingin megembangkan potensi dirinya baik
pada aspek akademik maupun non akademis melalui proses pembelajaran

yang diselenggarakan.
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Adapun tujuan dari adanya PPDB tersebut dalam Pergub Jawa
Timur Nomor 23 tahun 2018 yaitu untuk memberikan kesempatan yang
seluas-luasnya bagi penduduk seluruh warga negara Indonesia usia
sekolah agar memperoleh pelayanan pendidikan yang sebaik-baiknya.
Sementara pelaksanaan PPDB haruslah berasaskan objektif, transparan,
akuntabel, kompetitif dan diskriminasi, penjelasanya sebagai berikut :

a. Objektif, artinya pelaksanaan PPDB bagi peserta didik baru harus

memenuhi ketentuan yang berlaku.

b. Transparan, artinya pelaksanaan PPDB yang bersifat terbuka dan
dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik
baru.

c. Akuntabel, artinya pelaksanaan PPDB yang dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur
maupun hasilnya.

d. Tidak diskriminasi, artinya pelaksanaan PPDB dimaksudkan
agar setiap warga negara Indonesia yang berusia sekolah dapat
mengikuti program pendidikan di wilayah Negara kesatuan
Republik Indonesia tanpa membedakan Suku, ras, Agama dan
Golongan.

Tentu saja dalam hal ini agar Peserta didik dapat diterima disuatu

lembaga pendidikan seperti sekolah, haruslah memenuhi persyaratan-
pesyaratan sebagaimana yang telah ditentukan. Dalam pelaksananaan

PPDB setiap tahun, Sementara proses dari PPDB itu sendiri dimulai dari
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tahap pengumuman secara secara terbuka penerimaan calon peserta didik
baru pada sekolah yang bersangkutan sampai dengan tahap penetapan
peserta didik setelah proses daftar ulang.( Permendikbud No 14 Tahun
2018 tentang PPDB). Sementara sekolah yang diselenggarakan oleh
pemerintah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan
informasi PPDB, seperti persyaratan, seleksi, daya tampung, dan hasil
penerimaan peserta didik baru.

Adapun Tahapan dalam penerimaan peserta didik  menurut

Hamiyah dan Jauhar (2015 : 45) yaitu :

(1) Membentuk panitia penerimaan peserta didik baru yang
meliputi dari semua unsur guru, tenga TU dan dewan
sekolah/komite sekolah.

(2) Pembuatan dan pemasangan pengumuman penerimaan peserta
didik baru yang dilakukan secara terbuka. Informasi yang harus
ada dalam pengumuman tersebut adalah gambaran singkat
lembaga, persyaratan pendaftaran siswa baru (Syarat umum dan
syarat khusus), cara pendaftaran, waktu pendafataran, tempat
pendafataran, biaya pendaftaran, waktu dan tempat seleksi
pengumuman hasil seleksi.

PPDB dapat dilakukan dilaukan dengan 2 cara yaitu :
1. Pendaftaran melalui jejaring (daring/online), yaitu melalui

laman (website) resmi PPDB daerah masing-masing
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2. Pendaftaran melalui luring (luar jaringan/offline), vyaitu
dengan mendaftar langsung ke sekolah.

2. Sistem Penerimaan Peserta Dididk Baru

Yang dimaksud sistem adalah seperangkat komponen yang tediri
dari dua atau lebih, yang saling berhubugan dan saling ketergantungan satu
sama lain, untuk mencapai tujuan bersama (Muhataram dan Suryadi,
2011: 167). pengertian tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh
Atmosudirdjo (1979) bahwa sistem adalah sesuatu yang terdiri dari atas
objek-objek, atau unsur-unsur, atau komponen-komponen yang bertata-
kaitan dan bertata-hubungan satu sama lain sedemikian rupa sehingga

unsur-unsur tersebut merupakan suatu kesatuan pemrosesan yang tertentu.

Pengertian yang sama yang dikemukakan oleh Indrajit (2002) dalam
Sholihin dan Mujilahwati (2014) bahwa sistem mengandung arti
kumpulan-kumpulam dari komponen-komponen yang dimiliki unsur

keterkaitan antara satu dengan lainya.

Kemudian menurut Jogianto (2005) dalam Sholihin dan Mujilahwati
(2014) menjelaskan bahwa pengertian sistem adalah kumpulan dari

elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Menurut Gerald (1981) dalam Sholihin dan Mujilahwati (2014)
memberikan pengertian sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-

prosedur yang saling berhubungan berkumpul bersama-sama untuk
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melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang

tertentu.

Suatu sistem mempunyai beberapa sifat dasar menurut Syafaruddin

(2008:53) antara lain:

1) Sebuah sistem mesti didesain untuk meraih suatu tujuan

2) Unsur-unsur sebuah sistem mesti memiliki kegiatan tertata yang
tetap

3) Saling berhubungan harus ada diantara unsur-unsur individu
sistem dan hubungan ini mesti sinergi secara alamiah.

4) Unsur-unsur dasar dari proses (arus informasi, energi, dan
material) lebih vitas di banding unsur-unsur dari sistem.

5) Tujuan organisasi lebih penting dari pada tujuan unsur-unsur
kerena itu tidak terlalu menekankan inti dari tujuan unsur-unsur

bagian-bagian sistem.

Sementara sistem yang dimaksud pada penerimaan peserta didik itu
sendiri menunjuk kepada cara. Hal tersebut sesuai dengan yang di
kemukakan oleh Imron (2012) dalam Sari dkk (2016) bahwa sistem

penerimaan peserta didik adalah cara penerimaan peserta didik baru.

Menurut Imron (2012) dalam Sari dkk,(2016) terdapat dua sistem

dalam penerimaan peserta didik baru yaitu :

(1) Menggunakan sistem promosi.
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Sistem promosi adalah penerimaan peserta didik, yang
sebelumnya tanpa menggunakan seleksi. Peserta didik yang
mendafatar di suatu sekolah, diterima tanpa adanya
penyeleksian terlebih dahulu sehingga yang mendaftar menjadi
peserta didik tidak ada yang ditolak. Sistem promosi ini secara
umum berlaku pada sekolah-sekolah yang tidak ada peminatnya
sehingga peserta didik kuran dari daya tampung yang
ditentukan.

(2) Menggunakan sistem seleksi.

Sistem seleksi adalah penerimaan peserta didik
berdasarkan pemilihan yang berdasarkan ketentuan yang
berlaku. Adapun cara seleksi yang dapat digunakan antara lain:
melalui tes atau ujian, melalui penelususran bakat minat, dan
berdasrkan nilai STTB/SKHU atau nilai UAN (Hamiyah dan
Jauhar,2015 : 38)

3. Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru
Penerimaan peserta didik baru diatur dengan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan No 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta
Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Menegah Pertama,
Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menegah Kejuruan atau Bentuk Lain
yang Sederajat.
Terdapat point penting dalam regulasi ini, yaitu kriteria utama dalam

penerimaan peserta didik baru adalah zonasi atau jarak antara rumah dengan
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sekolah. Tedapat 2 jalur di dalam Sistem zonasi yaitu (1) jalur keluarga tidak
mampu termasuk didalamnya keluarga buruh, (2) jalur inklusi, Secara
keseluruhan sistem zonasi yang berlaku saat ini merupakan pokok penataan
reformasi sekolah mulai dari taman kanak-kanak (TK) sehingga sekolah
Menegah Atas (SMA). Sistem zonasi ini merupakan kebijakan pemerintah
yang sudah berjalan dari tahun 2017, yang mempunyai tujuan untuk
pemerataan kualitas pendidikan dan pemerataan akses layanan pendidikan
yang diharapkan dapat menghilangkan dikotomi sekolah unggulan dan
nonunggulan, Sehingga semua sekolah menjadi sama kualitasnya. Selain itu
Guna meningkatkan akses layanan pendidikan, pengaturan ini diaharapkan
dapat membuat proses pendaftaran penerimaan peserta didik berlangsung
secara: objektif, akuntabel, trasnparan dan tanpa diskiminasi.

Ketentuan dalam PPDB ini adalah prioritas calon peserta didik (SMP
dan SMA) yang wajib diterima berdasarkan Permendikbud no 14 tahun
2018 Pasal 14 disebutkan mengenai seleksi PPDB Dalam permendikbud
menyebutkah bahwa:

Pasal 14

(1) seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA atau
bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan
urutan prioritas sesuai daya tampung berdasarkan ketentuan
rombongan belajar sebagai berikut:

Jarak tempat tinggal sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi;
SHUN SMP atau bentuk lain yang sederajat; dan

c. Prestasi di bidang akademik dan non akademik yang diakui
sekolah.

oo
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Sistem zonasi ini merupakan suatu sistem yang mengharuskan
sekolah untuk menerima semua calon peserta didik yang mendaftar sesuai
zonasinya tanpa terkecuali. Hal ini juga mengarahkan siswa untuk
mendaftar di sekolah yang terdekat dengan domisilinya atau alamat yang
tertera pada kartu keluarga (KK). Seperti yang di sebutkan dalam
Permendikbud no 14 tahun 2018 Pasal 16 tentang sistem zonasi, berikut
penjelasannya:

Sistem zonasi
Pasal 16

(1) sekolah yang diselengarakan pemerintah daerah wajib menerima
peserta didik baru yang berdomisili pada radius zona terdekat
dengan sekolah paling sedikit sebesar 90% (Sembilan puluh
persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

(2) Domisili calon peserta didik sebagaimana yang dimaksud pada
ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan
paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

(3) Radisu zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi didaerah
tersebut berdasarkan :

a. Ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut; dan

b. Jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada
masing-masing sekolah.

(4) Dalam menetapkan radisu zona sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), pemerintah daerah melibatkan musyawarah/kelompok kerja
kepala sekolah.

(5) Bagi  sekolah yang berada di daerah  perbatasan
provinsi/kabupaten/kota, ketentuan presentase dan radius zona
terdekat sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan
melalui kesepakatan secara tertulis anatar pemerintah daerah yang
saling berbatasan.

(6) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat
menerima calon peserta didik melalui :

a. Jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari
sekolah paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah
keseluruhan peserta didik yang diterima; dan

b. Jalur bagi peserta didik yang berdomisili diluar zona terdekat dari
sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili
orangtua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial,
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paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan
peserta didik yang diterima.

Sementara mengenai radius zona terdekat disini ditetapkan oleh
pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut. Kemudian
dalam sistem zonasi ini jJuga mengharuskan paling sedikit menerima peserta
didik yang berasal dari keluarga tidak mampu sebanyak 20% dari jumlah
keseluruhan peserta didik yang diterima. Keterangan tersebut yang
dijelasakn dalam Permendikbud no 14 tahun 2018 tentang PPDB dalam

pasal 19 ayat (1) sebagai berikut:

Pasal
19

(1) SMA/SMK atau bentuk sederajat yang diselenggarakan oleh
pemerintah daerah provinsi wajib menerima dan membebaskan
biaya pendidikan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga
tidak ekonomi tidak mampu yang berdomisili dalam satu wilayah
daerah provinsi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah
keseleruhan peserta didik yang diterima.

Kemudian berkaitan dengan Aturan sistem zonasi ini berlaku untuk
semua daerah di Indonesia kecuali daerah tertentu yang secara geografis dan
jumlah ketersediaan sekolah tidak memungkinkan untuk sistem ini, terdapat
dalam pasal 29 ayat (3) Permendikbud no 14 tahun 2018 tentang PPDB sebagai

berikut :
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Pasal
29

(3) Ketentuan zonasi sebagaiamana dimaksud dalam pasal

Se@ o a0 o

dikecualikan untuk:

Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

Satuan pendidikan kerja sama;

Sekolah Indonesia di luar Negeri;

Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;

Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
Sekolah berasrama;

Sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T); dan
Sekolah didaerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat
memenuhi Kketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu)
rombongan belajar.
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METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian pada umumnya membutuhkan sebuah metode penelitian,
Menurut Sugiyono (2017:6) metode penelitian pendidikan dapat diartikan
sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat
ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu
sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan

mengantisipasi masalah dalam bidang pendidikan.

Penelitian ini merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan,
dan melakukan Klarifikasi atas suatu peristiwa atau suatu pengetahuan dengan
menggunakan metode-metode penelitian, sehingga dapat menemukan dan
menentukan tingkat hasil penelitian yang digunankan dalam penelitian ini
bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah
penelitian yang dimaksudkan untuk memaparkan atau mengambarkan
mengenai penerapan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru
(PPDB), dan menggunakan pendekatan kualitatif karena dalam penelitian ini
dibutuhkan suatu analisis yang mendalam untuk mendapatkan data agar lebih
jelas bermakna, dengan kata lain peneliti ingin menggali secara lebih luas dan
mendalam sesuai dengan apa yang terjadi dan berkembangnya situasi yang

diteliti.

63
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B. Fokus Penelitian
Penentuan fokus lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang
akan diperoleh dan situasi sosial (lapangan). Dengan kata lain untuk
mendapatkan data dan mendapatkan penelitian yang baik serta ketajaman
penelitian maka peneliti harus menetapkan fokus penelitian.

1) Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia (Permendikbud) No 14 tahun 2018 Tentang
sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SMA
Negeri 1 Grati dapat dilihat dari:

a. Bentuk landasan hukum sistem zonasi dalam PPDB.

b. Proses pelaksanaan sistem zonasi dalam PPDB di SMA Negeri 1
Grati.

c. Pengukuran keberhasilan implementasi sistem zonasi dalam
PPDB vyaitu berkaitan dengan Komunikasi, Sumber daya,
Disposisi, Struktur Birokrasi.

2) Faktor pendukung dan penghambat Implementasi sistem zonasi
dalam PPDB.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti melaksanakan penelitian, dalam

hal ini lokasi yang digunakan peneliti untuk penelitian bertempat di Kecamatan
Grati, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Sedangkan situs penelitian adalah
lokasi dimana peneliti mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan

penelitian yang sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Dengan
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pertimbangan tersebut maka peneliti memilih situs penelitian di SMA Negeri
1 Grati, adapun pemilihan lokasi penelitian dilakukan di SMA Negeri 1 Grati,
alasan memilih lokasi ini didasarkan pada:
1. Sekolah SMA Negeri 1 Grati merupakan sekolah yang termasuk
sekolah kategori sistem zonasi.
2. Sekolah SMA Negeri 1 Grati dikenal sebagai sekolah yang unggul
di kalangan masayarakat sekitar dan diminati oleh peserta didik.
3. Sekolah SMA Negeri 1 Grati termasuk sekolah yang berprestasi di
wilayah Kecamatan Grati.
D. Sumber dan Jenis Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh dari cerita para pelaku
peristiwa itu sendiri, dan atau saksi mata yang mengalami atau
mengetahui peristiwa tersebut (Sukardi,2003:205). dalam data yang
diperoleh langsung dari sumbernya atau responden dan dicatat untuk
pertama kalinya. Data ini diperoleh dengan wawancara yang
digunakan untuk menambah dan menjelaskan permasalahan data
primer juga diperoleh dari hasil observasi terhadap gejala atau proses
yang menjadi kajian dalam penelitian ini. Data primer dalam
penelitian ini nantinya diperoleh dari kepala Sekolah, panitia PPDB,

orang tua dari calon peserta didik dan calon peseta didik yang terkait
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dalam proses berjalannya kebijakan sistem zonasi yang ada di SMA
Negeri 1 Grati.
2. Data sekunder
Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber lain
yang memungkinkan tidak behubungan langsung dengan peristiwa
tersebut (Sukardi, 2003: 205). Data yang diperoleh secara tidak
langsung dari sumber yang berupa dokumen-dikumen, laporan-
laporan, artikel-artikel, berita-berita yang beredar dimedia tulis,
online atau di masyarakat, peraturan pemerintah (PP) yang terkait
dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam data sekunder yang
digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen yang berbentuk arsip,
laporan, dokumen di SMA Negeri 1 Grati yang terkait dalam
penyelengaraan kebijakan sistem zonasi.
E. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam sebuah penelitian sangatlah penting dan harus
terpenuhi, berkualitas dan tidaknya sebuah penelitian juga bergantung dari
pengumpulan data oleh peneliti. Dalam teknik pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara observasi, wawancara,
dokumentasi. Berikut adalah penjelasan dari ketiga teknik tersebut:
1. Observasi
Hadi (1986) dalam Sugiyono (2017: 203) mengemukakan
bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses

yang tersusun dari berbagai proses bilogis dan psikologis. Dua
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diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan
ingatan. Sesuai dengan jenisnya peneliti memilih observasi
partisipatif, menurut sugiono (2017:310) dalam observasi partisipatif
ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang
diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.

Lebih tepatnya pada pada penelitian ini menggunakan observasi
partisipatif dengan model partisipasi pasif, dalam hal ini peneliti
datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat
dalam kegiatan tersebut (Sugiyono,2017:312). Dengan observasi
partisipasi pasif ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap,
tajam dan sampai mengetahui pada tingkat ,makna dari setiap perilaku
dan gejala yang tampak.

. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan
mulai tatap muka dan tanya jawab langsung antar peneliti dan
narasumber (Rosyadi. dkk, 2016:54). Teknik wawancara ini
merupakan sebuah pertemuan langsung yang dilakukan dengan
metode tanya jawab satu orang atau lebih yang berperan sebagai
pewawancara atau pencari informasi dan berita dengan seorang atau
lebih sebagai pusat informasi dan berita yang disebut narasumber
untuk mendapatkan sebuah informasi dan berita sehingga dapat
dikontruksikan makna dalam sebuah topik tertentu. Berkaitan dengan

wawancara, pihak yang dijadikan sebagai narasumber sebagai berikut:
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Kepala Sekolah

Panitia PPDB

Calon peserta didik

Orang tua calon peserta didik

Supaya lebih mudah di sini peneliti menggunakan teknik
wawancara terstruktur, menurut Sugiyono (2017:319) mengatakan
bahwa wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan
data, bila peneliti atau pengumpulan data telah mengetahui dengan
pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Pada kondisi ini,
peneliti sudah membuat daftar pertanyaan secara sistematis. peneliti
disini juga menggunakan bebagai instrumen penelitian seperti alat
bantu recorder, gambar, brosur dan material lain ysng dapat
membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar

(Sugiyono,2017:319)

. Dokumentasi

Pada tekni ini, peneliti dimungkinkan memperoleh informasi
dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada
responden atau tempat dimana responden melakukan kegiatan. Teknik
Dokumen adalah metode pengumpulan data yang tidak ditunjukan
langsung kepada subjek penelitian (Rosyadi dkk,2016:57).karena
dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu
(Sugiyono,2017:329). Dalam hal ini peneliti meminta data-data

mengenai pelaksanaan implementasi kebijakan sistem zonasi dalam
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PPDB yang berupa buku-buku, arsip-arsip pemerintah maupun
Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang mengaturnya.
F. Instrumen Penelitian
Instrument penelitian adalah suatu alat yang digunakan peneliti dalam
menjawab permasalahanya (Rosyadi dkk,2016:51). Instrument penelitian
merupakan alat bantu untuk memperoleh data dalam proses penelitian. Untuk
mendukung proses mendapatkan data yang diinginkan, maka peneliti
menggunakan intrumen penelitian berupa:

1. Penelitian sendiri, yaitu dengan cara menyaksikan dan mengamati
secara langsung peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek
yang akan diteliti.

2. Pedoman wawancara, yang digunakan sebagai kerangka dasar
melakukan wawancara agar wawancara yang dilakukan peneliti tetap
terarah dan tetap menjaga relevansi terhadap masalah penelitian.

3. Perangkat penunjang, meliputi bukti catatan, alat tulis menulis dan
alat bantu lainya untuk merekam serta mencatat data-data yang
diperlukan dalam penelitian.

G. Keabsahan Data
Triangulasi digunakan sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data.
Dimana sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji
kreadibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik
pengumpulan data dan berbagai sumber (Sugiyono,2017:330). dengan

demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik.
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1. Triangulasi sumber
Triangulasi sumber berarti, untuk mendapatkan data dari
sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama
(Sugiyono,2017:330). Untuk menguji kredibilitas data dilakukan
dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa
sumber yang berbeda dengan teknik yang sama yang dapat
memperoleh jawaban yang berbeda. Selanjutnya data dianalisis oleh
peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.
2. Triangulasi teknik
Triangulasi teknik berarti, peneliti menggunakan teknik
pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari
sumber yang sama (Sugiyono,2017:330). Triangulasi teknik
dilakukan dengan cara mengecek data yang kepada sumber yang sama
dengan teknik yang berbeda. Seperti data yang diperoleh dengan
wawancara kemudian melakukan pengecekan data kembali dengan
menggunakan observasi atau dokumentasi.
Dengan triangulasi dapat mengetahui data yang diperoleh convergent
(meluas), tidak konsisten atau kontradiksi , oleh karean itu dengan triangulasi
maka akan memperoleh data yang lebih konsisten, tuntas dan pasti (Sugiyono,

2017:332).
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H. Analisis Data

Analisis data dari suatu penelitian adalah proses mengelola data yang
sudah dikumpulkan dari alat pengumpul data menjadi sebuah informasi
(Rosyadi dkk,2016:63). Analisis data yang digunakan peneliti dengan metode
kualitatif yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang
diperoleh, menginterprestasikan data, menjabarakan dan menguraikan serta
membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang
lain. Penelitian ini peneliti menggunakan analisis data interaktif (interaktif

model of analysis) Dari Miles and Huberman untuk menganalisis data.

Penelitian tertarik untuk menggunakan analisis dari Miles and Huberman
dikarenakan peneliti melihat analisis Miles and Hurberman lebih mudah
dipahami oleh peneliti dan sesuai dengan judul peneliti yang diambil. Serta
karena dalam analisis Miles and Huberman terdapat aktvitas dalam analisis
data yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus
sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Menurut Miles dan Huberman
yang dikutip oleh Sugiyono (2017: 337) bahwa model analisis interaktif ini
terdiri dari 4 (empat) alur kegiatan, yaitu pengumpulan data (Data collection),
Kondensasi data ( Data Condensation), Penyajian Data (Data Display), dan
yang terakhir menarik Kesimpulan (Conclusion Or Verification) berikut
gambar analisis data model Miles and Huberman dalam Saldana (2014) yang

dikutip oleh Aiska (2018)
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Data Collaction Data Display

Data
Condensation

Conclusions :

Drawing/Verifying

Gambar 2. komponen analisis data model interaktif
Sumber : Miles and Huberman dalam Saldana, (2014)

Komponen-komponen analisis data model interaktif dijelskan sebagai

berikut:

1. Pengumpulan Data (Data Collection)

Peneliti menggunakan tiga teknik dalam pengumpulan data,
yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Diperlukan adanya
kegiatan wawancara untuk mendapatkan informasi yang mendalam
dari beberapa informan yang relevan dan berhubungan dengan
penelitian. Pengumpulan data melalui observasi dan dokumentasi
dilakukan untuk menunjang dan memperkuat data-data dari hasil
wawancara. Pada tahap ini, peneliti melakukannya secara berulang-
ulang yang disesuaikan dengan kebutuhan data agar mencapai
kejenuhan data. Sehingga penelitian yang dihasilakan dapat

maksimal.
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2. Kondensasi Data (Data Condensation)

Kondensasi data merupakan tahap dalam analisis data dengan
cara menelaah data. Data-data yang telah dikumpulkan kemudian
dilakukan proses pemilihan, merangkum dan menfokuskan data pada
hal-hal yang sesuai dengan permasalahan, tujuan dan fokus penelitian.
Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran
yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan
pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan serta
peneliti dapat membuang data dan informasi yang tidak sesuai dengan
permasalahan, tujuan dan fokus penelitian. Sehingga data-data yang
didapatkan merupakan data yang benar-benar berhubungan dengan
penelitian.

3. Penyajian Data (Data Display)

Setelah data direduksi, kemudian langkah selanjutnya adalah
mendisplaykan data. Penyajian data ini berisi sekumpulan informasi
dalam bentuk laporan yang didapatkan dari situs penelitian. Penyajian
data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan
antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan penyajian data ini
maka akan dapat memudahkan untuk memahami apa yang terjadi.
Untuk itu peneliti menyajikan data sesuai dengan format dan kriteria
yang telah ditentukan sehingga data dan informasi tersebut dapat
dipahami dan dipelajari oleh berbagai pihak. Penyajian data dalam

penelitian ini juga diikuti dengan analisis data. Pada analisis data, data
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yang telah disajikan kemudian ditelaah dan dibangdingkan dengan
berbagai teori yang berhubungan dengan penelitian. Dengan demikian
data yang disajikan dapat memberikan kekayaan informasi dan
pengetahuan bagi pembaca.

. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verifying)

Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan/veritifikasi.
Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan disajikan, peneliti
membuat kesimpulan yang didukung dengan teori terkait dan bukti
yang kuat pada tahap pengumpulan data. Penarikan
kesimpulan/veritifikasi dimana peneliti menarik kesimpulan dari
sumber-sumber data dan informasi yang telah di catat, di kumpulkan
dan di rangkum. Kesimpulan /veritifikasi tersebut adalah untuk
menjawab atas rumusan masalah dan pertanyaan yang telah

ditentukan sejak awal oleh peneliti.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum
1. Sejarah SMA N 1 Grati

SMA Negeri 1 Grati berdiri tahun 1983/1984, merupakan sekolah
penunjang pendidikan di Kabupaten Pasuruan di wilayah timur. Kemudian
mempunyai SK ijin oprasional dari pemerintah pada tanggal 20 November
1984. Sejak awal berdiri sekolah SMA Negeri 1 Grati memang sudah
sekolah berstatus Negeri yang berdiri di tanah milik TNI AL. Awalnya
sebelum ada kepala sekolah definitif sekolah ini dikelola oleh SMA Negeri
1 Pasuruan. Sekolah SMA Negeri 1 Grati ini merupakan salah satu sekolah
di lingkungan Kabupaten Pasuruan yang mempunyai lokasi yang tergolong
strategis yaitu di Jl. Raya Sumurwaru 32 Sumber Anyar, Kecamatan
Nguling Kabupaten Pasuruan. Walaupun tidak berada di tengah-tengah
kota, namun keberadaan sekolah SMA Negeri 1 Grati ini tepat di jalur
utama Pulau Jawa tepatnya di JI Panturan dimana jalan tersebut merupakan
jalan antar Provinsi yang dilalui oleh banyak jalur angkutan umum,
sehingga mudah di jangkau oleh masyarakat dari berbagai penjuru di
Kabupaten Pasuruan.

SMA Negeri 1 Grati berdiri di atas tanah seluas 14.298 m? yang
difungsikan untuk menunjang alumni SMP di wilayah timur Kabupaten

Pasuruan yang berasal dari Kecamatan Nguling, Kecamatan Lekok,
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Kecamatan Rejoso dan Kecamatan Lumbang serta wilayah sekitarnya.
Bermodal dari kondisi fisik, jumlah siswa yang banyak, jumlah tenaga
pendidik dan non kependidikan yang juga banyak, serta lokasi yang
strategis, maka SMA Negeri 1 Grati secara berkelanjutan akan terus
berupaya untuk dapat mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki demi
terciptanya kondisi yang baik bagi sekolah untuk menjadikan tempat
pembelajaran dan penyadaran bagi warga sekolah yang peduli dan
berbudaya lingkungan, sehingga di kemudian hari warga sekolah tersebut
dapat turut bertanggung jawab dalam upaya-upaya penyelamatan
lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Karena tujuan dari
SMA Negeri 1 Grati adalah peningkatan sarana dan prasarana pendidikan
diharapkan dapat menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif sehingga
mampu meminimalkan hambatan yang berkaitan dengan sarana dan
prasarana belajar yang pada akhirnya bisa mewujudkan visi dan misi

sekolah demi tercapainya tujuan pendidikan nasional.

Leafiet | Arcais,Openstreetmap

Gambar 3. Lokasi SMA Negeri 1 Grati
Sumber : http://sekolah.data.kemdikbud.go.id


http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/
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Selain tempat yang strategis sekolah SMA Negeri 1 Grati merupakan
sekolah yang berwawasan cinta lingkungan, dapat dilihat dari pemandangan
sekolah yang indah dan menyejukkan, terdapat banyak tumbuhan seperti
pohon-pohon di setiap depan ruang kelas, beragam bunga-bunga yang
ditanam di halaman sekolah yang luas. Penataan gedung-gedung juga
terlihat rapi, terdapat halaman sekolah yang rindang. Kebersihannya pun
benar-benar di jaga oleh seluruh warga sekolah tanpa terkecuali. Tidak
heran kalau sekolah SMA Negeri 1 Grati ini memang sekolah yang
mempunyai status sebagai sekolah Adiwiyata, Suasana di dalam sekolah
pun sungguh berbeda dari SMA lainya.

. Visi dan misi SMA Negeri 1 Grati
a. VISI
“Terciptanya insan agamis, potensial,mandiri dan berprestasi
tingkat nasional dan internasional serta menciptakan lingkungan sekolah
yang sehat, aman, tertib, rapi dan indah”
b. MISI
1) Menyiapkan program pembelajaran dan bimbingan secara efektif
dan berkelanjutan sehingga setiap siswa berkembang secara optimal
2) Menumbuhkan motivasi dan semangat berprestasi secara intensif
dalam bidang intrakulikuler dan ekstrakulikuler baik bidang sains,
teknologi, seni dan olahraga secara optimal.
3) Melaksanakan kajian keagamaan dan nilai budaya secara intensif

guna menumbuhkan penghayatan dan pemahaman ajaran agama dan
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nilai-nilai budaya bangsa, sehingga menjadi sumber pijakan yang
arif dalam bertindak dan bersikap

4) Menerapkan manejemen partisipatif dengan melibatkan seluruh
warga sekolah dan kelompok kepentingan yang terkait dengan
sekolah (stakeholders)

5) Membentuk insan yang cerdas, kreatif, dan berakhlak mulia, serta
berpartisipasi di tingkat nasional maupun internasional

6) Menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, aman, nyaman, tertib,
rapi dan indah

3. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI SMA NEGERI 1 GRATI
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4. Sarana dan Prasarana
Sekolah SMA Negeri 1 Grati mempunyai sarana dan prasarana yang
sudah lengkap untuk menunjang proses belajar mengajar serta untuk
keperluan yang lainnya. Di balik sekolah yang bagus terdapat fasilitas yang
baik dan lengkap seperti halnya di SMA Negeri 1 Grati ini. Berikut sarana
dan prasarana yang dimiliki :

Ruang kelas

Ruang perpustakaan

Ruang laboratorium Biologi
Ruang laboratorium fisika
Ruang laboratorium kimia
Ruang laboratorium komputer
Ruang laboratorium Bahasa
Ruang kepala sekolah

Ruang guru

Ruang tata usaha

Ruang konseling (BK)

Ruang UKS/M

Ruang organisasi kesiswaan (0sis)
Ruang Tamu

Tempat beribadah (mushollah)
Gudang

Kantin

Koprasi sekolah

Tempat parkir

Kamar mandi

Lapangan olahraga

Aula
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B. Penyajian Data Fokus Penelitian
1. Implementasi Permendikbud Nomor 14 tahun 2018 tentang Sistem

Zonasi dalam PPDB di SMA Negeri 1 Grati.
a. Bentuk Landasan Hukum Sistem Zonasi dalam PPDB

Lazimnya dalam setiap peraturan dilahirkan oleh aktor penyelenggara
publik tidak akan terlepas dari landasan hukum sebagai dasar fundamental
untuk merumuskan sebuah peraturan (policy) dan tertibnya pada tataran
implementasi sebuah peraturan. pendidikan secara konstitusional telah
diatur dalam UUD 1945, dan dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 20
tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional dan lebih khusus lagi pada
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah,
dimana urusan bidang pendidikan telah disentralisir ke daerah, khususnya
kabupaten/Kota. upaya meningkatakkan kualitas pendidikan merupakan
sebuah proses budaya, melibatkan semua komponen masyarakat, baik yang
berada di dalam sekolah maupun lingkungan pendukunnya. Perkembangan
mutu pendidikan secara nasional yang signifikan perlu disertai
implementasi yang lebih strategis demi mewujudkan pendidikan
berkualitas, meningkat secara sistematis dari tahun ketahun. Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 memberikan kerangka hukum dan visi
mengenai standart dan kualitas pendidikan, yang memerlukan langkah-
langkah strategis yang jelas untuk mewujudkannya.

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan yang memenuhi

standart nasional pendidikan maka sejak tahun 2017 pemerintah telah
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menetapkan sistem zonasi dalam PPDB sebagai proses untuk memeratakan
kualitas dan pemerataan akses layanan pendidikan. sehingga semua sekolah
mempunyai kualitas yang sama. adanya Peraturan Menteri dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2018 tentang PPDB pada TK, SD,
SMP, SMA, SMK atau bentuk lain yang sederajat. agar pelaksanaanya dapat
berjalan secara objekif, akuntabel, transparan dan tanpa diskriminasi.

Guna mendukung terwujudnya peraturan sistem zonasi dalam PPDB,
dibentuklah Peraturan Gubernur Jwa Timur Nomor 23 Tahun 2018 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Pidik Paru pada Pekolah
Menegah Atas, Sekolah Menegah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di
Provinsi Jawa Timur. Pergub ini sebagai landasan hukum ketika pertama
kali sistem zonasi dalam PPDB ini dilaksanakan.dimana dalam Pergub ini
mempunyai tujuan yaitu untuk memberikan kesempatan yang seluas-
luasnya bagi penduduk seluruh warga negara Indonesia usia sekolah agar
memperoleh pelayanan pendidikan yang sebaik-baiknya. setelah itu secara
teknis perlu lagi dijabarkan melalui peraturan dari satuan kerja pemerintah
(SKPD) yaitu Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dalam bentuk surat
keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dengan Nomor:
188.4/3112/101.7.1/KPTS/2019. lebih jelasnya urutan landasan hukum
implementasi Permendikbud No 14 Tahun 2018 tentang sistem zonasi

dalam PPDB di Jawa Timur dapat divisualisasikan sebagai berikut:
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UUD 1945

UU No. 20/2003 Tentang Sisdiknas &
UU No.32/2014 Tentang Pemda

PP No. 19/2005 Tentang
Standart Nasional Pendidikan

Permendikbud No
14/2018 Tentang PPDB

Pergub No
23/2018 tentang
pedoman
pelaksanaan
PPDB

SK Dinas
pendidikan
provinsi
jawa timur

b. Proses Pelaksanaan Sistem Zonasi dalam PPDB Di SMA Negeri 1
Grati.

Pelaksanaan sistem zonasi dalam PPDB ini merupakan jalur
penerimaan yang di khususkan bagi peserta didik baru yang rumahnya
dekat dengan sekolah yang dibuktikan dengan KK (Kartu Keluarga) yang
ada. PPDB sistem zonasi ini berbeda dengan jalur penerimaan yang lain.
seperti yang ada dalam Permendikbud pasal 16 dimana dalam PPDB
sistem zonasi ini mempunyai kuota sebanyak 90% harus menerima calon
calon peserta didik baru yang jarak rumahnya dekat dengan sekolah.

untuk 10% lagi berdasarkan jalur prestasi sebanyak 5% dan jalur
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perpindahan orang tua sebanyak 5%. Dalam pelaksanaanya pendaftaran

PPDB dengan sistem zonasi di sini tidak sama seperti PPDB yang dulu.

dimana sebelum pendafataran PPDB calon peserta didik baru harus

mempunyai PIN untuk dijadikan kunci sekaligus sebagai penentuan zona

ketika pendaftaran sudah dibuka. karena jalur zonasi adalah jalur

penerimaan calon peserta didik dengan memprioritasakan jarak domisili

dengan sekolah dituju dan waktu pendaftaran.

[+)

(]

m

Gambar 4. alur pendaftaran pengambilan PIN

Sumber : Dokumen Sekolah SMA Negeri 1 Grati

Seperti pernyataan yang dikatakan oleh pak Mustofa selaku ketua

panitia PPDB mengatakan bahwa:

“Rekruitmen seperti biasa, jadi dari pendafataran kemudia
nanti dapat formulir, kemudian nanti di rangking. pendaftarannya
ada 2 online dan offline. Cuma nanti dipendafatran itu ada pilihan-
pilihan, pilihan 1 pilihan 2 kemudian zonasi disini pada saat
pendaftaran itu anak-anak mengisis format sesuai dengan KK, KK
dari KK ini, secara sistematis, anak ini akan dikumpulkan pada
zona masing-masing begitu yaaa... misalnya saya memilih pilihan
itu di zona saya bisa memilih misalnya SMA N 1 Grati dengan
Lumbang itu sudah dipetakan begitu. kejayan dengan mana, bangil
dengan mana. tidak bisa keluar dari zona itu. cara mendaftar bisa
disekolah dan bisa dirumah. online itu daftarnya bisa melalui
internet ada online dan offline. yang online ini khusus untuk
misalnya peserta didik yang masuknya jalur prestasi, ada juga yang
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masuk melalui jalur tidak mampu ini adalah tidak melihat nilai,
tidak malihat apapun, yang dilihat adalah radius dari sekolah, jadi
sekolah ini wajib menerima siswa yang rumahnya dekat dengan
sekolah. prosentasenya sudah ditentukan begitu. yang menetukan
dari Dinas provinsi yang berbentuk panduan kan ada panduan
PPDB yang dikelurkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur”
(wawancara pada hari Senin, 4 maret 2019, di gazebo SMA Negeri
1 Garti)

Penytaaan yang dikatakn oleh ibu Yuli selaku bendahara PPDB
mengatakan bahwa:

“Kalau pelaksanaan secara umum sudah berjalan dengan bagus
Cuma karna ini sistem online, maka fasilitas yang diberikan oleh
SMA N 1 Grati sampai menyediakan lab untuk dafftar, disediakan
printer untuk cetak kartu, kalau di suruh daftar sendiri dirumah
mayoritas warga kan tidak mempunyai itu, dan itu memang di
sarankan oleh pemerintah seperti itu, sekolah harus melayani
pendafaran online, meskipun dia daftarnya lewat SMA N 1 Grati
dan kliknya bukan SMA N 1 Grati, tapi tetap melayani, kita
sediakan 3 lab, jadi prosesnya sudah berjalan dengan bagus.”
(wawancara pada hari Senin , 25 februari 2019 di ruang BK
sekolah SMA Negeri 1 Grati)

Jumiah Rombel Jumiah siswa per
L] Rombel Kelas 10

pEpEooOog:

Gambar 5. pendaftaran pégu'éékoléh" )
Sumber : Dokumen Sekolah SMA Negeri 1 Grati

Pada gambar di atas menunjukan bahwa sekolah diharuskan
meginfomrmasikan jumlah pagu yang nanti akan diterima yang

disesuaikan dengan jumlah kelas di SMA Negeri 1 Grati.
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PPDB KABUPATEN PASURUAN  Ambil PIN ~ endaftaran ~ eri an~ Juknis~ Zona~  Statistik ~ Pindah Kota

PENDAFTARAN TERAKHIR JALUR ZONASI/REGULER PADA HARI !

Nama Sekolah Pilihan 1 Pilihan 2
SMA NEGERI 1 BANGIL 505 31

SMA NEGERI 1 PANDAAN 597 46

SMA NEGERI 1 PURWOSARI 375 66

SMA NEGERI 1 GRATI 306 76

SMA NEGERI 1 KEJAYAN 58 229

SMA NEGERI 1 GONDANGWETAN 192 184

SMA NEGERI 1 TOSARI 62 0

SMA NEGERI 1 LUMBANG 59 0

Gambar 6. jumlah pendaftar jalur zonasi
Sumber : Dokumen sekolah SMA Negeri 1 Grati

Pada gambar di atas bahwa untuk melihat jumlah pendaftar yang
sudah mendaftar di SMA Negeri 1 Garti dapat dilihat pada aplikasi yang
sudah disediakan oleh Dinas Pendidikan. pada saat pendaftaran sedang
berlangsung dapat diketahui jumlah pendafatar melalui online di SMA
Negeri 1 Grati sudah sebanyak 382 peserta didik.

Adapun Jalur pendaftaran yang diterapkan pada SMA Negeri 1
Grati tahun 2019/2020 antara lain:

1) Jalur Prestasi

Jalur prestasi merupakan pendafatran PPDB untuk calon peserta
didik dari luar zona tetapi tetap dalam kabupaten/kota yang mempunyai
prestasi akademis dan non akademis, prestasi yang di akui mulai dari
kabupaten/ kota, provinsi sampai dengan nasional. Kuota jalur prestasi
5% dari total keseluruhan peserta didik yang diterima, Terdiri dari 3%
prestasi lomba Akademik dan non Akademik dan 2% prestasi nilai ujian
Nasional. SMA Negeri 1 Grati menyediakan kuota sebanyak 20 peserta

didik dari jalur prestasi tersebut.
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2) Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua
Jalur perpindahan tugas orang tua merupakan pendafatran
PPDB untuk calon peseta didik yang mengikuti perpindahan tugas
orang tua, kuota jalur perpindahan orang tua sebesar 5% dari seluruh
jumlah peserta didik yang diterima. SMA Negeri 1 Grati menyediakan
kuota sebanyak 20 peserta didik dari perpindahan  perpindahan
domisili ini.
3) Jalur keluarga tidak mampu
Jalur keluarga tidak mampu merupakan pendaftaran PPDB
untuk calon peserta didik dari keluarga yang tidak mampu. Kuota
untuk kalangan tidak mampu sebesar 20% dari jumlah keseluruhan
calon peserta didik yang diterima, di dalamnya termasuk 5% anak dari
keluarga buruh. SMA Negeri 1 Grati menyediakan kuota sebanyak
79 peserta didik dari jalur keluarga tidak mampu ini.
4) Jalur regular/zonasi
Jalur regular/zonasi merupakan pendaftaran PPDB untuk calon
peserta didik dengan memprioritaskan jarak domisili dengan sekolah.
Kuota untuk kalangan tidak mampu sebesar 90% dari jumlah
keseluruhan calon peserta didik yang diterima. Terdiri dari :
a) 20% merupakan kuota keluraga tidak mampu termasuk didamnya

anak panti asuhan, 5% anak dari keluarga buruh.
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b) 50% berdasarkan zona, termasuk didalamnya penyandang
difabilitas pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan
layanan inklusi.

c) 20% berdasarkan prestasi akademis dari nilai hasil ujian nasional
yang masih berada dalam zona, di dalamnya terdapat 2% pada

wilayah irisan antar kota.

SMA Negeri 1 Grati menyediakan kuota sebanyak 277 peserta
didik dari jalur reguler/zonasi ini dari keseluruhan jumlah peserta

didik yang diterima.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan
bahwa terkaita proses pelaksanaan pendafatran PPDB dengan malalui
sistem zonasi di SMA Negeri 1 Grati sudah dilaksanakan sesuai dengan
peraturan yang ada yaitu di sesuaikan dengan adanya juknis dari Dinas

Pendidikan Provinsi jawa Timur.

. Pengukuran Keberhasilan Implementasi Sistem Zonasi dalam
PPDB.
1. Komunikasi

Komunikasi dalam implementasi di sini sebagai prakondisi
sebelum dilaksanakan implementasi tersebut, karena suatu komunikasi
yang baik dapat membantu implementasi berjalan dengan baik.
Sementara komunikasi dalam implementasi terdapat beberapa dimensi

penting yaitu transmisi informasi, kejelasan informasi, dan konsistensi
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informasi. dimensi transmisi menjadikan suatu informasi itu tidak hanya
disampaikan kepada para implementor saja tetapi juga kepada kelompok
sasaran dan pihak yang terkait, hal tersebut dilakukan guna menghindari
adanya miskomunikasi antar kelompok maupun pihak di dalamnya.
Dimensi kejelasan menjadikan suatu informasi supaya jelas dan mudah
dipahami, selain itu untuk menghindari adanya kesalahan intepretasi dari
implementor dari kelompok sasaran maupun pihak yang tekait dalam
pengimplementasian ini. Kemudian dimensi konsistensi menjadikan
supaya informasi yang disampaikan harus konsisten atau tidak berubah-
ubah agar informasi yang di sampaikan sama, sehingga tidak
menimbulkan kebingungan bagi implementor. dari kelompok sasaran
maupun pihak yang terkait lainnya. Terkait bagaimana komunikasi yang
terjadi dalam pengimplementasian sistem zonasi dalam PPDB di SMA
Negeri 1 Grati sebagai berikut:
1) Transmisi
penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan
suatu implementasi yang baik. persyaratan pertama dalam
pengimplementasian yang efektif adalah bahwa mereka yang
melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka
lakukan. karena yang sering kali terjadi dalam proses penyaluran
informasi yaitu adanya miskomunikasi, sehingga aturan yang telah di
tata sedemikian rupa terditorsi saat sampai pada posisi tertentu.

transmisi dalam pelaksanaan sistem zonasi dalam PPDB di SMA
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Negeri 1 Grati berupa penyampaian atau pengiriman informasinya
berjenjang yaitu mulai dari pemerintah instansi kemudian diturunkan
kepada sekolah-sekolah dan masyarakat. transmisi sistem zonasi
dalam PPDB di SMA Negeri 1 Grati dilakukan oleh kepala Dinas
Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan Cabang Dinas Pendidikan
Kabupaten Pasuruan seperti yang dikatakan oleh pak H. Zaenal selaku
kepala sekolah SMA Negeri 1 Grati.

“Itu di break down pemerintah itu melalui anu.... Dinas provinsi
yaa, jadi yang dinas provinsi melalui cabang dinas, cabang
dinas juga eeeee. melalui satuan pendidikan terutama SMA,
juga provinsi juga mengundang juga di tingkat SMA atau
langsung kesurabaya gitu bersosialisasi di situ....” kemudian
“kalau di sekolah interent ini kita melalui anu yaa...yaa ada
beberapa kali mungkin ke provinsi sendiri, cabang dinas juga
memberikan informasi terus kita juga yang aktif juga cari
informasi gitu , tapi ya periodik aja gak gak setiap anu gitu, tapi
insaloh sudah dipahami sebenarnya sepenuhnya itu seperti
apa” (wawancara pada hari Rabu, 19 Juni 2019, di ruang kepala
sekolah SMA Negeri 1 Garti)

Proses penyampian informasi yang dilakukan yaitu dengan cara
sosialisasi kepada kepala sekolah SMA Negeri 1 Grati secara
langsung. pernyataan tersebut juga dibenarkan oleh ibu Yuli selaku
Bendahara PPDB.

“eeee..... gini sosialisasinya ada undangan khusus dari
kementerian atau pemerintah sampai kesekolah yang datang
hanya satu orang di undang kesana, ada workshop selama 2-3
hari menjelaskan secara sistem dan secara aturan, setelah itu
bapak/ibu yang sudah sosialisasi memberikan ilmunya kepada
panitia yang ada di sini, jadi berbagi..... tidak langsung semua
panitia di undang kesana tidak, hanya satu orang workshop
setelah itu ini informasinya” (wawancara pada hari Senin , 25
februari 2019 di ruang BK sekolah SMA Negeri 1 Grati)
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Tidak berhenti di situ saja melainkan dari pihak sekolah sendiri
mengadakan sosialisasi sebelum pelaksanaan PPDB dengan sistem
zonasi ini dimana pihak sekolah mendatangi sekolah-sekolah sekitar
seperti yang dikatakan oleh pak Zulfar selaku panitia PPDB
mengatakan bahwa:

“informasi yang disampaikan pemerintah kepada kita terkait
PPDB vyaaa... saya kira juga sudah cukup lengkap dan eeee
detail namun terkait dengan pelaksanaan kebijakan ya
dikembalikan lagi kesekolah, mulai dari sosialisasi persiapan
dan pelaksanaan eeee.... kalau informasi penyampaiannya ada
semua dan dituangka dalam bentuk juknis (petunjuk teknis)
yaaa. eee kalau sekolah kita melakukan apa istilahnya Kkita
melaksanakan kunjungan sekolah eee melalui tim-tim PPDB
ada kemudian kita bagi dan sebar termasuk ketika melakukan
apa itu namanya kunjungan ke rumah-rumah siswa yang
memang perlu untuk di klarifikasi, seperti itu” (wawancara pada
hari sabtu, 16 maret 2019 di ruang tamu sekolah SMA Negeri 1
Grati)

Kemudia mengadakan sosialisasi dan mengundang calon
peserta didik untuk menghadiri sosialisasi di sekolah SMA Negeri 1
Grati. Seperti apa yang dikatakan oleh Pak H. Zaenal selaku kepala
sekolah SMA Negeri 1 Grati.

“kita sosialisasi ke.... melalui sekolah sekitar ya.. eeeeh... jadi
tim ini sosiliasai ke sekolah sekitar gitu , jadi melalui sekolah
Kita minta ijin untuk hadir ke sekolah, aaaa akhirnya siswanya
di kumpulkan gitu ya, termasuk BK yang sekolah kita tujuh
untuk berkomunikasi, kemudian yang kedua juga Kita punya
jaringan melalui WA atau apa sehingga bisa dapat
menyampaikan beberapa pengumunan berkaitan denga itu
dengan cepat dan baik.“ kemudian “iya itu... kalau calon siswa
secara personal karena ini bukan kewenangan kami yang tadi
Kita istilanya pesen misik kepada sekolah yang bersangkutan
hadir di sana itu, terus yang kedua kemaren pada saat anak-anak
ngambil pin hari petama itu anak-anak itu kita kumpulkan... di
aula itu seperti ituu....” (wawancara pada hari Rabu, 19 Juni
2019, di ruang kepala sekolah SMA Negeri 1 Garti)
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Gambar 7. "sisai PPDB di aula sekolah
Sumber : Dokumen SMA Negeri 1 Grati, 2019

Hal tersebut dibenarkan oleh calon peserta didik yang bernama
Zidan dari SMP N 1 Grati yang membenarkan bahwa memang ada
dan baru mengetahui informasi sistem zonasi itu pada saat sosialisasi
yang diadakan oleh sekolah SMA Negeri 1 Grati.

Selain melakukan komunikasi dengan diadakan sosialisasi
langsung, disini pihak panitia PPDB melakukan komunikasi dengan
menggunakan media sosial yaitu watshapp, web, brosur dan banner
untuk mempermudah dalam berkomunikasi dengan panitia dan
masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Pak Mustofa.

“Yaa.... Kita ya biasanya sesudah ada SK kepanitiaan ya kita

biasanya buat WA group seperti itu, jadi semua komunikasi,

semua koordinasi eee...... itu hampir ada disana yaaa eeeee
koordinasi verbal itu biasanya dilakukan di awal-awal oleh
kepala sekolah, pengarahan dan lain-lain. kemudian untuk
koordinasi yang praktis eeeee....... Parktis dilapangan itu
memakai group yang ada di WA, group PPDB wes enak kan

antar seksi atau dari atas kebawah banyak semuanya bisa di
bicarakan di WA” (wawancara pada hari Senin , 4 maret 2019,

di gazebo SMA Negeri 1 Garti)
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Gambar 8. SK kepala sekolah
Sumber : Dokumentasi Panitia PPDB, 2019

tof minta papan
uh ai

rclart Aula.
Markiar PeDe ar ruang F‘erternuan

Solain syarat2 di atas pondaftar
membawa -

T Pas foto 3xa = 2 lbr ( hitam putih /

G:};]bar 9. Contoh grup mea(;ia sZiamhaap panitia PPDB

Sumber : dokumen SMA Negeri 1 Grati, 2019

Gambar di atas menunjukan bahwa bentuk komunikasi
menggnakan media sosial dalam peyampaian yang dilakukan oleh
kepala sekolah kepada panitia PPDB.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas bahwa
transmisi atau penyampaian informasi sudah dilakukan oleh pihak
Dinas Pendidikan Provinsi dan Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten
Pasuruan kepada implementor yaitu panitia PPDB SMA Negeri 1

Grati sudah berjalan dengan baik dan sudah dilaksanakannya

kegiatan sosialisasi yang bertujuan untuk memberikan arahan serta
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pengetahuan berkaitan dengan peraturan dan tata cara PPDB malalui
sistem zonasi, agar pada saat pelaksanaan pendafatran berlangsung
panitia PPDB dapat melaksanakan kegiatan tersebut. hanya saja ada
beberapa masyarakat terutama orang tua peserta didik belum
mendapatakan informasi PPDB dengan sistem zonasi ini.
2) kejelasan
Kejelasan informasi juga merupakan faktor penting untuk
menentukan keberhasilan dalam pengimplementasian ini. pada
indikator  komunikasi. komunikasi harus jelas dan tidak
membingungkan, karena apabila tidak jelas akan berdampak pada
penyelewengan aturan. Berkaitan dengan kejelasan informasi dari
pemerintah mengenai PPDB menggunakan sistem zonasi ini di rasa
sudah sangat jelas, karena ada juknis dalam melaksanaan PPDB serta
terdapat sosialisasi dan melakukan praktek secara langsung oleh tim
PPDB dari Provinsi untuk memudahkan panitia PPDB nanti ketika
pendaftaran PPDB sistem zonasi dilaksanakan. Seperti yang
dikatakan oleh pak Zulfar selaku panitia PPDB.
“ informasi yang diberikan ya sudah jelas semuanya... karena
sudah tertuang dalam juknis, kemudiah sudah di undang untuk
mengikuti sosialisasi .. ya sudah jelas semuanya, disana sudah
tertulis dan tertuang.....dan informasinya sudah diberikan
secara langsung, tidak hanya informasi itu saja tetapi juga ...
eeeee contoh praktek pelaksanaan PPDBnya... dipraktekan
secara langsung oleh tim dari provinsi, kemudian di saksikan
langsung oleh tim-tim PPDB dari Masing-masing sekolah”

(wawancara pada hari sabtu, 16 maret 2019 di ruang tamu
sekolah SMA Negeri 1 Grati)
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Gambar 10. Petunjuk teknis pelaksanaan PPDB jenjang SMA
dan SMK Negeri Provinsi Jawa Timur 2018/2019.
Sumber : Dokumen SMA Negeri 1 Grati, 2019.

Melengkapi penyataan tersebut berkaitan dengan kejelasan

infomasi sejalan dengan yang dikatakan oleh pak Mustofa selaku

ketua panitia PPDB, bahwa :

“eeee....kita kita punya web yaaa.... Web eee.....yang kita
siarkan kepada masyarakat, kita juga kadang-kadang memakai
benner mbak, benner besar di depan, juga make benner di
beberapa titik-titik penting itu kita memakai benner di dalam
rangka sosialisasi kepada masyarakat, kita juga ada brousur
yaaa..... brosur syarat-syarat dan lain-lain, itu eee....yang Kita
sosialisasikan ke SMP-SMP yaaaa.....di sekitar SMA 1 Grati,
jadi melalui web melalui apa.... Brosur eeeee banner.”
(wawancara pada hari Senin , 4 maret 2019, di gazebo SMA
Negeri 1 Garti)

Penyataan diatas juga dibenarkan oleh calon peserta didik baru,

seperti yang dinyatakan oleh M. Achwan Yusri dari SMP 2 Grati

sebagai calon siswa baru di SMA Negeri 1 Grati.

“saya tahu sistem zonasi dalam PPDB ini ya dari brousing di
google mbak.... Jadi belajar dari internet dari itu .... Kan ada
di brosur ... brosur SMA kan ada pengumuman PPDBnya
mbak, sama itu depan sekolah didepan situ kan ada benner juga
mbak ” . (wawancara pada hari kamis, 13 juni 2019, di depan
aula SMA Negeri 1 Garti)
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Gabar 11. Website SMA Negeri 1 Grati
Sumber : http://smanlgrati.sch.id

Gambar 12. Banner SMA Negeri 1 Grati
Sumber : Dokumen SMA Negeri 1 Grati,2019

Gambar 13. Brosur SMA Negeri 1 Grati
Sumber : Dokumen SMA Negeri 1 Grati,2019

Gambar di atas berisi informasi berkaitan dengan persyaratan
PPDB, tanggal pelaksanaan PPDB serta profil sekolah SMA Negeri 1
Grati yang di pasang depan sekolah SMA Negeri 1 Grati serta di
tempat-tempat tertentu. hal ini bertujuan untuk memberikan informasi

kepada masyarakat yang ingin mendaftarkan anaknya di sekolah.


http://sman1grati.sch.id/
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Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan
bahwa kejelasan dalam penyampaian informasi yang dilakukan oleh
panitia PPDB yaitu adanya sosialisasi secara langsung yang dilakukan
sebelum pendaftaran PPDB dengan sistem zonasi dilaksanakan, hal
ini supaya para panitia PPDB dapat mengetahui tata cara pendaftaran
PPDB dan supaya panitia dapat mempersiapkan segala sesuatu yang
dibutuhkan pada saat pelaksanaan pendaftaran PPDB. kemudian
penyampain sosialisasi secara tidak langsung dengan menggunakan
media sosial, media cetak seperti benner yang di pasang di depan
sekolah dan di tempat-tempat tertentu dan brosur yang di sebarkan
oleh panitia PPDB untuk mewujudkan pelaksanaan sistem zonasi
dalam PPDB dapat berjalan sebagaimana yang diinginkan. hal
tersebut merupakan bentuk penyampaian informasi yang secara jelas
dapat diketahui oleh masyarakat terutama orang tua calon peserta
didik baru

3) konsistensi

Konsistensi dalam indikator komunikasi ini juga turut andil
untuk menentukan keberhasilan dalam pengimplementasian ini.
perintah-perintah yang diberikan dalam melaksanakan suatu
komunikasi harus konsisten dan jelas untuk diterapkan.

Seperti penyataan dari pak Nasori sebagai panitia PPDB yang
mengatakan bahwa:

“kalau dari Pemerintah ke sekolah tidak sering ya..... Mungkin
satu tahun satu kali itu sebelum PPDB itu tidak adaaaa.... kalau
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dari sekolah ke masyarakat kan gini......malah kita sering,
dalam arti apa ...intinya anuu mbak kan kita ingin menjaring
siswa... Sebelum PPDB ini biasanya kita biasanya datang ke
sekolah-sekolah, sosialisasi dan juga menjaring siswa-siswa
yang terutama yang rengking berprestasi dan Kkita juga
mengundang biasanya BK..... Jadi selain di sekolah ini kita juga
aktif menjemput sekolah ke lembaga-lembaga SMP gitu yaa.
Sosialisasinya..... malah kita aktif itu,,, karan kita butuh itu.
(wawnacara pada hari Senin , 4 maret 2019, di depan kelas SMA
Negeri 1 Garti)

Begitu pula pernyataan yang dikatakan oleh pak Zulfar selaku
panitia PPDB yang menambahkan penjelasan sebagai berikut:

“yaa terstruktur, ada sistem perintah, ada koordinasi terstruktur
setiap bagian-bagian yang ada dalam kepanitian itu dan itu
sudah di atur dalam SK kepala sekolah,,,, proses komunikasi
antara para panitia itu ada dua, ada panitia sistem berkas dan ada
panitia sistem online. kalau panitia sistem berkas ya mereka
menyiapkan semua kebutuhan data untuk panitia.. eeee operator
atau onlinenya, dari satu persatu yang lain dari tim online lainya
juga ada hubungan,eeee... karena setiap penerimaan itu ada
user dan paswordnya sendiri-sendiri, jadi mereka akan selalu
memberikan laporan kepada ketua tim onlinenya bahwa setiap
harinya dia membuat laporan, yang itu kemudian data yang
dikelola oleh tim arsip atau tim data, ada komunikasi.*“ ”
(wawancara pada hari sabtu, 16 maret 2019 di ruang tamu
sekolah SMA Negeri 1 Grati)

Ditegaskan lagi dalam penyataan pak H. Zaenal selaku kepala
sekolah.

“Insaloh sudah dijalani ya... sudah baik..jalan ya.. jadi sangat
smuut SMA Negeri 1 Grati ini, saya dulu kan SMA pandaan
yaaa SMA Grati yaaa baguus yaa.... tapi rujukanya kita tetap
normatife aturan eeem tetap” (wawancara pada hari Rabu, 19
Juni 2019, di ruang kepala sekolah SMA Negeri 1 Garti)
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Gambar 14. Informasi Jalur PPDB tahun 2019/2020
Sumber : Dokumen SMA Negeri 1 Grati

Gambar di atas bahwa sekolah sudah menerima informasi dan
sudah menunjukan bahwa terdapat kesamaan dilihat dari jalur PPDB
yang ada di SMA Negeri 1 Grati sudah sesuai dengan isi Juknis
tentang jalurnya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti
lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pemberian informasi PPDB
sudah dilaksanakan secara konsisten dari Dinas Pendidikan Provinsi
kepada pihak panitia PPDB di SMA Negeri 1 Grati. bentuk pemberian
informasi ini melalui SK Dinas Pendidikan yang berbentuk Juknis
(petunjuk Teknis) dan sosialisasi yang dilakukan hanya satu kali pada
saat mendekati proses PPDB, serta mengadakan rapat koordinasi
panitia PPDB yaitu sebelum pelaksaaan pendaftaran PPDB, sesudah
pelaksanaan pendaftaran PPDB dan membuat laporan akhir hasil
pelaksanaan PPDB dengan sistem zonasi yang disetorkan kepada

Dinas Pendidikan. Namun infomasi kepada masyarakat masih belum
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konsisten karena terdapat beberapa masyarakat yang belum mengerti
sistem zonasi dalam PPDB ini.
2. Sumber daya

Proses implementasi haruslah didukung oleh sumber daya yang
memadai, tanpa adanya sumber daya yang mendukung untuk
mengimplementasikan maka tidak akan berjalan sebagaimana mestinya.
Baik sumber daya finansial dan sumber daya manusia haruslah tercukupi
karena keberhasilan pengimplementasian ini sangat tergantung dari
sumber daya yang tersedia. sumber daya disini yaitu sumberdaya
manusia, sumberdaya keuangan, sumberdaya daya peralatan (sarana dan
prasarana), sumberdaya informasi dan kewenangan yang diperlukan
dalam melaksanakan pengimplementasian ini.

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang
mempengaruhi  suatu  keberhasilan dan  kegagalan  dalam
pengimplementasian. Implementasi tidak akan berhasil tanpa adanya
sumber daya manusia yang cukup berkualitas dan kuantitasnya. Tanpa
sumberdaya manusia yang handal, implementasi akan berjalan lambat.
Terciptanya kegagalan dalam pengimplementasian itu disebabkan oleh
salah satunya yaitu terdapat jumlah panitia yang tidak mencukupi, tidak
kompeten dibidangnya, kurang professional dan kurangnya keterampilan
yang dimiliki. Untuk itu menambahkan jumlah implementator saja tidak
mencukupi, akan tetapi juga diperlukan pula kecukupan staf dengan

keahlian dan kemampuan serta keterampilan yang dibutuhkan dalam
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mengimplementasikannya. Adapun beberapa sumber daya disini sebagai
berikut:
1) Sumberdaya Manusia

Sumberdaya utama dalam pengimplementasian ini adalah staf.
kegagalan yang sering terjaddi dalam implementasi merupakan salah
satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai,
mencukupi ataupun tidak kompeten dalam bidangnya.

Dilihat dari terdapatnya panitia khusus yang dibentuk oleh pihak
sekolah SMA Negeri 1 Grati untuk menyelenggarakan PPDB dengan
menggunakan sistem zonasi ini. Seperti yang dikatakan oleh ibu Yuli
selaku bendahara PPDB.

“Disekolah itu ada panitia khusus yang ditunjuk untuk
melaksanakan PPDB jumlahnya itu sekitar 7-8 orang, terdiri
dari penanggung jawab, ketua, sekretaris, bendahara, konsumsi,
dan bagian online, bagian online itu ada teknisi komputernya
dan proktor di komputernya, jadi ada sekitar 7 sampai 8 orang”
kemudian “sudah mencukupi, karena semua sudah sistem online
kan... apalagi sistem online mudah jadi sudah mencukupi.”
(wawancara pada hari Senin , 25 februari 2019 di ruang BK
sekolah SMA Negeri 1 Grati)

Pendapat yang sama dan mendukung bahwa adanya staf panitia
PPDB yang dikatakan pak Mustofa selaku ketua PPDB.

“ya memang sekitar 25 orang panitianya, ada bagian-bagian
diasana, bagian yang menangani online,online ada sendiri nanti,
operator dan lain-lain, kemudian ada yang offline. offline ini
nanti Kita bagi-bagi mengenai jalur prestasi, jalur tidak mampu
dan lain-lain, termasuk ada survei nanti untuk jalur tidak
mampu, survei apakah layak gak™ (wawancara pada hari Senin,
4 maret 2019, di gazebo SMA Negeri 1 Garti)
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Penyataan diperkuat lagi oleh pak H. Zaenal selaku kepala
sekolah.

“sesuai dengan kebutuhan , kita ada.... kita ada ketua, sekretaris
ada bendahara, ada pembantu umum, terus ada anu...
pemangku...pembantu untuk mencari bibit untuk jalur prestasi
itu macem-macem yaa...* (wawancara pada hari rabu , 19 juni
2019 di ruang kepala sekolah SMA Negeri 1 Grati)

Pemilihan panitia PPDB yang Berdasarkan kamampuan dan
kemauan dari pihak panitia yang telah dibentuk di SMA Negeri 1
Grati ini sudah sangat kompeten dalam menjalankan tugas-tugasnya,
karena telah disesuaikan dengan keterampilan yang dimiliki oleh
masing-masing panitia. hal itu disampaiakn oleh Ibu Yuli yang
menyatakan bahwa:

“untuk masing-masing staf panitia itu keterampilannya sesuai

dengan juknis yang ada, misalkan untuk ketua berarti ya sudah

kompeten di ketua, untuk sekretaris dalam hal administrasi atau
kearsipan kompeten, untuk bendahara juga kompeten di bagian
keuangan, untuk konsumsi memang mengurus konsumsi terus
ada staf IT, staf IT ini mengurusi yang bagian onlinnya, sekitar

3-4 orang, jadi sudah kompeten untuk dibidangnya sesuai

susunan kepanitiaan. ” (wawancara pada hari Senin, 25 februari
2019 di ruang BK sekolah SMA Negeri 1 Grati).

Hal tersebut juga di benarkan oleh pak Zulfar yang mengatakan

bahwa:
“ya sudah.... yang jelas kita memilih orang tidak
sembarangan,yang pertama kompentensi keahliannya, yang
kedua.... eee..... tugas-tugas yang pernah Kita berikan

sebelumnya, pengalaman-pengalaman yang di telah
dimilikinya, dan insaloh sudah sesuai (wawancara pada hari
sabtu, 16 maret 2019 di ruang tamu sekolah SMA Negeri 1
Grati)
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Berdasarkan penelitian dan observasi peneliti, dapat
disimpulkan bahwa sumbe rdaya manusia terkait keberadaan panitia
PPDB di SMA Negeri 1 Grati ini sudah mencukupi dan memadai,
yaitu sekitar 25 orang, oleh karena itu tidak mengalami kekurang
panitia ketika pelaksanaan PPDB sedang berlangsung. pemilihan
panitia  PPDBnya pun sudah menyesuaikan dengan keahlian,
kemampuan serta melihat kompetensi yang dimiliki masing-masing

dari panitianya.

Informasi

Sumber daya yang bekaitan dengan informasi ini penting untuk
menyadarkan bagi para implementor, agar tidak melakukan kesalahan
dalam  menginterprestasikan  tentang  bagaiamana  untuk
mengimplementasikannya, serta dapat mematuhi apa yang menjadi
tugas dan tanggungjawabnya. Berkaitan pemberian informasi yang
relevan dari pemerintah, sekolah terutama panitia merasa informasi
yang diberikan sudah relevan karna sudah ada juknis dalam PPDB ini,
seperti yang dikatakan oleh Pak Zulfar selaku ketua panitia PPDB
menyatakan bahwa:

“iya ...1ya selam ini semua informasi yang disampaiakn sudah

relevan atau sudah sesuai dengan ... yang harus dilakukan

dengan sistem penerimaan peserta didik baru ini” (wawancara

pada hari sabtu, 16 maret 2019 di ruang tamu sekolah SMA
Negeri 1 Grati)
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Penyataan yang sama juga dinyatakan oleh pak Mustofa selaku

ketua panitia PPDB mengatakan bahwa:

“vya.... sudah relevan melalui juknis itu tadi mbak. eee. di buku
panduan itu sudah jelas yaa misalnya eee.... antar provinsi ya
itu ada prosetasenya, antar kabupaten itu ada prosentasenya jadi
sekolah ini boleh menerima kalau dari kabupaten lain ini sekian
persen, kembali lagi ke juknis itu, antar provinsi antar
kabupaten, antar zona itu ada prosentasenya.” (wawancara pada
hari Senin , 4 maret 2019, di gazebo SMA Negeri 1 Garti)

Gambar 15. Syarat Pendafatran PPDB
Sumber : Dokumen SMA Negeri 1 Grati

Gambar di atas dapat diketahui bahwa tekait informasi pagu sudah
dapat di ketahui presentasenya berapa peserta didik baru yang diterima,
penerimaan tersebut sudah disesuaikan dengan juknis yang ada dari
Dinas Provinsi Jawa Timur.

Melengkapi pernyataan tersebut bahwa informasi yang diberikan
sudah cukup jelas seperti yang dikatakan oleh ibu Yuli selaku bendahara
PPDB mengatakan bahwa :

“kalau informasinya sudah cukup jelas dan dimengerti,
contohnya begini ketika ada siswa yang rumahnya grati dia mau
daftar di grati berarti di termasuk zona dalam, itu kita beri
wawasan, 000... betul kamu masuk disini dan sebagainya. tetapi
ketika ada siswa anak salah satu guru dari sini, itu rumahnya

grati tapi kepingin daftar di SMA 2. SMA 2 kota berarti itu di
luar zona, kalau diluar zona itu nilai kan ada perkalian-perkalian
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Khususnya, maka dan itu ya.. disana juga mendapatkan
pengertian kamu kalau daftar disini dengan luar zona, itu
kebijakannya seperti ini, perkalianya seperti ini, peluang
masuknya seperti itu... dijelaskan semua” (wawancara pada
hari Senin, 25 Februari 2019 di ruang BK sekolah SMA Negeri
1 Grati).

Sementara untuk ketidakpatuhan panitia itu sendiri dapat di
kontrol oleh pihak-pihak yang berkaitan, Seperti yang dikatakan oleh
Pak Mustofa selaku ketua panitia PPDB mengatakan bahwa: .

“Untuk panitianya yaaa saya Kkira...... ya harus ya, sifatnya
disini fardhu ain, fardhu ain untuk mengikuti juknis yang sudah
ada, kebijakan-kebijakan yang telah diaplikasikan yang telah
dibuat dirangcang oleh pemerintah provinsi jawa timur, eeee
untuk ketidakpatuhan itu mungkin bisa di kontrol yaaa, jadi
setiap pengumuman itu kan semuanya harus di sampaikan ke
provinsi, siapa saja yang diterima nanti sesuai atau tidak,
dikoreksi disana, misalnya pagunya berapa... mengambil
berapa kelas, prosentasenya ini dan seterusnya itu dikoreksi
juga, baru nanti di tanda tangani oleh kepala dinas, saya kira itu
merupakan alat kontrol juga yaaa dari dinas provinsi jawa timur
bahwa semua pengumuman eee. .. yang berkaitan dengan PPDB
itu ditandatangani oleh kepala Dinas Provisni Jawa Timur*
(wawancara pada hari Senin , 4 maret 2019, di gazebo SMA
Negeri 1 Garti)

Panitia PPDB sudah mematuhi peraturan yang ada seperti yang
dikatakan oleh Pak Zulfar selaku panitia PPDB menyatakan bahwa:

“data kepatuhannya....ya... tergantung sekolah masing-masing
kalau disekolah kita, data kepatuhan yang Kita lakukan ya sesuai
dengan porsi yang ada. kita tidak melebihi presentase yang
sudah di tentukan oleh PPDB, apakah itu penerimaan jalur
regular, prestasi maupun tidak mampu, kalaupun di tidak
mamapu tidak ada peserta didik yang mendaftar karena
memang tidak sesuai dengan persyaratan karna memang tidak
sesuai dengan ya memang tidak kita terima... artinya
yaa...bangku itu akan kosong gitu, karena di pagunya itu sudah
ditentukan, satu pagu atau satu kelas itu maksimal 36 siswa
gitu” (wawancara pada hari sabtu, 16 maret 2019 di ruang tamu
sekolah SMA Negeri 1 Grati)
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Adanya pengawasan dari beberapa instansi yang melihat
pelaksanaan PPDB, seperti yang dikatakan oleh Ibu Yuli selaku

bendahara PPDB.

“selama proses PPDB itu ada pengawas yang datang. tetapi dari
provinsi jawa timur 1 orang dari dinas kabupaten pasuruan 1
orang, pengawas SMA 1 orang, ada mereka tetap berkunjung
disini untuk melihat proses, karena dilihat juknis dan sebagainya
ada juga penilaian dari pengawas.” (wawancara pada hari Senin,
25 Februari 2019 di ruang BK sekolah SMA Negeri 1 Grati).
Dari hasil wawancara dan observasi penelitian ini, dapat
disimpulkan bahwa berkaitan dengan sumber daya informasi yang
diberikan sudah cukup jelas dan relevan karena terdapat juknis yang
didalamnya sudah menjelaskan tata cara pelaksanaan PPDBnya
seperti apa dan isi dalam juknispun juga sangat lengkap, serta panitia
PPDB juga sudah mengerti mengenai perkalian nilai dalam proses
PPDB ini. kemudian berkaitan dengan data ketidak patuhan dalam
pelaksanaan PPDB sistem zonasi ini selalu di kontrol oleh kepala
sekolah, ada pengawas yang melihat dan juga melakukan penilaian
proses PPDB ini. serta dapat diketahui bahwa pelaksanaan PPDB di
SMA Negeri 1 Grati ini terdapat 2 sistem pendaftaran yaitu melalui
online dan offline.
3) kewenangan
Sumber daya yang berkiatan dengan kewenangan atau
pengambilan keputusan sendiri bagaimana untuk

mengimplementasikan sistem zonasi dalam PPDB ini. Kenyatanya

panitia tidak diberikan wewenang untuk mengambil keputusan
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sendiri, karena zonasi itu ditetapkah oleh pemerintah jadi sekolah
terutama panitia PPDB mengikuti aturan dan juknis yang ada. Seperti
yang diungkapkan oleh Ibu Yuli selaku bendahara PPDB .

“tidak..... tidak diberi kewenangan keputusan sendiri semua
tergangtung dari aturan zonasi yang ada, jadi kebijakan
berdasarkan aturan dan juknis yang diterapkan di sekolah ini
melalui pemerintah juknisnya, zona hanya ditetapakan oleh
pemerintah, tidak bisa ditentukan sendiri, karena zona itu sudah
ditentukan, nanti kalau ada juknisnya. Misalnya SMA Negeri 1
Grati itu zonanya kecamatan apa saja, jadi misalnya rumahnya
kecamatan ini zonanya SMA mana saja, sudah itu kalau di luar
itu perkalian nilainya kan beda ” (wawancara pada hari Senin,
25 Februari 2019 di ruang BK sekolah SMA Negeri 1 Grati).

Hal yang sama dikatakan oleh pak Mustofa selaku katua PPDB
mengatakan bahwa:

“eeee.... tidak tidak, jadi semuanya eee... itu diatur dan harus
sesuai dengan juknis (petunjuk teknis) pelaksana teknis
pelaksana, tidak boleh kita mengambil eeee... keputusan yang
menyebal yaa. atau menyimpang dari juknis yang sudah ada,
kalau memang semisal di juknis tidak ada eee... biasanya dari
MKKS itu juga ada membahas, kemudian keputusan kebawah
itu stretmenya juga nanti seragam” (wawancara pada hari Senin,
4 maret 2019, di gazebo SMA Negeri 1 Garti)

Penjelasan berkitan dengan wewenagpun juga dinyatakan oleh
pak Zulfar selaku panitia PPDB mengatakan bahwa:

“kalau keputusan-keputusan secara mendasar saya kurang tau,
karena saya bukan pengambil keputuasan...juga bukan
bagiannya, yang saya tau adalah ketika melakukan proses
penerimaan ya... kita melakukan sesuai dengan wewenang dan
tanggung jawa saya sebagai operator” (wawancara pada hari
sabtu, 16 maret 2019 di ruang tamu sekolah SMA Negeri 1
Grati)
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Berdasarkan hasil di atas maka dapat disimpulkan bahwa
berkaitan dengan wewenang atau pengambilan keputusan sendiri
panitia PPDB tidak mempunyai wewenang dalam menentukan
keputusan yang berkaitan dengan PPDB malalui sistem zonasi di
SMA Negeri 1 Grati ini. Semua yang berkitan dengan zona/jarak,
pagu siswa sudah ditentukan oleh Dinas Pendidikan, sekolah hanya
menjalankan sesuai dengan peraturan yang ada.

4) Sumberdaya Fasilitas

Sumberdaya fasilitas merupakan sarana yang digunakan untuk
mengoprasionalkan pengimplementasian ini, tanpa adanya fasilitas
yang mendukung maka proses implementasi tersebut tidak akan
berhasil. Sekolah disini menfasilitasi semua kebutuhan calon peserta
didik baru dimulai dari menyediakan komputer sampai print berkas
dilakukan dan disediakan di sekolah SMA Negeri 1 Grati. Seperti
yang diungkapkan oleh Pak Mustofa selaku ketua PPDB mengatakan
bahwa:

“ooo00 tidak tidak, kita sudah cukup untuk.... eeceeee.. apa

melaksanakan PPDB itu, kita punya 4 lab komputer ya... punya

ini kemudian bahkan kita membantu yaaa untuk siswa
yang...yang barang kali onlinenya itu tidak bisa gituu yaaaa kan
sesungguhnya ini mandiri mbak untuk yang online itu.

Seharusnya di apa... daftar dari rumah dan seterusnya, mandiri

tidak di bantu oleh sekolah tetapi sekolah ini membuka yaaa

barang kali ada saudara-saudara Kkita yang tidak bisa itu

“(wawancara pada hari Senin , 4 maret 2019, di gazebo SMA
Negeri 1 Garti)
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Gambar 16. Ruangan Lab Komputer
Sumber : Dukumen penelitia, 2019

Pernyataan yang sama dikatakan oleh Ibu Yuli selaku bendahara
PPDB mengatakan bahwa:

“untuk pelaksanaan PPDB fasilitas gedungnya sudah tersedia,
lab komputer untuk anak-anak yang mau mendaftar ke SMA
Negeri 1 Grati sudah tersedia tidak ada keterbatasan fasilitas dan
peralatan ““ kemudian “lab komputer, sampai cetak format bukti
pendaftaran pun bisa dicetak di sekolah ini, fasilitas semua
sudah tersedia di sini.” (wawancara pada hari Senin, 25 Februari
2019 di ruang BK sekolah SMA Negeri 1 Grati).

Gambar 17. Bukti Validasi Pendaftaran PPDB
Sumber : Dokumen SMA Negeri 1 Grati

Mengenai sumber daya keuangan sendiri dalam implementasi
sistem zonasi dalam PPDB di SMA Negeri 1 Grati tidak ada biaya

dalam pendafataran PPDB, serta dari pemerintah juga tidak
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memberikan subsidi untuk PPDB ini. Seperti yang dikatakan oleh Ibu
Yuli selaku bendahara PPDB.

“tidak ada gratis....... Untuk siswanya gratis, tapi tidak ada
subsidi dari pemerintah, kita internet model sendiri, komputer
modal sendiri, tinta modal sendiri, mandiri tetapi tidak boleh
narik, sekolah pusing sendiri, gartis tapi di bebani sebanyak itu,
Iya masak panitianya tidak mau dikasih minuman jika menjaga
PPDB sampai sore... sementara untuk pendafataran PPDB yaaa
gratis.” (wawancara pada hari Senin, 25 Februari 2019 di ruang
BK sekolah SMA Negeri 1 Grati).

Pernyataan tersebut juga dibenarkan oleh pak Zulfar yang

mengatakan bahwa:

“tidak ada.... jadi sistem zonasi yang ada sesuai dengan
ketetapan yang ada di provinsi itu tidak ada biaya apaupun, tidak
dikenai biaya apapun, meskipun mereka datang kesekolah
menggunkan fasilitas sekolah kemudian menggunakan jaringan
sekolah juga tidak ada pungutan apa-pa” (wawancara pada hari
sabtu, 16 maret 2019 di ruang tamu sekolah SMA Negeri 1
Grati)

Gambar 18. contoh formulir PPDB
Sumber : dokumen Peneliti, 2019

Dapat dilihat pada gambar di atas bahwa panitia sudah
menyediakan formulir pendafatran PPDB lengkap dengan mapnya.

segala fasilitas sudah disediakan oleh panitia PPDB.
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Dari hasil wawancara dan observasi peneliti maka dapat
disimpulkan bahwa sekolah tidak ada keterbatasan fasilitas yang
berkiatan dengan sarana dan prasarana yang digunakan dalam proses
pelaksanaan PDDB ini.  bahkan panitia menyediakan segala
perlengkapan mamadai ketika pelaksanaan pendaftaran PPDB. seperti
gedung, komputer beserta jaringan dan alat percetakan seta kertas
sudah tersedia serta mencukupi. sehingga proses pendaftaran online
maupun offline dapat berjalan dengan lancar. kemudian terkait biaya
pedaftaran PPDB di SMA Negeri 1 Grati ini gratis tanpa adanya
pungutan biaya apapun dari sekolah.

3. Disposisi (sikap)

Disposisi (sikap) merupakan kemampuan implementor dalam
menjalankan segala kegiatan dengan baik, memahami maksud serta
tujuan yang telah ditentukan sehingga mampu dilaksanakan dengan baik.
Implementasi akan berjalan dengan baik tidak hanya di tentukan oleh
sejauh mana para implementator mengetahui apa yang di lakukan dan
mampu melakukanya, namun juga ditentukan oleh kemauan para
implementornya yang memiliki disposisi yang kuat untuk
mengimplementasikan sistem zonasi dalam PPDB di SMA Negeri 1

Grati ini.
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1) Pengangkatan Birokrasi

Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-
hambatan yang nyata terhadap proses pengimplementasian ini, bila
para pelaksana tidak melaksanakan aturan-aturan yang di inginkan
oleh pejabat-pejabat tinggi. Dalam pemilihan panitia PPDB di SMA
Negeri 1 Garti berdasarkan kompetensi yang dimiliki seperti yang
dikatakan oleh pak Mustofa selaku ketua panitia PPDB mengatakan
bahwa:

“Pemilihanya berdasarkan ee... kompetensi ya... kompetensi
yang dimiliki, jadi ada teman-teman yang memang spesifik
eee... sudah kita tugasi di IT, gitu ya.. ada yang diperlengkapan,
ada yang didokumen, itu sesudah kita sesuaikan dengan apa yaa
keahlian dengan kemampuan yang dimiliki” (wawancara pada
hari Senin, 4 maret 2019, di gazebo SMA Negeri 1 Grati)

Lain halnya yang dikatakan oleh pak Nasori yang berpendapat
menangani pemilihan panitia PPDB mengatakan bahwa:

“Gini panitia itu biasanya kalau di SMA Grati itu pemerataan,
jadi di awal tahun itu pemerataan.... ooo lek wees mari yo wees
endaak gitu lho. berarti... jadi secara global mbak,,,dalam satu
tahun itu jadi di acak mbak.saya tidak boleh merangkap panitia
berapa kali. orang-orang itu tok ya...itu prinsipnya disana.
keculai yang IT itu sama BK jadi panitia yang tetap itu ya IT
dan BK mbak karena kan mereka melihat bakat anak, IT sesuai
dengan alatnya. selain itu sudah perputaran sudah mbak. intinya
kesana jadi opo yooo pemerataan untuk punya pengalaman,
karna kan begini, menjadi panitia itu kan nanti juga berfungsi
untuk point tugas tambahan dia.... kenaikan pangkat atau apa...
jadi itu intinya” (wawnacara pada hari Senin , 4 maret 2019, di
depan kelas SMA Negeri 1 Garti)

Panitia PPDB cenderung mengikuti perintah dan taat kepada
juknis yang sudah ada. Seperti yang dikatakan oleh Pak Mustofa

selaku ketua PPDB.
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“eeeee.... Karna kita sudah ngeplod bahwa pekerjaan ini sesuai
dengan...sesuai dengan eeeee...juknis yang ada yaa maka
mereka semua kecenderunganya yaaa mengikuti, taat, nurut
yaaaa kepada juknis yang sudah ada. Artinya tidak ada....
keinginan atau kecenderungan untuk ini juknisnya ini tidak
bener .... tidak ada begituuu jadi semuanya eeee.... taat kepada
juknis yang sudah ada. “(wawancara pada hari Senin , 4 maret
2019, di gazebo SMA Negeri 1 Garti)

Pernyataan yang sama dikatakan oleh pak Zulfar selaku panitia
PPDB mengatakan bahwa:

“yaa... eeee... setiap sekolah yang melaksanakan PPDB online

sesuai dengan juknis yang ada.. ya pasti la kita mengikuti aturan

itu sesuai yang telah ditetapkan. tidak mungkin kita melenceng
dari krteria yang sudah ditetapkan apakah dari sisi pagu yang
harus diterima,,,apakah dari sisi operator dalam memberikan
pelayanan terhadap siswa baru, maupun yang lainya”

(wawancara pada hari sabtu, 16 maret 2019 di ruang tamu

sekolah SMA Negeri 1 Grati)

Selain itu, adanya panitia PPDB yang telah membantu calon
siswa yang tidak tahu cara pendafatran online ke SMA Negeri 1 Grati,
meluangkan waktu untuk melayani dan memberikan arahan kepada
mereka, seperti yang dikatakan oleh Pak Mustofa selaku ketua panitia
PPDB.

“Yaaa. Ya sudah, bahkan menurut saya lebih baik gitu lho ya...

adanya apa... membantu ya, membantu yang tidak bisa online

di sekolah ini, menyediakan waktu, menyediakan fasilitas kan

gitu. Kan ada sebagian masyarakat yang tidak punya perangkat

untuk bisa online di rumah seperti itu. “(wawancara pada hari

Senin , 4 maret 2019, di gazebo SMA Negeri 1 Garti)

Kemudian berkaitan dengan keseriusan para panitia untuk
mengimplementasikan kebijakan ini dibuktikan dengan para pihak

panitia PPDB yang selalu melakukan koordinasi kepanitian seperti

yang dikatakan oleh ibu Yuli selaku bendahara PPDB.
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“bagus sekali ditunjukan dengan apa bagus sekali, sebelum
pelaksanaan PPDB Kita pasti kalau sudah dapat juknis rapat
koordinasi minimal 2-3, sebelum pelaksanaan PPDB Kali,
menjelang pelaksanaan PPDB kita masih rapat koordinasi,
setelah pelaksanaan Kkita laporan pelaksanaan koordinasi,
bertahap gitu ya” (wawancara pada hari Senin, 25 Februari 2019
di ruang BK sekolah SMA Negeri 1 Grati).

Gambar 19. Pendaftaran PPDB Offline
Sumber : dokumentasi peneliti, 2019

Semua panitia PPDB pada saat itu bersikap sangat baik dan
sopan terhadap mereka bahkan panitia membantu calon siswa untuk
mengisi formulir. Ibu Wahyuni selaku orang tua dari calon siswa
membenarkan adanya kegiatan tersebut dimana panitia memang
membantu anaknya pada saat pengisian formulir dan panitia juga
bersikap sopan kepadanya dan anaknya.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti dapat
disimpulkan bahwa pemilihan panitia PPDB di SMA Negeri 1 Grati
ini sudah berdasarkan kemampuan kompetensi yang dimiliki, selain
itu dalam proses pemilihannya itu setiap tahun dilakukan secara acak
dimana setiap guru di SMA Negeri 1 Grati mempunyai kesempatan
yang sama untuk mendapatkan pengalam sebagai panitia PPDB.

kemudia berkaitan kemauan panitia PPDB ini terlihat sangat antusias
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dimana panitia melayani calon peserta didik dengan sopan dan
membantu mengisi formulir pada saat pendaftaran PPDB sedang
berlangsung, sering melakukan koordinasi sebelum, saat pelaksanaan
PPDB dan sesudah PPDB. Serta panitia dalam menjalankan tugasnya
selalu taat kepada perintah dan peraturan yang ada.
2) Insentif
Insentif ini dilakukan agar dapat mengatasi masalah tentang
kecenderungan para implementor dengan memanipulasi insentif.
adanya insentif yang diberikan kepada panitia PPDB di SMA Negeri
1 Grati yang berupa makanan dan minuman. seperti penyataan dari
ibu Yuli selaku bendahara PPDB yang mengatakan bahwa :
“Kalau dari pemerintah tidak ada insentif, tapi kalau dari
sekolah ya kita usahakan dapat insentif, seperti yang tadi
dibilang masak tidak ada seger-segernya, yang datang dari jam
7 sampai 4 sore..... Paling tidak memberi kue, minum sama

makan” (wawancara pada hari Senin, 25 Februari 2019 di ruang
BK sekolah SMA Negeri 1 Grati).

Penyataan yang sama dikatakan oleh pak Zulfar mengatakan
bahwa:

“insentif dari sisi kepanitiaan itu ada.... diambilkan dari
sumberdana saya juga kurang tau dari mana, yang jelas ada laah,
ada bagi semua kepanitian dan operator PPDB dari sekolah, dari
pemerintah saya kurang tahu karena itu urusanya bendahara”
(wawancara pada hari sabtu, 16 maret 2019 di ruang tamu
sekolah SMA Negeri 1 Grati)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti maka dapat

disimpulkan bahwa adanya insentif, yaitu insentif dari sekolah yang

berupa makanan dan minuman yang disediakan oleh sekolah dan
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diberikan kepada panitia PPDB selama proses pelaksanaan
pendaftaran PPDB sedang berlangsung yang sumerdananya dari
sekolah. Sementara dari pemerintah tidak ada sumberdaya anggaran
yang khusus untuk pelaksanaan PPDB ini.
4. Struktur birokrasi
Struktur  birokrasi juga menentukan keberhasilan dalam
pengimplementasian ini, jika struktur birokrasi itu telah terstruktur
dengan baik maka akan mempermudah  mereka dalam
mengimplementasikannya. struktur birokrasi mencangkup fragmentasi
dan standar oprasional prosedur (SOP) yang akan memudahkan dan
menyeragamkan  tindakan dari para pelaksana kebijakan dalam
melaksanakan apa yang menjadi tanggungjawabnya berdasarkan bidang-
bidangnya. Tentang struktur organisasi sekolah dan struktur kepanitiaan
yang sudah tersedia di sekolah SMA Negeri 1 Grati, struktur organisasi
pun sudah tersusun dengan rapi dan terstruktur.
1) Standart Oprasional Prosedur (SOP)

SOP merupakan sebuah prosedur-prosedur kerja ukuran
dasarnya. adanya SOP dapat meminimalisir waktu yang digunakan,
menyeragamkan kegiatan serta kesamaan yang besar dalam
menerapkan peraturan-peraturan yang ada. Berkaitan dengan adanya
SOP tersebut pihak sekolah mengacu pada juknis yang ada sebagai
pedoman dalam melaksanakan implementasi kebijakan ini. seperti

yang dikatakan oleh pak Mustofa selaku ketuan panitia PPDB.
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“SOPnya yaa.... Itu tadi mbak berbentuk juknis itu ya....”
(wawancara pada hari Senin , 4 maret 2019, di gazebo SMA
Negeri 1 Garti)

Sama halnya seperti yang dikatakan oleh pak Nasori selaku
panitia PPDB.

“ada... dari pemerintahan.. gabung sama juknis itu kayaknya

mbak.” (wawnacara pada hari Senin , 4 maret 2019, di depan

kelas SMA Negeri 1 Garti)

Diperkuat lagi penyataan dari Ibu Yuli selaku bendahara PPDB
mengatakan bahwa :

“kalau kita adanya juknis (petunjuk teknis)” (wawancara pada

hari Senin, 25 Februari 2019 di ruang BK sekolah SMA Negeri

1 Grati).

Selain itu pihak sekolah juga membuat SOP sendiri berkaitan
dengan alur pendaftaran di SMA Negeri 1 Grati yang berbentuk
Prosedur pelaksanaan PPDB agar proses pendafataran berjalan
dengan baik. Seperti yang dikatakan oleh ibu minuk sebagai orang tua
dari calon siswa.

“kalau prosedur kan memang sudah sesuai aturan,,, mungkin ya

sudah baik mbak.. masalah sesuai aturan ya pasti sesuai aturan

yaa..di taati iyaa.. kalau tidak menurut aturan kan mencolot-
mencolot ndak karuan kan ini sudah di tata dengan cara antrian
nomer itu kan berarti dia sudah melaksanakan sesuai prosedur

ituuu” (wawancara pada hari selasa , 18 juni 2019 di depan
lapangan sepak bola sekolah SMA Negeri 1 Grati).
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Sumber: peneliti, 2019
Berikut alur pendafatraan di SMA Negeri 1 Grati dengan

pendafatran offline.

Gambar 21. Prosedur PPDB offline
Sumber: Dokumen SMA Negeri 1 Grati, 2019

Dapat dilihat dari gambar di atas bahwa pelaksanaan kebijakan
sistem zonasi dalam PPDB di SMA Negeri 1 Grati sudah mempunyai
SOP sebagai alur pendaftaran PPDBnya.

Berdasarkan wawancara dan observasi maka dapat disimpulkan
bahwa terdapat SOP dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi
dalam PPDB di SMA Negeri 1 Grati ini yaitu SOP berbentuk juknis
sebagai pedoman pelaksanaan PPDB dan adanya aluur pendaftaran
PPDB yang di buat oleh panitia PPDB untuk menyeragamkan
kegiatan pada saat proses pelaksanaan pendaftaran. dan juga SOP

yang berdasarkan Pergub No 23 tahun 2019 tentang pedoman PPDB.
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2) Fragmentasi
Fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab kepada
beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi.
Seperti penyataan yang dikatakan oleh Ibu Yuli selaku bendahara
mengatakan bahwa:

“kalau susunan kepanitiannya sendiri disini ini ada... yang
pertama itu penanggung jawab kemudian ketua, sekretaris,
bendahara, bagian konsumsi dan ada teknisi.....atau tim IT ya...
Kemudian ada yang bagian pembagian seragam juga disini ”
(wawancara pada hari Senin, 25 Februari 2019 di ruang BK
sekolah SMA Negeri 1 Grati).

“pemberian perintah kepada panitia PPDB sudah sesuai dengan
job deskripsinya masing-masing berdasarakan kesesuaian
keterampilannya, misalkan yang IT yaa dibagian PPDB
onlinenya yang bukan IT ya dibagian PPDB offlinenya.”
(wawancara pada hari Senin, 25 Februari 2019 di ruang BK
sekolah SMA Negeri 1 Grati).

Melengkapi peryataan tersebut hal sama dikatakan oleh pak H.
Zaenal selaku kepala sekolah mengatakan bahwa:

“insaaloh demikian yaaa.... mereka itu dengan isthing saya
kepala sekolah memberikan tugas itu yang sesuai dengan apa
ya.. kompetensi mereka ya..terutama di basis tim IT yaaa. karna
itu sentralnya yaa...” (wawnacara pada hari Rabu, 19 Juni 2019,
di ruang kepala sekolah SMA Negeri 1 Garti).

Gambar 22. SK Kepanitiaan PPDB
Sumber : SK kepala sekolah SMA Negeri 1 Grati, 2019
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Dapat dilihat pada gambar di atas bahwa di SMA Negeri 1 Grati
sudah terdapat struktur pembagian tugas dalam melaksanakan PPDB
sistem zonasi ini dapat dilihat dari SK kepanitiaan dari kepala sekolah
yang berkaitan dengan pembagian tugas dan tanggungjawabnya
masing-masing.

Lain halnya yang dikatakan oleh pak Mustofa selaku ketua
PPDB mengatakan bahwa:

“ya, biasanya kebijakan itu nanti di.... Dipahami pertama dulu
yaa... kalau disini ya di pimpin oleh kepala sekolah, kita
diskusikan terlebih dahulu, juknis seperti itu...kemudian baru
kita eee.... Membuat jadwal, membuat pembagian tugas seperti
itu, kepada semua staf panitia yang ada.” (wawancara pada hari
Senin , 4 maret 2019, di gazebo SMA Negeri 1 Garti)

Berdasarkan pembagian tugas tersebut panitia PPDB sangat
telihat antusiasnya dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Seperti
yang dikatakan oleh lbu Yuli selaku bendahara mengatakan bahwa:

“untuk panitia dan atasan itu selalu berkomunikasi dalam hal
kebijakan apapun di dalam PPDB sistem zonasi, panitia sudah
menjalankan fungsinya dengan baik, begitu juga atasan
memberikan apa-apa yang perlu dilakukan atau dilaksanakan
selama PPDB dalam sistem zonasi.” (wawancara pada hari
Senin, 25 Februari 2019 di ruang BK sekolah SMA Negeri 1
Grati).

Penyataan yang sama dikataka oleh pak H. Zaenal selaku kepala
sekolah mengatakan bahwa:

“baik... kita selalu sering berkoordinasi kalau hal penting
langsung dari WA ini, kumpul jam berapa, kumpul koordinasi,
besonya ayook kumpul koordinasi. kalau pas pihak kira-kira
sudah sudah over time disekolah seumpama sudah sore kog ada
maslah disekolah sudah melalui WA teman-teman melalui WA”
(wawnacara pada hari Rabu, 19 Juni 2019, di ruang kepala
sekolah SMA Negeri 1 Garti).
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Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti dapat
disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan sistem zonasi dalam PPDB

di SMA Negeri 1 Grati ini sudah terdapat pembagian tugas kepanitian

yang berdasarkan SK kepanitian kemudia dalam SK tersebut sudah

disesuiakan dengan job deskripsinya masing-masing. dan panitia juga
mempunyai sikap antusias dalam melaksanakan kebijakan ini dimana
panitia sering melaksanakan koordinasi terkait PPDB ini. sehingga
tidak ada kendala apapun karena tugas dan tanggungjawabnya telah
disesuaikan dengan komptensinya.
d. Faktor yang menjadi Pendukung dan Penghambat Implementasi
Sistem Zonasi dalam PPDB di SMA Negeri 1 Grati.

Berjalanya proses implementasi tidak akan terlepas dari adanya
faktor yang mempengaruhi dalam proses pelaksanaan sistem zonasi dalam
PPDB di SMA Negeri 1 Grati. Di sini terdapat dua faktor yang
mempengaruhi proses dalam mengimplementasikan ini, yaitu adanya faktor
pendukung dan faktor penghambat, dalam proses pengimplementasian
tidak akan terlepas dari kedua faktor tersebut. faktor pendukung dan faktor
penghambat dalam proses implementasi sistem zonasi dalam PPDB di SMA

Negeri 1 Grati sebagai berikut:
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a. Faktor pendukung

Dalam pengimplementasian itu pasti terdapat faktor pendukung
sebagai pendorong terealisasinya kegiatan dengan baik dan sesuai
dengan tujuan yang diharapakan. Dengan adanya dukungan dari para
implementor dalam pengimplementasian sistem zonasi dalam PPDB ini
agar mereka bisa menjalankannya dengan sungguh-sungguh.

Faktor pendukung dalam implementasi sistem zonasi dalam PPDB
di SMA Negeri 1 Grati ini adanya sumberdaya manusia dan fasilitas yang
mencukupi dan memadai dalam melaksanakan pendaftaran PPDB ini.
seperti yang dikatakan oleh pak Zulfar selaku panitia PPDB mengatakan

bahwa:

“eeee.... kalau dari sisi perangkat kemudian infrastruktur yang kita
miliki ~ termasuk SDM dari sisi kepanitiaan insaloh tidak
ada...”(wawancara dengan pak zulfar pada hari sabtu , 16 maret
2019, di ruang tamu SMA Negeri 1 Garti)”

“kalau fasilitas ya kita sediakan ruang lab komputer, kemudian
ada ruang khusus untuk pengisian data.....kemudian ada....
fasilitas komputer dan internet tentunya termasuk cetak kartu
peserta, untuk percetakan kartu peserta, di sisi yang lain pada saat
pengumuman Kita juga siapkan web yang berisi informasi-
informasi terkait PPDB, baik proses pendafataran kemudian seleksi
dan penerimaan” (wawancara dengan pak zulfar pada hari sabtu ,
16 maret 2019, di ruang tamu SMA Negeri 1 Garti)”

Penyataan yang sama dikatakan oleh pak Nasori selaku panitia
PPDB.

“Mendukung.... karena satu, dari IT kita mendukung kan lengkap
yang satu itu, kedua kalau sistem zonasi itu kan kita punya web
juga kan.... kita bisa tonjollkan prestasi sekolah lewat dari situ..
berarti kan mendukung, ITnya mendukung, dari sistem onlinenya
juga kita medukung. dalam arti website kita kan kita abdet terus
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gitu” (wawancara pada hari Senin , 4 maret 2019, di depan kelas
SMA Negeri 1 Garti)

Selain sumberdaya manusia dan fasilitas yang memadai disini juga
terdapat disposisi dari panitian PPDB serta disposisi dari masyarakat.
seperti yang dikatakn oleh Ibu Yuli selaku bendahara PPDB mengatakan
bahwa:

“mendukung karna kita sebagai bawahan harus melaksankan
PPDB sistem zonasi ini, kalau saya rasa setiap sekolah pasti patuh
dengan kententuan-ketentuan yang ada, karna ini sistemnya adalah
dari pemerintah tidak mungkin di langgar aturannya.” (wawancara
pada hari Senin, 25 Februari 2019 di ruang BK sekolah SMA
Negeri 1 Grati).

Pernyataan yang sama dikatakan oleh pak Fiki selaku panitia
PPDB.

“mendukung itu pasti... kan ya baik masyarakat maupun dari
sekolah-sekolah eeee... semua yang disini, kita tetap
berkomunikasi  dengan  pemerintah  khususnya cabding
yaa..berkomunikasi, intinya kita tetap memainkan peran disitu,
kemudian kita mengoptimalkan yang ada di sekolah khususnya di
bagian IT, kalau saya pahamnya di IT ya...gitu aja.... kalau
masyarakat menerima yaa karena kita ke arahnya melek ke
mileniela bahasanya, sudah di daerah global IT harus sudah jalan,
makanya kita mengoptimalkan fasilitas yang ada di sekolah
khususnya di bagian IT dan pelayanan” (wawancara pada hari
sabtu, 16 maret 2019, di ruang tamu SMA Negeri 1 Garti)”

Pernyataan diperkuat oleh pak Mustofa selaku ketua PPDB
mengatakan bahwa :

“eeee..... masyarakat responya baguuus. eee... tidak ada misalnya
ingin menentang atau tidak mereka semuanya memenuhi ya dari
apa yang ditetapkan oleh panitia, apa yang di informasikan begitu.”
(wawancara pada hari kamis, 4 Maret 2019, di gazebo SMA Negeri
1 Grati)
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Selain disposisi dari masyarakat disini juga terdapat disposisi yang
dinjukan oleh Dinas Pendidikan yaitu seperti yang dikatakan oleh Galih
dalam berita Tribunjatim.com, menerangkan tentang:

“Cabang Dinas Pendidikan Provins Jawa Timur wilayah Pasuruan

kota dan Kabupaten membuka pos pelayanan yang dibuka mulai

pagi sampai sore hari selama hari kerja. pos pelayanan ini melayani
pengaduan sekaligus posko bantuan bagi siswa-siswi SMP yang
kesulitan dalam proses seleksi penerimaan peserta didik baru

(PPDB) tahun ajaran 2019. tidak ada tebang pilih, semuanya

dilayani dengan baik. semua siswa memiliki hak yang sama”

(berita pada hari senin, 17 Juni 2019)

Dari hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan
bahwa yang menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan PPDB ini
yaitu adanya fasilitas seperti komputer beserta jaringanya yang disedikan
oleh sekolah untuk mendukung terlaksananya pendaftaran PPDB sistem
zonasi di SMA Negeri 1 Grati ini dengan lancar, serta adanya
sumberdaya manusia yakni keberadaan panitia PPDB yang mencukupi
dan kompeten. serta adanya disposisi dari panitia PPDB, masyarakat,
Cabang Dinas Pendidikan yang mendukung kebijakan sistem zonasi
PPDB ini.

. Faktor penghambat

Dalam pengimplementasian tidak akan terlepas dari yang namanya
permasalahan yang menjadi penghambat. Faktor penghambat inilah yang
sangat berpengaruh pada proses implementasi sistem zonasi dalam
PPDB di SMA Negeri 1 Grati, salah satunya yakni komunikasi, hal ini

bisa mencangkup trasnmisi ataupun lainya. penyampaian informasi yang

jelas dan tepat merupakan faktor yang penting dalam
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mengimplementasikan sistem zonasi dalam PPDB, infomasi yang jelas
harus bisa dikomunikasikan kepada kelompok sasaran terutama kepada
implementor . dalam pelaksanaan PPDB ini terdapat bebrapa hambatan,
seperti yang dikatkan oleh Pak Mustofa selaku ketua PPDB.

“eee...anu... biasanya kurang bagus... karna juknis itu terlalu
mendadak mbak datangnya kesekolah-sekolah, kalau bisa juknis
itu ya 6 bulan sebelum kalau terlalu dadak itu kan banyak hal yang
harus kita persiapan, misalnya untuk mengrekrutmen siswa baru
kan kita harus bikin banner, harus bikin brosur misalnya, itu kalau
sekolahan Negeri kan, kalau itunya dadak yaa kaa...... agak susah
juga bikin brosurnya, kalau sekolah swasta itu eecee.... Bulan-
bulan ini itu sudah keluar brosur, kalau mereka bisa menentukan
tanggalnya sendiri, sementara kita tidak bisa... sampai saat ini
belum datang, misalnya pendaftaran kapan dan seterusnya.. *
“(wawancara dengan pak mustofa pada hari kamis, 4 maret 2019,
di gazebo SMA Negeri 1 Garti)

Selain itu hambatan lain seperti yang di ungkapkan Pak Fiki selaku
panitia PPDB mengatakan bahwa.

“penghambat kalau dari masyarakat kurang paham zonanya, kan
kalau anak-anak itu kepingin masuk ke sekolah yang di inginkan
gitu ya... yang dari masyarakat itu pemahamanya aja bagaimana
sistem zonasi, aaa ada lagi..... masih baru ingat aku.kadang
kebijakan dari pemerintah itu masalah KK, KK kan yang terbaru
kan, jadi kadang dari webnya itu minta KK yang terbaru jadi harus
mengurus ke capil dan sebagainya itu, akhirnya mereka di tuntut
KK yang terbaru itu yang keluar berapa gitu kemaren yaa.... 6
bulan terakir yaa itu yang sempet akhirnya mereka tertahan di situ”
(wawancara dengan pak fiki pada hari Sabtu, 16 Maret 2019 di
ruang tamu sekolah SMA Negeri 1 Grati)

Penyataan yang sama dikatakan oleh Pak Mustofa selaku ketua
PPDB.

“eeee secara umum tidak ada karna.... kita punya lab komputer ya,
fasilitas-fasilitas lain itu sudah bisa... bisa untuk dimainkan disana,
cuman ada hambatan-hambatan yang... eeee... ini ndak sesuai
dengan juknis yang ada. misalnya, eee ...orang tua sudah lama
disini, hidup disini bersama anaknya, tapi KK masih ada di ... di



125

luar daerah, misalnya KK ada yang dimalang itu, KK ada yang di
Madura, ada yang di sidoarjo, nah ini kalau disimulasikan itu tidak
pilihan SMA N 1 Grati, yang malang ya yaa pilihan SMA 1,2,3,4
malang. yang pamekasan itu yaaa SMA yang ada di pamekasan
sana, karna yang diklikkan adalah KK yaa... jadi anak di sini itu
nempel pada pamanya, nempel pada... eee... kalau yang malang
itu bersama ibunya disini, kalau yang di sidoarjo itu satu sekeluarga
malah itu sudah di sini cuman tidak ada aa... apa yaaa tidak ada
perbaikan administrasi sehingga dampaknya ini, ya itu mungkin
yaa kalau dilihat dari kesalahan yaaa kesalah dari orang itu sendiri
ngapain pindah domisili kog tidak di urus ya gitu saja, eeeee....
solusi yaaa ini... sementara dari pemerintah masih belum ada,
kalau ada kasus seperti itu maka solusinya seperti apa, masih
belum ada gitu, belum ada petunjuk ”(wawancara pada hari kamis,
4 Maret 2019, di gazebo SMA Negeri 1 Grati)

Adapun hambatan yang lain yang berkitan dengan penerimaan
bantuan biaya sekolah bagi keluarga yang tidak mampu, dimana terdapat
calon peserta didik baru yang dirinya mampu namun berpura-bura tidak
mampu seperti yang di ungkapkan oleh Pak Nasori selaku panitia PPDB.

“saya setuju PPDB 20 % apa... menerima dari keluarga kurang
mampu, tapi kadang-kadang faktanya itu kan begini ...anak-anak
itu bukan kurang mampu...kurang mampunya itu kan kita melihat
dari surat itu. Tapi rata-rata kalau kita survei kadang-kadang anak
itu mampu tapi punya keterangan tidak mampu kan masalahnya
disana....akhirnya apa... hak bagi anak yang kurang mampu itu
kan terkurangi oleh anak ini ya itu kan, itu masalahnya disana..
kadang-kadang masalahanya bukan di anak tapi di desa... Saya
survei di alastelogo ini kemaren ini begini.... lho pak saya ini pak
sebenarnya kurang mampu pak, tapi kog ndak masuk..dalam
istilahnya saya ndak mendapat surat keterangan tidak mampu atau
apa yaaa... kartu Indonesia pintar kan itu... kog ngak dapat ...ya
gimana buu....naah.. ya sekali lagi ada... ada tingkat masalah di
desa, jadi di desa itu kalau ndak milih bukan orang kepala desa
walaupun dia ndak mampu ndak dapat kartu indonesia pintar gitu
lho... nah masalahnya disitu..... kalau kita kan dari sekolah ndak
tau itu kan..ndak memastikan yang jelas di sudah persyarat 000 ada
punya syarat kartu Indonesia pintar berarti sudah ndak mampu..
atau apa ikut PKH ya sudah didterima berarti kan dia tidak mampu
gitu ....tapi kalau kita survei...kalau kita survei mbak... bagi yang
tidak mampu kita seurvei ke rumahnya gitu lho...ternyata tidak
gitu lho....ada beberapa yang tidak gitu lho masalahnya di situ
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kasian.”(wawancara pada hari Senin , 4 maret 2019, di depan kelas
SMA Negeri 1 Garti)

Lain halnya penyataan oleh pak H.Zaenal selaku kepala sekolah
mengatakan bahwa:
“kekurangannya..... yaa.... kekurangannya nuun sewuu beneer,
ndak leluasa untuk bisa menerima anak yang berpotensi, contohnya
ada kemaren ada beberapa anak yang baguus ndak bisa, yaaa. kalau
sekolah demi kepentingan jangka pendek, umpama nerobos itu ya
bisa aja, tapi ndak ndak ....itu tadi karna taat aja, kan enak ya dapet
siswa bagus ya...gitu tapi ya itu tadi. Enggeh ““ (wawnacara pada

hari Rabu, 19 Juni 2019, di ruang kepala sekolah SMA Negeri 1
Garti).

Selain penghambat diatas, ada hambatan dari Dinas Pendidikan
yaitu seperti yang dikatakan oleh Denza dalam unggahannya di
suarasurabaya.net menerangkan tentang:

“aksi unjuk rasa wali murid di depan gedung negara grahadi rabu

(19/6/2019) membuat dinas pendidikan provinsi jawa timur

menghentikan sementara pendaftaran PPDb jatim 2019, mereka

minta agar sistem PPDB jatim 2019 dikembalikan seperti sistem

2018 lalu, yang mana nilai ujian nasional menjadi patokan, tanpa

menggunakan ukuran jarak rumah dengan sekolah ™ (berita pada
hari senin, 19 Juni 2019)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas dapat
disimpulkan bahwa ada beberapa hambatan implementasi sistem zonasi
dalam PPDB d SMA Negeri 1 Grati, seperti pemberian juknis yang
terlalu mendadak, masih adanya masyarakat tidak mengetahui informasi
berkiatan dengan zona mereka, kemudian terdapat hambatan kurangnya
persyaratan PPDB berkaitan dengan KK, selian itu masih ditemukan

kecurangan yang di buat oleh masyarakat. tidak hanya itu saja pengambat
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lainya yaitu adanya pemberhentian sementara pendaftaran PPDB oleh
Dinas Pendidikan.
C. Analisis Data dan Pembahasan
1. Implementasi Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Sistem
Zonasi dalam PPDB di SMA Negeri 1 Grati.

Implementasi merupakan salah satu faktor yang sangat penting,
bahkan kemungkina jauh lebih penting daripada perumusannya. suatu
perencanaan jika tidak segera diimplementasikan tidak akan dapat diketahui
tingkat keberhasilanya. Seperti yang dikatakan oleh Gaffar (2009:295)
dalam Lestari (2017), bahwa Implementasi adalah suatu rangkain aktifitas
dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga
kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.
Menurut Grindle dalam Hasbullah (2015: 92) menyatakan bahwa
implemtenasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut-paut
dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam
prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi pendidikan,
melainkan lebih dari itu. tahapan pengimplmentasian kebijakan sangatlah
penting karna dapat menentukan berhasil tidaknya dari kebijakan tersebut.
Menurut Tangkilisan (2008:7) dalam sopianto (2015) bahwa pada dasarkan
implementasi kebijakan adalah bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah
yang dihadapi. Sementara kebijakan pendidikan bertujuan mensejahterakan
masyarakat yang merupakan pelanggan pendidikan, untuk itu dalam

implementasi kebijakan pendidikan, baik pemerintah, masyarakat serta
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sekolah idealnya secara bersama-sama dan saling bahu membahu dalam
bekerja dan melaksankan tugas-tugasnya dan demi suksesnya implementasi
kebijakan pendidikan (Hasbullah,2015: 92).

a. Bentuk Landasan Hukum Sistem Zonasi dalam PPDB.

Konsep sistem zonasi sangat ideal dan baik untuk diterapkan,
sekalipun pengimplementasiannya ke kabupaten/kota dari sisi hukum
masih lemah, tetapi konsistensi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
pada pemerataan pendidikan mendapatkan tanggapan baik oleh para
pihak terkait. Dalam setiap parencanaan dilahirkan oleh para
implementor penyelenggara publik tidak terlepas dari landasan hukum
sebagai dasar fundamental untuk merumuskan perencanaan pendidikan
dan tertibnya pada tataran pengimplementasi. Konsep pendidikan secara
nasional telah telah dirumuskan dalam UUD 1945, dengan pokok kalimat
utama “mencerdaskan kehidupan bangsa”  kalimat bermakna ini
menunjukan bahwa pendidikan merupakah salah satu tujuan dan cita-cita
bangsa Indonesia supaya masyarakat mendapatkan pendidikan yang
berkualitas. untuk itu dalam Permendikbud dijelasakn bahwa adanya
sistem zonasi dalam PPDB ini diupayakan agar pelaksanaanya dapat
berjala secara objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi.
sehingga kedepannya tidak ada lagi yang namanya sekolah favorit dan

tidak, dan pada akhirnya semua sekolah mempunyai kualitas yang sama.
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b. Proses Pelaksanaan sistem zonasi dalam PPDB Di SMA Negeri 1
Grati.

Pelaksanaan sistem zonasi dalam PPDB merupakan langkah yang
diambil oleh pemerintah untuk pemerataan kualitas pendidikan dan akses
layanan kesempatan memperoleh pendidikan di daerah dekat dengan
rumah calon peserta didik baru. Pendidikan merupakan salah satu faktor
penting supaya bisa meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia
(SDM), sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan tinggi
dapat dijakdikan tolak ukur untuk melihat kualitas dari suatu Negara,
oleh karena itu pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk
memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan salah satunya
melalui Permendikbud no 14 tahun 2018 tentang sistem zonasi dalam
PPDB, adanya Permendikbud ini bertujuan untuk pemerataan akses dan
pemerataan kualitas pendidikan, serta ingin menghilangkan dikotomi
atau istilah sekolah fovorit di kalangan masyarakat. pada pelaksaanya
pendaftaran sistem zonasi dalam PPDB di SMA Negeri 1 Grati ini sudah
di atur dan sudah terdapat pedoman sebagai acuan dalam
menyelenggarakan pendftaran PPDB malalui sistem zonasi ini yaitu
adanya juknis (Petunjuk Teknis) yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan

Provinsi Jawa Timur.
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1) Persyaratan PPDB

Dalam penerimaan peserta didik baru telah ditentukan oleh
Pemerintah. persyaratan yang harus di lengkapi oleh para pendaftar
persyaratan yang telah ditentukan oleh Dinas dengan surat Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nomor
188.4/3112/101.7.1/KPTS/2019 vyaitu Juknis (Petunjuk Teknis)
pelaksanaan PPDB jenjang SMA dan SMK Negeri Provinsi Jawa
Timur tahun pelajaran 2019/2020. Dalam menjalankan mekanisme
penerimaan sudah terlaksana dengan maksimal, semua proses PPDB
sudah berjalan sesuai dengan yang ditentukan, meskipun di setiap
jalur pendaftaran akan berbeda persyaratnya, namun panitia dapat
menyelesaikan pelaksanaan PPDB ini tanpa adanya hambatan. baik
kelengkapan berkas yang dibutuhkan sudah terpenuhi semua oleh
calon peserta didik baru.

2) Waktu Pelaksana

Dalam penerimaan peserta didik baru ini telah ditentukannya
waktu pelaksanaan di dalam petunjuk teknis yang dibuat oleh kepala
Dinas Pendidikan. disetiap jalur pendafatran penerimaaan tidak
dilakukan secara bersamaan hal ini dilakukan agar tidak terjadinya
penumpukan pendaftar yang mendaftrakan ke sekolah. adapun
tanggal pendaftaran PPDB ini berlangsung selama 3 periode dimana
periode pertama yaitu pelaksanaan pendaftaran mendapatkan PIN

(Personal Identification Number) dan penentuan titik rumah dengann
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aplikasi geolokasi mulai tanggal 27 Mei-20 Juni 2019. selanjutnya
periode ke dua mulai pendaftaran PPDB dengan Jalur prestasi,
perpindahan orang tua, inklusi dan keluarga tidak mampu yang
dilakukan pada tanggal 11-13 Juni 2019. kemudian periode ke tiga
yaitu pendaftaran PPDB jalur zonasi/ regular dilaksankana pada
tanggal 17-20 Juni 2019.

Disetiap jalur penerimaan peserta didik baru SMA Negeri 1
Grati dapat berjalan dengan baik, walaupun terdapat pemberhentian
sementara PPDBya pada saat proses pendafatran jalur zonasi yang
melalui online. hal tersebut dilakukan oleh kepada Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Timur.

3) Seleksi Calon Peserta Didik

Dalam petunjuk teknis yang dibuat oleh Dinas, penerimaan
peserta didik baru di SMA Negeri 1 Grati yang dilakukan sesuai
dengan juknis. berdasarka data yang ada bahwa sekolah SMA Negeri
1 Garti telah menerima sebanyak 391 peserta didik jumlah tersebut
kurang dari jumlah yang ditentukan yaitu sebanyak 396 penerimaan
peserta didik baru.

Dari keseluruhan peserta didik yang diterima tersebut
merupakan gabungan dari semua jalur penerimaan yaitu PPDB offline
sebanyak 93 peserta didik, kemudian jalur online yaitu melalui jalur
UN sebanyak 100 peserta didik yang diterima dan melalui jalur zonasi

sebanyak 198 peserta didik. jika dilihat dari presentase yang
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ditentukan oleh sekolah disini terlihat bahwa kuota yang telah
ditentukan sama jumlah penerimaan sudah sesuai dengan yang telah
ditentukan dalam juknis yaitu sebanyak 50% penerimaan dari jalur
zonasi.

Berdasarkan penyajian data dan observasi peneliti diketahui proses
pelaksanaan sistem zonasi dalam PPDB di SMA Negeri 1 Grati dirasa
sudah cukup berhasil mencapai tujuan kebijakan tersebut. hal ini dapat
dilihat dari pelaksanaan PPDB yang sudah berjalan dengan baik dan juga
sudah objektif,transparan, akuntabel dan tanpa diskriminasi. salah satu
bentuk objektif yang dilakukan pihak sekolah SMA Negeri 1 Grati yaitu
dengan adanya survei ke rumah calon peserta didik baru yang mendaftar
melalui jalur keluarga tidak mampu. secara transparan dilihat dari jalur
pendaftaran online dimana peserta didik melakukan pendafatran,
pemantauan, dan melihat pengumuman PPDB, secara akuntabel dapat
dilihat adanya pengumuman kuota PPDB yang dipasang di papan
pengumuman sekolah, serta melaporkan penerimaan pagu kepada Dinas
Pendidikan sehingga jika tidak sesuai dengan penerimaan dan laporan
pagu maka sekolah dapat mempertanggungjawabkan itu. secara tidak
diskriminasi yaitu adanya pendaftaran jalur inklusif bagi calon peserta
didik baru di SMA Negeri 1 Grati meskipun tidak ada pendaftar yang

mendaftar pada jalur inklusif.
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c. Pengukuran Keberhasilan Implementasi Sistem Zonasi Dalam
PPDB.

Untuk melihat tingkat keberhasilan dari implementasi sistem
zonasi dalam PPDB di SMA Negeri 1 Grati ditentuka oleh banyak faktor
dan dari masing-masing faktor tersebut saling berhubungan satu sama
lain. adapun faktor-faktor yang dapat dijadikan penjelas pelaksana sistem
zonasi dalam PPDB di SMA Negeri 1 Grati tersebut, berdasrakan teori
dari Edward 111 (1980) yang dikutip oleh Subarsono (2011:91) dalam
Subekti (2017) terdapat empat indikator, berikut akan dijelaskan ke
empat indikator tersebut:

a. Komunikasi Pihak Terkait

Komunikasi  sebagai tolak ukur keberhasilan dalam
mengimplementasikan sistem zonasi dalam PPDB ini. Agustino
(2006:157) dalam subekti M. dkk, (2017) menyatakan bahwa
komunikasi merupakan salah satu variabel penting yang
mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Implementasi yang
efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa
yang akan mereka kerjakan. pengetahuan atas apa yang akan mereka
kerjakan dapat berjalan bila komunikasi dalam implementasi harus di
transmisikan atau dikomunikasikan kepada komite dengan tepat.
Implementasi bisa berjalan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan-
tujuan dapat dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab

untuk diimplementasikan.
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Komunikasi dijadikan sebagai indikator utama dalam
pengimplementasian ini, para implementor sendiri sudah seharusnya
memahami dan mengetahui apa yang seharusnya mereka lakukan,
tentu saja komunikasi tersebut harus tepat dan mudah dimengerti
dengan cermat oleh para pelaksana. komunikasi memegang peranan
penting bagi berlangsungnya koordinasi implementasi. koordinasi
bukanlah sekedar menyangkut persoalan mengkomunikasikan
informasi ataupun membentuk struktur-struktur administrasi yang
cocok, melainkan menyangkut pula persolan yang lebih mendasar,
yaitu praktik pelaksanaannya. karena menurut Agustino (2014:150)
dalam Hasibuan, H. dkk, (2016) informasi yang diketahui para
pengambil keputuasan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang
baik. Apabila penyampaian tidak jelas, tidak memberikan pemahaman
atau bahkan tujuan dan sasaran tidak diketahui sama sekali oleh para
implementor maka kemungkinan akan terjadi suatu penolakan atau
resistensi dari para pelaksananya.

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi
dari pembuat kepada pelaksana. berkaitan implementasi sistem zonasi
dalam penerimaan peserta didik baru PPDB, Dinas pendidikan
Provinsi Jawa Timur sudah berusaha mengkomunikasikan kepada
pihak yang terlibat terutama sekolah dan masyarakat sebagai sasaran

adanya peraturan tersebut.
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Komunikasi juga dilakukan antar Dinas Pendidikan dengan
kepala sekolah, bahkan juga terjadi hubungan timbal balik dengan
adanya komunikasi dua arah dimana pihak Dinas melakukan
sosialisasi dan rapat PPDB di Dinas yang dihadirin oleh para kepala
sekolah. dengan adanya rapat antar dinas dan kepala sekolah disini
ikut terlibat untuk menentukan luas zona/jarak dalam PPDB, kepala
sekolah melaporkan pagu yang akan diterima yaitu sebanyak 396
peserta didik baru yang telah disesuaikan dengan jumlah bangku yang
ada disekolah SMA Negeri 1 Grati. sehingga dalam prakteknya tidak
lebih menerima peserta didik selain yang sudah dilaporkan tersebut.
dengan adanya sosialisasi oleh Dinas dapat membuat panitia PPDB
akan lebih mengerti mengenai pelaksanaan sistem zonasi dalam
PPDB ini. karena dalam sosialisasi tidak hanya berisi informasi terkait
istem zonasi saja melainkan adanya praktek langsung PPDB yang
dilakukan oleh Dinas yang diberikan kepada kepala sekolah karena
pendafataran PPDBnya sudah menggunakan jaringan internet yaitu
online melalui website ppdbjatim.net yang dipraktekan secara
langsung mulai dari bagaimana cara pengambilan PIN sampai proses
pendaftaran PPDBnya. sehingga segala informasi yang disampaikan
akan diterima oleh kepala sekolah dan panitia PPDB dengan baik.
tidak hanya melalui itu, sekolah terutama panitia PPDB juga aktif
sendiri dalam mencari informasi lain yang berkaitan dnegan

pendaftaran PPDB ini.
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Selian komunikasi melalui sosialisasi dari Dinas disini panitia
PPDB juga melakukan sosialsisasi kepada calon peserta didik baru
yang dilakukan sebelum pendftaran PPDB dilaksanakan. tidak hanya
itu panitia PPDB juga mensosialisasikannya melalui media sosial
menggunakan Watshaap, Facebook dan website SMA Negeri 1 Grati.
komunikasi yang lain juga dilakukan dengan cara membuat banner
yang ditempel di depan sekolah SMA Negeri 1 Grati dan di beberapa
tempat tertentu, serta membagikan brosur PDDB sehingga dapat
tersampaikanya informasi berkiatan dengan PPDB ini kepada
masayarakat.

Terdapat beberapa macam dimensi yang ada pada faktor
komunikasi menurut Edward IlIl yang dikutip oleh Agustino
(2014:150-151) dalam Hasibuan, H. dkk, (2017) yaitu transmisi
(penyampaian infromasi), kejelasan informasi, dan konsistensi. maka
apabila dianalisis dengan teori Edward Il ini dapat diketahui bahwa
transmisi dalam kebijakan publik ini hendaknya disampaikan tidak
hanya kepada implementor saja, namun juga kepada kelompok
sasaran dan pihak-pihak yang berkepentingan baik yang secara
langsung ataupun perlunya sosialisasi baik kepada implementor.
kelompok sasaran serta masyarakat umum. sekolah dan paitia PPDB
sudah mengetahui dan melaksanakan Juknis dalam PPDB yang telah
ditetapkan guna mencapai tujuan dari diterapkanya sistem zonasi

dalam PPDB.
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Kejelasan petunjuk-petunjuk dan aturan dalam pelaksanaan juga
telah dikomunikasikan secara jelas dan di umumkan kepada seluruh
masyarakat berkaitan dengan informasi sistem zonasi dalam PPDB ini
oleh para panitia, seperti persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan,
tanggal pendaftaran, pengumuman pendaftaran serta pagu yang
diterima di masing-masing jalur PPDB yang telah ditentukan dan
sudah di umumkan secara terbuka oleh panitia PPDB. hal tersebut
menunjukan bahwa dalam pelaksanaan PPDB ini sudah berjalan
secara transparan dan akuntabel dalam penyeleksiannya. meskipun
sudah jelas infomasi yang diberikan masih ada beberapa orang tua
yang tidak mengetahui zona/jarak mereka. pada saat pendafatran
PPDB pun panitia sudah menyediakan contoh format penulisan data
diri serta persyaratan lain yang memang perlu di isi oleh calon peserta
didik baru untuk melengkapi berkas-berkasnya. sehingga dapat
mempermudah calon peserta didik baru untuk mnegisi formulir
pendaftaran di SMA negeri 1 Grati.

Berkaitan dengn konsistensi dalam melaksanakan sistem zonasi
dalam PPDB ini menunjukan bahwa sekolah dan panitia PPDB secara
konsisten untuk menjalankan sistem zonasi dalam PPDB tersebut.
Dengan adanya juknis yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Timur maka penyampaian komunikasi tersebut sudah
pasti konsisten karena sudah terdapat acuan atau pedoman yang telah

di buat oleh Dinas Pendidikan. Selain itu peneliti melihat keseriusan
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para penitia PPDB untuk mensukseskan Pendafataran PPDB ini
dimana terlihat sering melaksanakan koordinasi kepanitian yaitu
sebelum pelaksanaan PPDB, saat pelaksanaan PPDB, dan sesudah
pelaksanaan PPDB.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi sistem
zonasi dalam PPDB telah dilaksanakan dengan baik oleh para panitia
PPDB sehingga dapat menyelesaikan pendaftaran PPDB ini.
Pelaksanaan pendaftaran PPDB di sini sudah berjalan secara
transparan dan akuntabel. komunikasi yang terjadi antara Dinas dan
panitia PPDB juga sudah berjalan lancar. namun kejelasan informasi
masig di rasa kurang karena ada beberapa orang tua yang tidak
mengetahui zona/jarak meeka pada saat pendaftaran PPDB ini.
Sumber Daya

prose implementasi tidak akan terlepas dari yang namanya
sumber daya. Keberadaan sumber daya memiliki peranan yang
penting untuk menjalankan implementasian ini. Tanpa adanya sumber
daya yang mendukung maka pelaksanaan tidak akan berjalan
sebagaimana mestinya. seperti yang dikatakan oleh Mulyadi
(2015:28) dalam Hasibuan H, dkk (2016) sumberdaya yaitu
menekankan setiap kebijakan harus di dukung oleh sumber daya yang
memadai, baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya bentuk
finansial. Adanya sumber daya yang tersedia bisa mendukung

tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang telah di
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disebut Edward Il dikutip oleh Agustino (2014: 151-152) dalam
Hasibuan H, dkk (2016) terdiri dari, sumber daya manusia, sumber
daya sarana dan prasarana, sumber daya informasi dan kewenangan
yang diperlukan dalam pengimplementasian tersebut. Sumber daya
manusia yang cukup dan kompeten sangat dibutuhkan dalam
pengimplementasian ini, sarana dan parsarana atau fasilitas yang
harus disediakan oleh pelaksana juga sangat berpengaruh dalam
keberhasilan untuk pengimplementasian ini. adanya sumber daya
keuanganpun juga menjadi salah satu faktor penting dalam
pengimplementasian ini, tidak hanya faktor itu saja adanya sumber
daya informasi dan kewenangan juga turut menentukan pencapian
keberhasilan dalam pengimplementasian ini. Segala bentuk sumber
daya yang dimiliki oleh sekolah SMA Negeri 1 Grati untuk
mengimplementasikan sistem zonasi dalam PPDB di SMA Negeri 1
Grati sudah sangat baik dan telah terpenuhi semuanya.

Tidaklah cukup hanya dengan jumlah sumber daya yang
memadai untuk melaksanakan implementasian sistem zonasi dalam
PPDB, Para implementor harus memiliki kemampuan yang
dibutuhkan untuk menangani tugasnya. karena dalam implementasi
membutuhkan manajemen sumber daya yang memungkinkan
pendistribusian sumber daya manusia yang berkualitas. Sering terjadi
dalam proses implementasi, salah satunya disebabkan oleh staf

/panitia yang tidak mencukupi, memadai, kompeten dibidangnya,
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begitupun sebaliknya ketika sumber daya manusia terlalu banyak juga
akan memperlambat jalannya implementasi, serta tidak memberikan
hasil yang efektif.

Dilihat dari sumber daya manusianya di sekolah SMA Negeri 1
Grati sudah terdapat panitia PPDB yang sudah cukup, dimana jumlah
panitia PPDB itu sebanyak 25 orang, ada penanggung jawab, ketua
pelaksana, bendahara, tim PPDB jalur offline tim PPDB jalur online
dan terdapat pembantu umum dan juga mengikutsertakan para siswa-
siswi Osis di SMA Negeri 1 Grati. Berkaitan dengan tugas dari masing
masing panitia sudah berdasarkan keahlian dan kemampuannya yang
dimiliki sehingga sudah kompeten dalam melaksanakan tugasnya
dengan baik tanpa adanya masalah. Seperti yang dikatakan oleh
Almasri (2016) yang mengatakan dalam perekrutan dan penyeleksian
karyawan, manejer sumber daya manusia harus mencocokkan
keahlian pelamar dengan kebutuhan. sama halnya yang dilakukan oleh
sekolah dimana kepala sekolah melakukan pemilihan staf/panitia
PPDB berdasarkan kemampuan dan keahlian yang dimiliki. Sehingga
dalam pengimplementasian sistem zonasi dalam PPDB di SMA
Negeri 1 Grati sudah berjalan dengan baik tanpa ada kendala apapun.
Sekolah SMA Negeri 1 Grati selama 2 tahun ini mampu menerapkan
sistem zonasi dalam PPDB tersebut dengan lancar dan tidak pernah

mengalami permasalah dari segi jumlah staf/panitia maupun dari segi
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kemampuan dan keahlian yang dimiliki masing-masing staf/panitia
PPDB.

Selain sumberdaya manusia, ada juga Sumber daya fasilitas
(sarana dan prasaran) merupakan peralatan yang digunakan untuk
oprasionalisasi implementasi yang meliputi gedung, tanah, alat dan
semua fasilitas yang berfungsi untuk memudahkan dan dapat
memberikan pelayanan yang maksimal dalam pengimplemetasian.
Jika dilihat dari segi sumber daya fasilitas yang dimiliki oleh sekolah
SMA Negeri 1 Grati ini sudah mendukung berjalannya proses
implementasi ini, fasilitas yang tersedia sudah mencukupi dan
memadai. Hal tersebut dibuktikan dengan tersedianya gedung yang
sangat luas yaitu aula SMA Negeri 1 Grati yang dijadikan sebagai
tempat sosialisasi dan sebagai tempat pendaftaran PPDB yang jalur
offline. Kemudian menyediakan formulir pendaftaran PPDB beserta
map untuk jalur pedaftaran offline, menyediakan lab komputer beserta
jaringan internet untuk jalur pendaftaran online bagi calon peserta
didik yang tidak mempunyai alat tersebut di rumahnya dan juga
menyediakan printer untuk mencetak nomor PIN pendafatran,
kemudian papan pengumuman yang digunakan sebagai petunjuk
pengisian formulir pendafataran serta sebagai pengumuman
penerimaan calon peserta didik pendaftaran offline. hal ini
menunjukan bahwa pelaksanaan sistem zonasi dalam PPDB ini dapat

berjalan secara tidak diskriminasi, semua calon peserta didik dapat
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menggunakan fasilitas di SMA Negeri 1 Grati pada saat proses
pendaftaran sedang berlangsung dan juga dapat melihat secara
langsung penerimaan melalui online di sistemnya. hanya saja tidak
ada anggaran khusus dalam PPDB ini dari pemerintah melainkan
sekolah mengeluarkan sendiri biaya pendaftaran tersebut.
Selanjutnya adalah sumber daya informasi juga merupakan
faktor yang penting dalam implementasi sistem zonasi dalam PPDB.
Terutama informasi yang relevan dan cukup tentang bagaimana cara
mengimplementasikannya. Informasi ini memiliki dua bentuk, yang
pertama informasi yang berhubungan dengan bagaimana cara
melaksanakan suatu kegiatan maupun mematuhi aturan, dalam hal ini
para implementor perlu untuk mengatahui apa yang dilakukan ketika
diberikan arahan untuk melakukan sesuatu. Bentuk kedua, data pada
pemenuhan lainnya dengan aturan pemerintah dan regulasi, para
pelaksana harus mengetahui apakah pihak lain yang terlibat dalam
mengimplementasikan sudah mematuhi peraturan. Dalam
implementasi sistem zonasi dalam PPDB di SMA Negeri 1 Grati,
sumber daya infomasi di sekolah terutama panitia PPDB sebagai
implementor dalam melaksanakan sekaligus informan disini sudah
memahami apa sebenarnya sistem zonasi dalam PPDB melalui juknis
yang telah diberikan yang dijadikan sebagai pedoman dalam
melaksanakan PPDB dengan sistem zonasi ini. kemudian dari calon

peserta didik baru sebagai sasaran inipun juga sudah mengetahui
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seperti apa sistem zonasi tersebut. Penyampaian informasi dilakukan
setiap tahun oleh pihak Dinas pendidikan selama 1 sampai 2 kali
mengadakan sosialisasi kepada kepala sekolah tingkat SMA,
kemudian dari kepala sekolah dengan panitia juga melakukan rapat
koordinasi pada saat sebelum pendaftaran PPDB, saat pendafataran
PPDB, sesudah pendaftaran PPDB. Dalam proses implementasian
inipun juga membutuhkan kepatuhan dari panitia terhadap peraturan
pemerintah yang ada, di sini kepala sekolah selalu mengontrol segala
kegiatan yang dilakukan oleh panitia PPDB. Sehingga dalam
pengimplementasian tidak ada kegiatan menyimpang dari aturan-
aturan yang berlaku, panitia sangat mematuhi peraturan-peraturan
yang ada selama proses pendaftraan PPDB ini.

Kemudian bekaitan dengan sumber daya kewenangan dalam
implementasi ini menurut Hasibuan. H. dkk (2016) kewenangan pada
umumnya harus bersifat formal agar perintah dapat di laksanakan
secara efektif. Kewenangan sangat diperlukan, terutama untuk
menjamin dan meyakinkan bahwa proses pengimplementasian yang
akan dihasilkan adalah sesuai yang mereka inginan (Aiska,2017).
Pengimplementasian sistem zonasi dalam PPDB di SMA Negeri 1
Grati ini sumber daya kewenangan di pegang langsung di bawah
intruksi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Sekolah hanya
sebagai penyelenggara tidak mempunyai wewenang untuk

merubahnya, namun kepala sekolah mempunyai wewenang untuk
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membentuk kepanitian sesuai dengan kompetensi dan keahlian yang
dimiliki. Jika terjadi masalah dalam pelaksanaan PPDB maka pihak
sekolah terutama panitia PPDB langsung memberikan informasi dan
konfirmasi terlebih dahulu kepada ketua panitia PPDB yang kemudia
dilanjutkan ke kepada Dinas Pendidikan Jawa Timur untuk dimintai
pendapat dan solusinya agar masalah tersebut dapat diselesaikan.
Edward I11 dalam Aiska (2017) menegaskan bahwa kewenangan yang
cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu
lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu
kebijakan. Karena bisa jadi pemecahan masalah yang ada di
hadapanya solusinya kurang tepat, karena yang membuat keputusan
bukan lembaga yang lebih dekat dan lebih mengetahui masalahnya
dan apa penyebabnya. Sehingga berkaitan dengan kewenangan dalam
implementasi sistem zonasi dalam PPDB ini kurang efektif,

Jadi dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem zonasi
dalam PPDB di SMA Negeri 1 Grati disini tidak mengalami
keterbataan baik sumberdaya manusia atau panitia PPDB maupun
sumberdaya yang lainya, dapat dilihat bahwa semua sumberdaya
sudah terpenuhi dan memadai sehingga sekolah dapat menyelesaikan

pendafataran PPDB ini dengan baik.
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Disposisi

Berbicara tentang implementasi maka tidak akan terlepas dari
yang namanya disposisi. Disposisi pelaksana akan mempengaruhi
Kinerja para implementor, karena jika para implementor di dasari oleh
kecenderungan sikap, keinginan untuk melakasanakan implementasi
ini dengan baik, maka peluang mencapai keberhasilan melaksanakan
implementasi juga semakin tinggi. seperti yang dikatakan Edward IlI
dikutip oleh Winarno (2014:197) dalam Hasibuan, H. dkk (2016)
kecenderungan dari faktor ketiga yang ada mempunyai konsekuensi-
konsekuensi penting bagi seluruh implementasi yang efektif. Hal
tersebut menunjukna bahwa keberhasilan implementasi bukan hanya
ditentukan oleh sejauh mana implementor mengetahui apa yang harus
dilakukan dan mampu melakukanya, melainkan juga ditentukan oleh
kemauan para pelaksananya tersebut memiilki disposisi yang kuat
terhadap peraturan yang sedang di implementasikan. Pengetahuan,
pendalaman dan pemahaman ini akan menimbulkan sikap menerima,
mengabaikan dan menolak terhadap peraturan. faktor-faktor yang
selalu menjadi perhatian utama Edward 11 dikutip oleh Agustino
(2006 : 152-153) dalam Hasibuan, H. dkk (2016) Disposisi
mempunyai dua (2) indakator yaitu pengangkatan birokrasi dan
adanya insentif. Dalam proses pemilihan panitia PPDB di SMA
Negeri 1 Grati ini tidak asal memilih panitia melainkan sekolah

melihat dari kemampuan dan keahlian yang dimiliki dan kemauan
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untuk melaksanakan implementasian ini. seperti yang dikatakan
Hasibuan (2016) pemilihan dan pengangkatan personil pelaksan
kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada
kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan
masyarakat. dilihat dari panitia PPDB sudah sangat kompeten dalam
melaksanakan tugasnya dengan baik tanpa adanya kendala, hal
tersebut menunjukan bahwa dalam pemilihan staf / panitia dalam
pelaksanaan implementasi sistem zonasi dalam PPDB ini sudah di
dasarkan pada kemampuan dan keahlian yang dilihat oleh kepala
sekolah kemudian mereka di tunjuk untuk menjadi panitia PPDB.
Kemudian panitia sudah menjalankan dan melayani calon peserta
didik dengan sikap yang sangat sopan pada saat pendaftaran PPDB
berlangsung, sehingga mereka mudah mengerti apa yang di
sampaikan oleh panitia. Dengan begitu maka pelaksanaan sistem
zonasi dalam PPDB bisa terlaksana dengan baik.

Kemudia berkaitan dengan insentif, menurut Edward 111 dalam
Hasibuan, H. dkk (2016) merupakan salah satu teknik yang disarankan
untuk dapat mengatasi masalah tentang kecenderungan para pelaksana
kebijakan dengan memanipulasi insentif. Dengan cara memberikan
biaya atau penghargaan tertentu yang akan menjadikan faktor
pendukung untuk melaksanakan perintah dengan baik. Pada dasarnya
orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka

memanipulasi insentif oleh para implementor dapat mempengaruhi
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tindakannya. dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu
mungkin akan menjadi faktor pendorong menjalankan perintah
dengan baik. Dapat diketahui bahwa dari pihak pemerintah tidak
memberikan bantuan anggaran khsusus untuk mengimplementasikan
sistem zonasi dalam PPDB di SMA Negeri 1 Grati ini. Akan tetapi
dari pihak sekolah, dimana kepala sekolah menyediakan konsumsi
kepada panitia PPDB supaya mereka termotivasi dan antusias untuk
menyelesaikan pendaftaran PPDB ini. sehingga dalam proses
pendaftaran PPDB dengan sistem zonasi bisa berjalan dengan baik
meskipun tidak ada anggaran khusus untuk pendaftaran ini.
Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering
bahkan secara keseluruhan sebagai bagian yang penting dalam
implementasi, baik struktur pemerintah dan juga organisasi-organisasi
swasta. Winarno (2002: 126-151) dalam Marbun (2014) adanya
struktur birokrasi dapat mempermudah koordinasi pembagian tugas
dan tanggung jawab antar para pelaksana kebijakan. Menurut Edward
I11 dikutip oleh Winarno (2014:206) dalam Hasibuan, H. dkk (2016)
terdapat dua Kkarateristik utama dari birokrasi yaitu Standart
Oprasional Procedure (SOP) dan fragmatisme. proses implementasi
dapat berjalan dengan baik apabila adanya SOP yang akan

memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari pelaksana yang
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kompleks dan tersebar luas dalam melaksanakan apa yang menjadi
tugasnya.

Terkait faktor struktur birokrasi yang terdapat pada
implementasi sistem zonasi dalam PPDB di SMA Negeri 1 Grati ini
sudah memiliki tata struktur organisasi yang baik, struktur tersebut
sudah membagi tugas dan kewenangan kerja dari masing-masing
panitia PPDB sesuai dengan bidang dan kemampuannya serta
keahliannya sendiri-sendiri. Kemudian birokrasi mencangkup
dimensi standart oprasional procedure (SOP) merupakan sebuah
prosedur-prosedur kerja ukuran dasarnya. (Hasibuan, H. dkk, 2016).
Dalam proses pengimplementasian sistem zonasi dalam PPDB di
SMA Negeri 1 Grati ini telah diatur dalam prosedur kerja atau
standart oprasional procedure (SOP) vyang berbentuk juknis
(petunjuk teknis) yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa
Timur sebagai pedoman dalam melaksanakan pendaftaran PPDB agar
dalam pelaksanaanya dapat berjalan sesuai peraturan. seperti yang
dikatakan Agustino (2014:15) dalam Hasibuan. H, dkk (2016) SOP
adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai
(pelaksana  kebijakan/  administrator/birokrat)  untuk  bisa
melaksanakan bentuk kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya sesuai
dengan standart yang sudah ditetapkan (standar minimum yang
dibutuhkan masyarakat). Dengan perpedoman pada juknis sebagai

SOP dalam pengimplementasian sistem zonasi dalam PPDB di SMA
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Negeri 1 Grati ini, para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu
pendaftaran dan waktu pengumuman yang tersedia agar tepat pada
waktunya dan juga berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-
tindakan panitianya sehingga terjadi kesamaan alur pendaftaran PPDB
ke seluruh calon peserta didik baru.

Kemudian berkaitan faktor fragmentasi, menurut Edward IlI
dikutip oleh Winarno (2014:209) dalam Hasibuan.H, dkk (2016)
menjelaskan bahwa fragmentasi merupakan bagi tanggung jawab
suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga bisa
memerlukan koordinasi. Adanya fragmentasi organisasi (organisasi
yang terpecah-pecah) dapat lebih mudah untuk melaksanakan dan
memutuskan koordinasi yang diperlukan untuk
mengimplementasikan sistem zonasi dalam PPDB di SMA Negeri 1
Grati ini dengan kompleks. Keberhasilan implementasi yang
kompleks, perlu adanya kerjasama yang baik dari banyak orang.
seperti yang dikatakan Agustino (2014:154) dalam Hasibuan.H, dkk
(2016) fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggungjawab
kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa
unit kerja. Pembagian tugas kepanitian PPDB di SMA Negeri 1 Grati
sudah baik, terdapat bagian-bagian dalam struktur kepanitian yang
berkaitan dengan tugas dan tanggungjawab dari masing-masing
panitia untuk mengimplementasikan sistem zonasi dalam PPDB ini

yaitu dengan adanya SK kepanitiaan dari kepala sekolah. Sehingga
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dapat mengoptimalkan kegiatan mereka karena sudah mempunyai
tugas masing-masing yang telah disesuaikan dengan keahlian dari
panitia serta mempunyai komitmen untuk menyelesaikan tugasnya.
sehingga melalui pembagian tugas ini dapat terhindar dari peran ganda
kepanitian. Dengan adanya pembagian tugas ini juga dapat
memudahkan untuk memonitor kinerja dari panitia PPDB saat
pelaksanaan sistem zonasi dalam PPDB ini.
2. Faktor yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi
sistem zonasi dalam PPDB di SMA Negeri 1 Grati.

Hasbullah (2015: 51). Berhasil tidaknya kebijakan dapat di lihat
dalam implementasian ini, Implementasi kebijakan dimaksudkan untuk
memahami dan mengetahui apa yang terjadi setelah kebijakan dirumuskan.
Implementasi tidak hanya terkait dengan persoalan administratif, namun
juga mengkaji faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap proses
implementasi. Jika implementor sudah mengimplementasikan, maka setalah
pelaksana selesai menjalankan tersebut akan mengetahui seberapa besar
keberhasilan yang telah di capainya. Menjalankan implementasi tidak
selamanya akan baik-baik saja, melainkan pasti ada yang namanya
hambatan atau kesulitan serta dukungan dalam mengimplementasikannya.
untuk mengetahuinya maka terdapat faktor-faktor seperti faktor pendukung

dan penghambat dalam pengimplementasian ini sebagai berikut:
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a. Faktor Pendukung

Berbicara mengenai faktor pendukung disini merupakan faktor
yang dapat mempengaruhi agar proses implementasi bisa berjalan
dengan lancar dan mampu mencapai tujuan yang ditetapkan dari adanya
peraturan. Implementasi sistem zonasi dalam PPDB di SMA Negeri 1
Grati  yang mempunyai faktor pendukung sebagai pendorong
terealisasinya dengan baik yang akhirnya bisa mencapai tujuan dari
adanya sistem zonasi dalam PPDB ini. Berdasarkan hasil wawancara di
lapangan yang berkaitan dengan faktor pendukung dalam implementasi
sisten zonasi dalam PPDB di SMA Negeri 1 Grati ini Terdapatnya faktor
pendukung yang berupa faktor disposisi atau faktor kemauan dan
kepatuhan yang ditunjukan oleh panitia PPDB sebagai bentuk dukungan
untuk mensukseskan implementasi sistem zonasi dalam PPDB ini.
Menurut Subarsono(2013: 92) dalam Indah dan Hariyanti (2018)
mengatakan bahwa implementator yang menjalankan disposisi yang baik
memiliki kemungkinan lebih besar untuk menjalankan kebijakan sesuai
dengan yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. dapat dilihat bahwa
Panitia sangat mendukung penuh dengan adanya sistem zonasi ini, serta
panitia juga sangat mematuhi segala peraturan yang ada.

Selain dukungan dari para panitia PPDB disini juga terdapat
pendukung adanya disposisi dari para kelompok sasaran yaitu
masyarakat dan Dinas Pendidikan. kemudian tersedianya sumberdaya

yang mendukung di sekolah SMA Negeri 1 Grati, seperti sumber daya
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manusia atau panitia dan fasilitas. Karena kurangnya sumber daya tentu
akan menghambat implementasi kebijakan yang akan atau sedang di
implementasikan (Awang, 2010: 42) dalam Indah dan Hariyanti (2018).
dalam hal ini sekolah sudah membentuk panitia khusus PPDB dalam
pengimplementasian sistem zonasi ini, keberadaan panitia yang cukup
dan kompeten akan mempermudah untuk mengimplementasikan sistem
zonasi dalam PPDB. Sikap sopan yang terlihat ketika panitia membantu
calon peserta didik baru dalam proses pengambilan PIN, dari proses awal
sampai mencetak bukti pengambilan PIN panitia bersedia meluangkan
waktu dan melayani calon peserta didik baru secara satu persatu. Sikap
yang tanggap yang diberikan tidak hanya pada saat proses pengambilan
pin saja melainkan pada saat proses pendafataran yang sedang
berlangsung,

Pendukung dalam implementasi sistem zonasi dalam PPDB yang
lain adanya smberdaya Fasilitas yang tersedia seperti lab komputer,
jaringan internet gedung dan sarana yang digunakan dalam proses
pendaftaran PPDB ini sudah mencukupi dan mendukung sehingga dapat
membatu mempermudah untuk melaksanakan pendafatran sistem zonasi
dalam PPDB. kemudian bentuk dukungan juga di tunjukan oleh Cabang
Dinas Pendidikan dimana dinas menyediakan pos pelayanan PPDB
khusus untuk masyarakat sekitar yang merasakan kesulitan ketika proses

pendafataran PPDB.
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b. Faktor Penghambat

Berbicara mengenai faktor-faktor yang mempegaruhi terhadap
proses implementasi sistem zonasi dalam PPDB di SMA Negeri 1 Grati,
maka tidak terlepas dari suatu permasalahan yang disebabkan dengan
adanya hambatan dalam pelaksanaanya. Hambatan tersebut dapat berupa
kendala yang dihadapi oleh para implementor dan kelompok sasaran.
Karena pengaruh adanya faktor penghambat dalam pengimplementasian
ini dapat menyebabkan kegiatan yang sedang dilaksanakan tidak akan
berjalan dengan baik bahkan mungkin gagal untuk mencapai tujuannya.
terdapat beberapa permasalahan yang dialami oleh pihak sekolah
terutama panitia PPDB, sehingga akan menghambat jalanya
implementasi sistem zonasi dalam PPDB di SMA Negeri 1 Grati. ada
beberapa kendala yang menghambat pelaksanaan pendaftaran PPDB
seperti pada indikator komunikasi yaitu pemberian informasi yang
kurang efektif dan kurang mempunyai disposisi yang baik. Terdapat
hambatan berkaitan dengan informasi juknis yang tidak tepat waktu,
kurangya manajemen waktu, menurut Humes dikutip oleh Adebisi
(2013) dalam Gea. AA (2014). manajemen waktu secara singkat dapat
diartikan sebagai suatu seni mengatur, mengorganisasi, menjadwalkan,
serta menganggarkan waktu seseorang untuk menghasilkan kerja lebih
efektif dan produktif. waktu dalam pemberitahuan juknis yang terlalu
mendadak dari Dinas Pendidikan ke sekolah SMA Negeri 1 Grati. jika

pemberian juknis lebih dari waktu yang telah ditentukan maka akan



154

menghambat pada proses pemberitahuan atau informasi tidak akan
maksimal karena terbatasnya waktu yang semakin sedikit. Seperti panitia
terlihat tidak maksimal dalam menyiapkan perlengkapan yang di
butuhkan dalam proses pengimplementasian ini. Akibatnya peralatan
dan persiapan yang direncanakan kurang maksimal, namun sekolah tetap
mampu melaksanakan pendafatran PPDB ini dengan baik tanpa ada
masalah.

Kemudian terdapat hambatan dari beberapa masyarakat yang
kurang paham dengan zonanya. namun dalam prakteknya di SMA Negeri
1 Garti dalam hal penyampaian informasi masih kurang dimengerti oleh
beberapa masyarakat sekitar, karena kurangnya sosialisasi dari Cabang
Dinas dan sekolah. sehingga masih ada orang tua dari calon peserta didik
yang ingin mendaftar ke sekolah yang berada di luar zonanya mereka dan
mencari sekolah yang lebih bekulitas dan bermutu meskipun jauh dari
tempat tinggal mereka. disini orang tua masih memiliki mindset bahwa
sekolah favorit itu adalah sekolah yang memiliki kualitas bagus.

Selain penghambat di atas ada juga penghambat berkiatan dengan
disposisi/sikap dari masayarakat, seperti kurangnya administrasi terkait
kependudukan (KK), terdapat masyarakat tidak memperbarui KK
mereka ketika pindah domisili. ketika waktu pendaftaran tiba
masyarakat terlambat karena masih memperbarui KK mereka, padahal
mereka sudah menetap dan hidup betahun-tahun di daerah itu. Dengan

adanya sistem zonasi ini SMA Negeri 1 Grati hanya dapat menerima
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calon peserta didik yang diterima berdasarkan kedekatan rumah dengan
sekolah yang dilihat dari KK mereka bukan melihat dari tempat jarak
rumah mereka yang sebenarnya. karena yang di jadikan syarat dari
pendaftaran sistem zonasi ini adalah alamat mereka yang di lihat dari
KK tersebut, sehingga bagi mereka yang belum memperbarui KK harus
konsultasi ke Cabang Dinas Kabupaten Pasuruan setempat untuk
mendapatkan solusinya. kemudian terdapat kecurangan dari
masayarkat, dalam penerapan PPDB melalui jalur keluarga tidak
mampu ini masih terdapat calon peserta didik yang memalsukan surat
keterangan tidak mampu (SKTM) tersebut untuk mendapatkan
keringanan biaya pendidikan di sekolah di SMA Negeri 1 Grati ini, hal
tersebut terlihat ketika panitia mensurvey ketempat tinggal mereka dan
data yang diterima oleh sekolah tidak sesuai dengan kenyataanya.
Penghambat yang lain menurut Denza melalui unggahanya di
suarasurabaya.net yang menjelaskan bahwa pelaksanaan PPDB
diberhentikan sementara oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
karena terdapat sejumlah wali murid yang berunjuk rasa, mereka
merasa dirugikan dengan adanya penerapan sistem zonasi PPDB ini,
serta mereka juga beranggapan bahwa kurangnya sosialisasi yang
diberikan sehingga pada saat proses pendafataran di buka, wali murid
masih kebingungan dan banyak yang salah strategi dalam memilih

sekolah.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan
Berdasarakan hasil penelitian dan pembahasan secara keseluruhan pada
bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru
(PPDB) di SMA Negeri 1 Grati merupakan program yang dikeluarkan oleh
pemerintah untuk pemerataan akses dan pemerataan kualitas pendidikan
secara Nasional. Dalam pelaksanaanya sudah terlaksana secara objektif,
transparan, akuntabel dan tanpa diskriminasi, untuk melihat keberhasilan
pengimplementasian kebijakan ini terdapat empat indikator yang mana
sudah terpenuhi semua dimana dalam komunkasi dari isi peraturan telah
tersampakan kepada kepala sekolah dan panitia PPDB, namun sekolah
masih kesuliatn untuk menyampaikan ke masyarakat. Sumber daya yang
tersedia dilapangan juga sudah mencukupi, dari sumber daya manusianya
yaitu tersedianya panitia yang sudah sangat mencukupi serta mempunyai
keahlian yang cukup baik, sumber daya keuangan disiapkan oleh sekolah
sendiri karena dari pemerintah tidak ada dana khusus untuk pendaftaran
PPDB, sarana dan prasarana yang tersedia sudah mencukupi, kemudian
sumber daya informasi yang diberikan sudah jelas, sehingga mudah
dipahami, kewenangan dipegang langsung dibawah intruksi oleh Dinas

Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Disposisi dari pelaksana kebijakan sendiri
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sudah menunjukan respon yang positif, kemauan panitia dalam
mengimplementasikan ini mampu mendorong berjalanya implementasi
kebijakan dengan baik tanpa ada masalah. struktur birokrasi yang sudah
sangat terstruktur, baik struktur susunan kepanitiaan maupu susuna struktur
sekolah sendiri, serta adanya koordinasi. dan adanya pembagian tugas yang
telah dibentuk oleh kepala sekolah berbentuk SK kepanitiaan PPDB.
. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan penerimaan peserta
didik baru dengan sistem zonasi sebagai berikut:
a. Faktor Pendukung
Berdasarkan hasil di lapangan yang menjadi faktor pendukung
implementasi Permendikbud no 14 tahun 2018 tentang system zonasi
dalam PPDB di SMA Negeri 1 Grati ini, dilihat dari indikator
sumberdaya yang mendukung, baik sumberdaya manusia dan fasilitas
yang sudah memadai dan mencukupi dan kompeten. kemudian dilihat
dari disposisi yang ada, dimana berupa sikap positif, kemauan dan
kepatuhan yang ditunjukan oleh panitia PPDB dan masyarakat sekitar
yang tidak menentang adanya sistem zonasi dalam PPDB ini. serta
terdapat disposisi dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang
membuka pos pelayanan PPDB.
b. Faktor Penghambat
Berdasarkan hasil di lapangan yang menjadi faktor penghambat
implementasi Permendikbud no 14 tahun 2018 tentang sistem zonasi

dalam PPDB di SMA Negeri 1 Grati,dilihat dari indikator komunikasi
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yaitu berkaitan dengan waktu pemberitahuan juknis yang terlalu
mendadak dari Dinas Pendidikan ke sekolah SMA Negeri 1 Grati, masih
ada masyarakat yang kurang memahami zona mereka, kurangya
administrasi terkait kependudukan (KK). Kemudian dilihat dari disposisi
yaitu adanya kecurang dari masyarakat yang memalsukan surat
keterangan tidak mampu (SKTM). Penghambat lainya yaitu adanya
pemberhentian pendaftaran PPDB sementara.
B. Saran

1. Sebaiknya pemerintah mengevaluasi sistem zonasi dalam PPDB ini,
khususnya Kepala Dinas Pendidikan setempat yang harus menyesuaikan
keadaan atau kondisi masyarakat karena persebaran sekolah maupun calon
peserta didik tidak semua daerah sama. sehingga jika terdapat calon peserta
didik lebih banyak dari ketersediaan penerimaan, maka bisa di perluas atau
penambahan di zonanya.

2. Sebaiknya Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota Pasuruan perlu
meningkatkan sosialisasi melalui strategi dan metode yang tepat, seperti
melakukan sosialisasi secara langsung kepada calon peserta didik baru dan
orang tua. Sehingga orang tua dan calon peserta didik tidak megalami
kesulitan ketika pendaftaran di buka.

3. Sebaiknya pihak sekolah perlu adanya evaluasi terkait dengan SKTM,
sehingga penerimanya tepat sasaran dan tidak disalahgunakan, serta
memberikan sanksi yang tegas kepada mereka yang menyalahgunakan

SKTM tersebut.
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LAMPIRAN

Lampiran Pedoman Wawancara

A. Rumusan Masalah

3. Bagaimana implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan
peserta didik baru.?

4. Apa saja faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam
pelaksanaan penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi?

B. Tujuan penelitian

1. Mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan sistem
zonasi dalam penerimaan peserta didik baru.

2. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor apa saja yang menjadi
pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan penerimaan peserta
didik baru melalui sistem zonasi.

C. Fokus Penelitian

1. implementasi kebijakan :

N Fokus Indikator Data Data primer
0 penelitian sekunder

1. Apakah  tranmisi  atau
penyampaian informasi dari
pemerintah sudah cukup
baik penyampainya terkait
kebijakan penerapan sistem
zonasi dalam PPDB ini.?

Transmisi

1. | Komunikasi 2. Apakah sudah cukup jelas

dan  dapat  dimengerti
mengenai infomasi terkait
pelaksanaan kebijakan ini.?

Kejelasan

3. Seberapa sering pemerintah

Konsistensi s
mengadakan sosialisasi




terkait kebijakan ini
disekolah.?

Sumber
daya

Staf/panitia

4. Apakah di sekolah terdapat
staf/panitia  khusus yang
dibentuk untuk pelaksanaan
dalam pengimplementasian
kebijakan ini.?

5. Berapa jumlah
staf/panitianya.?  Apakah
dengan jumlah itu sudah
cukup dalam
pengimplmentasian ini,?

6. apakah staf/panitia tersebut
sudah memiliki
keterampilan atau keahlian
dalam mengimplmentasikan
kebijakan tersebut?

7. bagaimana fungsi
staf/panitia dan atasan dalam
melaksanakan kebiajakn
PPDB sistem zonasi ini.?

Informasi

8. Apakan pemerintah
memberikan informasi yang
relevan mengenai
bagaimana cara
melaksanakan kebijakan
tersebut?

9. Bagaimana informasi
mengenai data kepatuhan
dari pelaksanaan terhadap
kebijakan PPDB  sistem
zonasi ini.”?

Wewenang

10.  Apakah sekolah sebagai
lembaga pendidikan yang
melaksanakan kebijakan
tersebut diberi kewenangan
untuk membuat keputusan
sendiri  berkaitan dengan
kebijakan  sistem  zonasi
dalam PPDB ini.?

11. Bagaiaman pemberian
tugas/perintah kepada
panitia PPDB ini.?

Fasilitas

12. Dalam pelaksanaan
kebijakan  ini  menurut




bapak/ibu  apakah  ada
keterbatasan fasilitas dan
peralatan seperti gedung dan
sarana yang digunakan
sebagai penunjang dalam
proses pengimplementasian
ini.?

Disposisi

Pengangkatan
birokrat

13. Fasilitasnya apa saja.?

14, Apakah pendafataran
PPDB sistem zonasi ini ada
biayanya.?

15. Bagaimana pemilihan staf/
panitianya dalam
pelaksanaan  implmentasi

kebijakan ini.?

16.

bagaimana kecenderungan,
keinginan atau kesepakatan
dari  semua staf/panitia
termasuk lembaga terkait
untuk melaksanakan atau
mengimplementasikan
kebijakan terebut.?

17.

apakah pelakasana
kebijakan telah melakukan
tugasnya dengan baik sesuai
ketentuan yang ditetapkan.?

Insentif

18.

apakah ada insentif bagi
pelaksanaan kebijakan
PPDB sistem zonasi.?

Struktur
birokrasi

struktur
organisasi

19.

bagaiaman struktur birokrat
pelaksana kebijakan PPDB
sistem zonasi in.?

20.

apakah ada SOP dalam
pelaksanaan kebijakan
PPDB sistem zonasi .?

pembagian
kewenangan

21.

terkait pembagian
kewenangan atau wewenang
dalam kebijakan ini apakah
sudah sesuai dengan
keahlian dan porsi atau
masih mengalami kesulitan
di dalamnya.?

hubungan
antar unit
dalam

organisasi

22.

bagaimana hubungan atau
koordinasi dari unit-unit di
dalam sekolah ini sendiri.?




hubungan

antar unit

organisasi
yang terkait

23. apakah dari pihak sekolah
sudah menyampaiakn
informasi terkait kebijakan
ini  kepada  masyarakat
khususnya calon peserta
didik baru dengan baik.?

2. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat :

N Fokus Indikator | Data Data primer

0 penelitian sekunder
Faktor 1. Menurut bapak/ibu selama
internal diterapkanya kebijakan, apakah

ada respon  positif  dari

masyarakat sebagai bentuk

dukungan dalam
Faktor . N - .

1 pendukung penglmplmnetasmq ini.?
Faktor 2. Menurut bapak/ibu selama
eksternal diterapkanya kebijakan, apakah

seluruh pihak sekolah
mendukung  penuh  dalam
pengimplmentasian ini.?
Faktor
internal 2. Menurut bapak/ ibu selama
diterapkan  kebijakan  ini
5 Faktor apakah terdapat hambatan atau
penghambat [ Faktor kekurangan yang perlu
diperbaiki dalam
eksternal pengimplemntasian ini.?

Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap kualitas pendidikan di SMA negeri

1 Grati ini.?

Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap penerapan kebijakan sistem zonasi

dalam PPDB ini.?

Bagaimana proses pelaksanaan PPDB dengan menggunakan sistem Zonasi

ini?




4. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap zona/jarak yang ditetapkah oleh
pemerintah daerah untuk sekolah saat ini.?

5. Bagaiamana tanggapan bapak/ibu tentang PPDB vyang 20% (persen)
mewajibkan menerima dan membebaskan biaya pendidikan bagi peserta didik

dari keluarga ekonomi tidak mampu.?
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